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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS 
FOR CAPITAL INVESTMENT 

(The Study of the Implementation Regulation Head of the Capital Investment 
Coordination Board Nomor 14 Tahun 2011 about Minimum Service 

Standards for Capital Investment Provincial and Regency/District on a Body 
of Integrated Permit Service and Investment Lamandau Regency) 

HENDRY PURNOMO 
Universitas Terbuka 

hendrypurnomu. hr)!(t•!lma i I. com 

Regional opportunities willing to attract investor to invest its capital in the 
region very open to the era of globalization and free markets now not only for 
national investors but also for international investors. To become investment 
destinations first was regions should be attractive to investment. The minimum 
service standards (SPM) for capital investment by integrated services agency and 
licensing investment (BPPTPM) Lamandau Regency expected to increase investment 
and create conducive investment climate. Enters in 2014 where the target ofthis must 
be achieved, SPM still encountered "constraint in implementation. The purpose of this 
study is to analyze and describe the implementation of basic services indicators of 
minimum service standards in areas of capital investment in accordance with the 
regulations of the capital investment Coordination Board Chief number 14 in 2011 
about the minimum service standard field of Investing Provinces and Regency I 
District by BPPTPM Lamandau Regency and factors what became a supporter and a 
barrier to implementation. This research uses descriptive qualitative approach 
method. Research information sources specified by using purposive sampling 
methods, the head of the Agency's Integrated Licensing Services and capital 
investment capital investment, the head of the head of service of Advanced and 
strategic Licensing, head of Sub fields of the development and promotion of 
investment and Executing the field I capital investment. Data collection using 
observation. in-depth interviews is not structured and of documentation, report or 
decision letter. Data analysis using the techniques of Intera;:;tive Analysis Models 
from Miles and Huberman. Implementation of SPM research results from the field of 
Investing at BPPTPM Lamandau Regency until 2013 has not been carried out in 
accordance with the targets set out in the Investment field of SPM. Factors supporters 
of the success of the implementation of spm this is a factor of communication which 
includes an absence of clarity information, the consistency and coordination. factor is 
the presence of inf()rmation, resources factor is the attitude of implementor 
disposition that do not conflict and the presence of transparency. Barrier to 
communication factors is a factor is the transmission of policy target still lacking. to 
the group a factor of resources, lack of the quantity and quality of its human 
resources, authority and financial landscape for the implementation of the program, I 
event less than adequate factor disposition is the absence of an incentive for the 
committee said and support the leadership needs to be improved, and the operational 
procedures standart bureaucratic lack of structure. 

Keywords: Capital investment field ofSPM, implementation, policy. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

ABSTRAK 

PENERAPAN ST ANDAR PELA Y ANAN MINIMAL 
BIDANG PENANAMAN MODAL 

(Studi Implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 
Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) 

HENDRY PURNOMO 
Universitas Terbuka 

hendnvurnomu.hp1o umail.com 

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan 
modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini, 
tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga terhadap investor international. 
Upaya untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama kali adalah daerah harus 
menarik bagi investasi. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang 
Penanaman Modal oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau diharapkan dapat meningkatkan investasi dan 
menciptakan iklim investasi yang kondusif. Memasuki tahun 2014, target dari SPM 
ini sudah harus tercapai, tetapi hingga saat ini masih ditemui kendala dalam 
implementasinya. Tujuan penelitian 1111 adalah untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan tentang implementasi indikator-indikator pelayanan dasar dari SPM 
Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten I Kota oleh BPPTPM Kabupaten 
Lamandau dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 
implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Sumber informasi penelitian ditentukan dengan menggunakan metode 
]JUI]JOsive sampling, yaitu Kepala Badan, Kepala Bidang Penanaman Modal. Kepala 
Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis, Kasubid Pengembangan dan 
Promosi lnvestasi dan Pelaksana bidang penanaman modal. Pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara secara mendalam (in-depth intenJiew) tidak 
terstruktur dan studi literatur. laporan maupun surat keputusan. Analisa data 
menggunakan teknik Interactive Model AnaZvsis dari Miles and Huberman. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM Bidang Penanaman Modal di 
BPPTPM Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum terlaksana sesuai dengan 
target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Faktor-faktor 
pendukung dari keberhasilan implementasi SPM ini adalah faktor komunikasi yang 
meliputi ada kejelasan informasi. konsistensi dan koordinasi. faktor sumberdaya 
berupa informasi, faktor disposisi berupa sikap implementor yang tidak bertentangan 
dan ada transparansi. Faktor-faktor penghambat dari faktor komunikasi adalah 
transmisi kebijakan kepada kelompok sasaran masih kurang. faktor sumberdaya. 
kuantitas dan kualitas SDM yang masih rendah. wewenang dan finansial untuk 
pelaksanaan program I kegiatan masih kurang memadai, faktor disposisi berupa tidak 
ada insentif bagi pelaksana. dan dukungan pimpinan perlu ditingkatkan. dan faktor 
struktur birokrasi berupa ketidaktersediaan Standar Operasional Prosedur. 

Kata kunci: lmplementasi. Kebijakan, SPM Bidang Penanaman Modal 
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A. Latar Belakang Masalah 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Pada era otonomi daerah sebagian kewewenangan pemerintah pusat 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah juga mempunyai 

kewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha di daerah sebagai 

basis pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu daerah perlu melakukan 

pemberdayaan investasi di daerah yang harus dilakukan dengan cara yang 

sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. 

Peluang daerah untuk menarik investor untuk bersedia menanamkan 

modalnya di daerah sangat terbuka pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang 

m1, tidak hanya terhadap investor nasional tetapi juga terhadap investor 

international. Untuk dapat menjadi daerah tujuan investasi pertama kali adalah 

daerah harus menarik bagi investasi. 

Salah satu faktor yang membuat daerah menarik bagi investor adalah 

adanya iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dicirikan 

adanya aturan main yang yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan. 

Aturan main yang jelas dan transparan serta mencerminkan keadilan diperlukan 

untuk memberikan kepastian persyaratan, prosedur maupun biaya yang perlu 

disiapkan investor sebelum membuka usaha di daerah sehingga menghindari 

adanya KKN dalam pengurusan berbagai izin investasi maupun selama proses 

produksi berjalan (Ikhsan, M.,dkk., 2011 :8.85-8.86). 

Oleh karena itu, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik 

yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, 
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responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam 

arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri (Widodo, dalam Ma'ruf, 2010:21). 

Dalam rangka memangkas birokrasi untuk dapat meningkatkan iklim 

usaha dan menarik investor nasional dan asing maka Pemerintah Kabupaten 

Lamandau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 

tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Daerah, membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Lamandau yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati 

Lamandau Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau. 

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai institusi yang 

khusus bertugas memberikan pelayanan perizinan langsung kepada masyarakat, 

pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintahan di 

daerah, sehingga dapat memberikan hasil berupa peningkatan terhadap pelayanan 

umum khususnya dibidang perizinan. 

Untuk lebih memperluas wewenang Kantor Pelayanan Terpadu dalam 

melakukan pelayanan publik dan menarik investasi, maka ditingkatkan statusnya 

menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan 

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 2 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

Sebagai tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang 

diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan 

Perangkat Daerah Kabupaten!Kota Bidang penanaman Modal Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten!Kota. Kebijakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan iklim investasi yang 

kondusif. Standar pelayanan minimal bidang penanaman modal meliputi 

Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 

tahun 2014 yang terdiri dari : a. Kebijakan Penanaman Modal; b. Kerjasama 

Penanaman Modal; c. Pelayanan Penanaman Modal d. Promosi Penanaman 

Modal; e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; f. Pengelolaan Data dan 

Sistem Informasi Penanaman Modal; dan g. Penyebarluasan, Pendidikan dan 

Pelatihan Penanaman Modal. 

Pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan 

implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap 

yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan; Heineman et al., 

Ripley dan Franklin, Wibawa dkk., dalam Akib, 2010 : 1). Pandangan tersebut 

dikuatkan dengan pernyataan Edwards III (dalam Akib, 2010: 1) bahwa tanpa 

implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil 

dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah 
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dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. 

Data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman 

Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau sampai pada Tahun 2013, dari 7 indikator pelayanan dasar, yang 

mencapai target hanya 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi 

peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan indikator dari kebijakan 

penanaman modal dan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal 

Kabupaten indikator dari Promosi penanaman modal , untuk terselenggaranya 

bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia 

usaha indikator dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan 

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan lnvestasi Secara 

Elektronik (SPIPISE) indikator dari pengelolaan data dan sistem informasi 

penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 indikator pelayanan dasar, yaitu 

terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 

antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kebupaten dengan 

pengusaha tingkat Provinsi/nasional indikator dari kerjasama penanaman modal, 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal 

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal indikator dari pelayanan penanaman 

modal dan terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usaha indikator dari Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan 

Penanaman Modal belum terealisasi. 

Dari data tersebut dapat dilihat adanya kendala dalam pencapaian target 

SPM karena ada jenis pelayanan dasar yang tidak mencapai target yang telah 
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ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memang seringkali menghadapi 

berbagai masalah. Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu 

sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan 

publik, atau antara visi dengan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal­

hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak 

faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal 

yang dibutuhkan temyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik 

itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya 

tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastra, 2006: xiii). 

Menurut George C. Edward III ( dalam Akib dan Tarigan, 2008:3), ada 

empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, 

yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur 

organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi 

kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dengan menganalisa faktor­

faktor tersebut akan diketahui faktor penyebabnya dan diharapkan mendapatkan 

solusi dari permasalahan tersebut. 

Dengan memfokuskan pada indikator-indikator pelayanan dasar yaitu 

tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan; 

terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 

antara U saha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kebupaten dengan 

pengusaha tingkat Provinsi/nasional; terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal Kabupaten; terselenggaranya pelayanan perizinan dan 

nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman 

Modal; terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 5 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

kepada masyarakat dunia usaha; terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi 

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); dan terselenggaranya 

sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, maka 

penulis tertarik untuk meneliti Badan Pelayanan Perizinan T erpadu Dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Penanaman Modal. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat diindentifikasi permasalahan yang terjadi dalam 

penerapan indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman 

modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

Kabupaten Lamandau, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana indikator-indikator dari pelayanan dasar SPM bidang penanaman 

modal diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota oleh 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau. 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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C. Tujuan Penelitian 

Oleh karena masalah yang ingin diketahui adalah indikator-indikator dari 

pelayanan dasar SPM bidang penanaman modal diimplementasikan sesuai 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor l 4 Tahun 201 l 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 

Kabupaten/Kota oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Lamandau. dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota di Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, maka tujuan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang implementasi indikator­

indikator pelayanan dasar dari S PM bidang penanaman modal sesuai dengan 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi 

dan Kabupaten/Kota o1eh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

'"' Untuk menganalisis dan mendekripsikan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat implementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Provinsi dan Kahupaten/Kota di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kahupaten Lamandau. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 7 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian tentang implementasi SPM bidang penanaman modal 

ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain : 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

khususnya bidang administrasi dan kebijakan SPM Bidang Penanaman 

Modal, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pembahasan 

mengenai implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti­

peneliti selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Kabupaten Lamandau khususnya Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam 

mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal. 
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BABIV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Informan 

Pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang 

dan secara rinci, adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan 

Perizinan Lanjutan dan Strategis, Kasubid Pengembangan Dan Promosi Investasi 

dan 1 orang Pelaksana bidang penanaman modal. 

Karateristik setiap informan dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabe14.1 
Informan Berdasarkan Pangkat/Golongan 

Informan Pangkat/Golongan 

Kepala Badan Pembina IIVb 

Kepala Bidang Penanaman Modal Penata Tk. V Illd 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 
Penata Tk. V Illd 

Lanjutan Dan strategis 
Kepala Sub BidangPengembangan Dan 

Penata/lllc 
Promosi lnvestasi 

Pelaksana Bidang Penanaman Modal Penata Muda Tk. Vlllb 

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 

Dari data pada Tabel 4.1, diketahui informan penelitian memiliki jenjang 

kepangkatan dan golongan yang relatif berbe~ dimana pangkat tertinggi adalah 

Pembina dengan golongan IVb dan pangkat terendah adalah Penata Muda Tingkat 
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I dengan golongan Illb, hanya Kepala Bidang yang mempunyai pangkat dan 

golongan yang sama yaitu Penata Tingkat I dengan golongan IIId. 

Tabel4.2 

Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Informan Tingkat Pendidikan 

Kepala Badan Strata Satu (S 1) 

Kepala Bidang Penanaman Modal Strata Dua (S2) 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Strata Satu (S 1) 
Lanjutan Dan strategis 

Kepala Sub BidangPengembangan Dan Strata Satu (S 1) 
Promosi Investasi 

Pelaksana Bidang Penanaman Modal Strata Satu (S 1) 

Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 

Tabel 4.2 menunjukan tingkat pendidikan informan penelitian sebagai 

pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

Bidang Penanaman Modal rata-rata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu dan 1 

orang memiliki tingkat pendidikan Strata Dua. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau telah memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai. 

Informan penelitian berdasarkan masa kerja diketahui memiliki masa kerja 

paling lama 26 tahun 01 bulan dan paling rendah 8 tahun 1 bulan. Ini 

menunjukkan pelaksana kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

Kabupaten Lamandau rata-rata telah memiliki pengalaman kerja yang memadai. 
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Dengan demik.ian dapat dikatakan dengan pengalaman kerja ini tentu dapat 

mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal dengan baik. Masa Kerja informan penelitian ini dapat di lihat pada Tabel 

4.3 dibawah ini. 

Tabel4.3 

Informan Berdasarkan Masa Kerja 

Informan MasaKerja 

Kepala Badan 26,01 Tahun 

Kepala Bidang Penanaman Modal 11,04 Tahun 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 11,04 Tahun 
Lanjutan Dan strategis 

Kepala Sub BidangPengembangan Dan 08,06 Tahun 
Promosi Investasi 

Pelaksana Bidang Penanaman Modal 08,01 Tahun 

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 
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B. Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, informasi dan 

konfirmasi dari pelaksana standar pelayanan minimal Bidang Penanaman Modal 

mengenai penerapan standar pelayanan minimal Bidang Penanaman Modal pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau, maka diperoleh informasi sebagai berikut. 

1. Penyajian data 

a. Penerapan lndikator-Indikator SPM Bidang Penanaman Modal oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 

Seperti yang telah disampaikan pada latar belakang masalah penelitian ini 

diketahui dari 7 jenis pelayanan dasar SPM Bidang Penanaman Modal ada 2 jenis 

pelayanan dasar yang telah mencapai target, 3 jenis pelayanan dasar yang belum 

terlaksana dan 2 jenis pelayanan dasar yang pencapaiannya belum mencapai target 

yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini 

fokus penelitian penerapan SPM Bidang Penanaman Modal akan dilihat dari 

pencapaian target yang ditetapkan dari indikator-indikator pelayanan dasar dalam 

SPM Bidang Penanaman Modal dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasinya. 

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

merupakan indikator dari pelayanan dasar Kebijakan Penanaman Modal. Target 

kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun. 

Pada tahun 2013 indikator ini telah terealisasi 100%. 
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Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal diseminasi 

peluang informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan ini dilakukan dalam 

bentuk brosur, seperti yang di katakan oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan 

Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Sudah di/akukan lnformasi peluang usaha dengan membuat brosur. 
lnformasi peluang usaha ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana yang 
ada hanya cukup untuk mencetak brosur. Tahun yang lalu kami membuat brosur 
peluang investasi budidaya gaharu". 

Dari wawancara dengan Kepala Badan juga di peroleh informasi bahwa 

anggaran yang ada hanya dialokasikan untuk membuat brosur. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Kegiatan untuk informasi peluang usaha unggu/an sudah mencapai 
target. Untuk kegiatan pe/uang informasi investasi ini sementara hanya membuat 
brosur saja ". (Wawancara 5 Mei 2014). 

Pemyataan yang senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman 

Modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Untuk informasi pe/uang us aha unggulan sudah dilakukan dengan 
membuat brosur ". 

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April2014: 

"lnformasi pe/uang usaha unggu/an sudah di/akukan dengan membuat 
brosur mengenai budidaya gaharu ". 

Demikian pula dengan yang diutarakan oleh pelaksana bidang penanaman 

modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Menginformasikan pe/uang usaha sudah dibuat brosur budidaya 
gaharu". 
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Gambar4.1 

Brosur Informasi Peluang usaha sektorlbidang usaha unggulan 

Brosur ini berisikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi 

budidaya gaharu. Kabupaten Lamandau saat ini ditunjuk menjadi pusat 

pengembangan Gaharu di Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Gubemur 

Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/183/2012 tanggal2 Mei 2012. 

Dari hasil observasi informasi peluang usaha juga bisa dilakukan melalui 

Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal yang akan di 

luncurkan pada tahun 2014 ini. Tampilan Website Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau ini dapat dilihat pada 

Gambar4.2. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 67 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



----
....-..~~~uMtr .. ~ ......... ~UNit 
o-.r,..a_,.....,t_a-..._t 

i&...::a.lilibii ~WlM 14H H ,..._ ....._.. ... 
~L......_,..........,._ ..... 

,......._,..._..PQ!TuM '"-"li(Srtt ..._,............. . .___. .. ) ...,....., ... ......_....,. --t-.a~ ... ~~ .. ,......IUn 
~~ K~l~ 

~ ... ~~ftlll9·---~~ ..... 
Ku.,_...t~•-&t•IIIU . tttn ) -..:..~ 

~pua .. .,_._.at.,.,~ 

3t P"9~ Miubl .... dl 
~ .... ......,.~ 

~~~~~._.,. ...... CI ... a.-. 
tn i&CII~ 

Gambar4.2 

UNIVERSITAS TERBUKA 

··~.u~---.. ........... aa--..­---...,. 
· ·~-.,~·­---

. os ................ os 

Tampilan Website/ Portal Informasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 

Gambar4.3 

Komputer Server Sebagai Pendukung Untuk Website/ Portal Informasi 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Lamandau 
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2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional 

Indikator untuk pelayanan dasar Ketjasama Penanaman Modal adalah 

terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka ketjasama kemitraan 

antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan 

pengusaha tingkat Provinsilnasional minimal diselenggarakan 1 (satu) kaliltahun. 

Pada tahun 2013 indikator ini bel urn ada realisasinya. 

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal belum terselenggaranya 

indikator ini sebagai berikut: 

"Tidak direncanakan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DP A)". (W awancara 14 April 20 14). 

Menurut Kepala Badan belum terealisasinya indikator ini dalam 

wawancara 23 April2014: 

"Tidak dibuat perencanaan kegiatannya dalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DP A) ". 

Demikian pula yang di katakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April2014: 

"Tidak ada kegiatan tahun 2014 untuk memfasilitasi kerja sama 
kemitraan antara usaha milcro, kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten 
dengan pen gus aha tingkat provinsi dan nasiona/ ". 

Sedangkan menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Promosi dan 

investasi dalam wawancara 14 April 2014 bel urn terselenggaranya fasilitasi 

kegiatan ini karena: 

"Be/urn ada payung hukum untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan 
kerjasama penanaman modal". 
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3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

merupak:an indikator pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal. Target kegiatan 

ini dilak:ukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun. Pada tahun 2013 

indikator ini telah terealisasi 100%. 

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

Kabupaten Lamandau kegiatan promosi dilak:ukan dengan menyelenggarak:an 

pameran atau pun mengikuti pameran-pameran skala nasional. Seperti yang 

utarak:an oleh Kepala Badan: 

"Promosi penanaman modal juga sudah tercapai, untuk promosi peluang 
penanaman modal biasanya kami mengikuti pameran-pameran yang diadakan di 
provinsi maupun diluar provinsi " (wawancara 05 Mei 2014). 

Pemyataan yang senada dikatak:an oleh Kepala Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April2014: 

"Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran­
pameran ". 

Demikian juga yang dikatak:an oleh Kasubbid Pengembangan dan Promosi 

lnvestasi: 

"Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran­
pameran ". 

Sedangkan Pelak:sana Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 

April 2014, mengatak:an bahwa indikator terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal kabupaten sudah dilak:ukan dengan mengikuti pameran. 

Berikut petikan wawancaranya: 

"Mengikuti pameran untuk mempromosikan peluang penanaman modal 
di Kabupaten Lamandau ". 
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Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam 

wawancaran 21 April 2014 mengatakan, sebagai berikut: 

"Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran­
pameran ". 

Gambar4.4 

Mengikuti Pameran Dalam Rangka Promosi Peluang Investasi di 
Kabupaten Lamandau 

Dalam pameran ini yang disertakan adalah contoh dari hasil gaharu seperti 

minyak gaharu, daun gaharu untuk teh, gaharu dan hasil-hasil kerajinan dari 

rotan. Pada pemeran ini juga dilakukan penyebaran brosur informasi peluang 

usaha di Kabupaten Lamandau. 

4) Terselenggaranya pelayanan penzman dan nonpenzman bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal indikatornya adalah 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal 

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yaitu Pendaftaran Penanaman Modal 
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Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha 

Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha 

Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjak:an Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Target 

pencapaian sampai tahun 2014, telah diselenggarak:an 100% perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal yang wajib disediak:an. Pada tahun 2013 

perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal belum terealisasi. Belum tercapainya indikator 

ini menurut Kepala Bidang Penanaman Modal dan Kasubbid Pengembangan dan 

Promosi Investasi dalam wawancara 14 April 2014, berikut petikan 

wawancaranya : 

"Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan 
peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman 
modal dilakukan o/eh bagian Ekonomi Setda Kabuapten Lamandau. Segala 
sesuatunya harus berkoordinasi dengan bagian ekonomi Setda ". 

Menurut Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam 

wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Pelayanan perizinan investasi belum ada karena Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendapatkan pelimpahan 
wewenang untuk menge/uarkan izin (izin investasi) ". 

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis dalam 

wawancara 21 April 2014 bel urn tercapainya indikator terselenggaranya 

pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di 

bidang Penanaman Modal, sebagai berikut: 

"Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 
2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 ". 
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Pemyataan yang senada diutarakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman 

Modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Belum memiliki hak akses untuk pelayanan perizinan ". 

Sedangkan Kepala Badan menyatakan belum terealisasinya indikator 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal 

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal karena Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki memiliki 

kewenangan untuk mengeluarkan izin investasi. Berikut petikan wawancaranya: 

"Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Sekarang ini 
sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan 
tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ". (Wawancara 23 
April 2014). 

Sarana pelayanan perizinan dan non perizinan di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupten Lamandau dapat dilihat pada 

gambar-gambar dibawah ini. 

Gambar 4.5 

Ruang Tunggu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
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Gambar. 4.6 

Front Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Lamandau 

Gambar. 4.7 

Back Office Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Lamandau 
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Dari hasil observasi untuk Help Desk masih dilakukan langsung melalui 

loket-loket yang terdiri dari loket I yang melayani izin-izin dasar seperti 

Pendaftaran Perusahan, Izin Tempat Usaha, Izin Domisili, Izin Reklame, Izin 

Usaha Perdagangan dan Surat Pendaftaran Perusahaan, Loket II, melayani izin­

izin lanjutan dan Strategis seperti Izin Usaha Jasa Kontruksi, Izin Gangguan 

(HO), Izin Lokasi, dan lain-lain, Loket III, melayani perizinan investasi yang 

menjadi kewenangan daerah seperti Izin Lokasi, Izin Prinsip, Izin Mendirikan 

Bangunan, Loket IV, merupakan loket pembayaran retribusi, sedangkan Loket V 

digunakan sebagai loket pengaduan atas layanan seperti yang terlihat pada 

Gambar4.8. 

Gambar4.8 

Loket Pengaduan Atas Layanan 
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5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Untuk pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

indikatomya terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Pada tahun 2013 indikator 

ini bel urn terealisasi 100%. 

Tidak tercapainya indikator ini karena keterbatasan pelaksana dalam 

melaksanakannya (tidak memiliki mobil operasional) dan perusahaan-perusahaan 

tidak menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal secara rutin. Seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 14 April 

2014: 

"Mereka (perusahaan-perusahaan) tidak menyampaikan /aporan 
kegiatan penanaman modal (LP KM) secara rutin. Seharusnya Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal (LKP M) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKP M) 
juga disampaikan juga ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal Kabupaten Lamandau ". 

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014 bel urn tercapainya 

indikator ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak menyampaikan laporan 

secara rutin sedangkan untuk mendatangi perusahaan terkendala alat transportasi. 

Berikut petikan wawancaranya: 

"Perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga sulit 
untuk monitoringnnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut terkendala dengan 
a/at trasportasi yang tidak tersedia ". 

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan 

Investasi: 
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"Karena pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan 
laporanltidak rutin, untuk melakukan monitoring agak kesulitan, tidak ada a/at 
transportasi. Tidak memiliki kendaraan operasional dalam melaksanakan 
bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia 
usaha". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Menurut Pelaksana bidang Penanaman Modal sebagai berikut: 

"Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal". (Wawancara 14 April 
2014). 

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Pelayanan dasar Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

yang indikatornya terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Target yang ditetapkan tahun 2014 

Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah 

mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Pada tahun 2013 

indikator ini belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak tercapainya 

target ini dikarenakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki hak akses ke Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Seperti yang 

diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal : 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau belum memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang 
merupakan bagian dari SPM". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis: 
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"Belum memiliki hak akses ke SPIPISE yang servernya ada di Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)". (Wawancara 21 Apri/2014). 

Senada dengan pemyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut: 

"Belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Sekarang ini baru diajukan 
permintaan hak akses ". (Wawancara 14 April 2014). 

Demikian juga yang dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal: 

"Belum memiliki hak akses ke SPIPISE". (Wawancara 14 April 2014). 

Sedangkan menurut Kepala Badan belum terealisasinya indikator 1m 

karena Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 

samapi saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Sampai saat ini belum memiliki hak akses ke SPIPISE". (Wawancara 23 

April 2014). 

1 

Gambar4.9 

Peralatan Astinet Sebagai Sarana Pendukung SPIPISE 
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7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Untuk Pelayanan dasar penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan 

Penanaman Modal yang indikatomya terselenggaranya sosialisasi kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. Target yang ditetapkan sampai 

tahun 2014, pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Pada tahun 2013 indikator ini 

bel urn ada realisasinya. 

Tidak tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam wawancara 

23 April 2014 karena tidak direncanakan kegiatannya. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat ". 

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal: 

"Tidak dibuat kegiatan untuk soasialisasi kebijakan penanaman modal". 
(Wawancara 14 April 2014). 

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan 

Strategis: 

"Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan, tidak ada kegiatannya ". 
(Wawancara 21 April 2014). 

Dari penyajian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator pelayanan 

dasar sampai April 2014, ada 5 indikator pelayanan dasar dalam kondisi bel urn 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal yaitu 

adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten 

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, terselenggaranya pelayanan 
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perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang 

Penanaman Modal, terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman 

modal kepada masyarakat dunia usaha, terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan 

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 

dunia usaha. Dengan demikian 5 indikator tersebut belum mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar yaitu tersedianya informasi 

peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan, dan terselenggaranya promosi 

peluang penanaman modal Kabupaten sudah mencapai target yang ditetapkan 

dalam SPM Bidang Penanaman Modal sehingga mendukung implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal. 

b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan Indikator­
Indikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau 

Menurut George C. Edward Ill, ada empat faktor yang merupakan syarat 

utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, 

disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat 

faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. 

Dari penyajian data dari faktor-faktor pendukung dan penghambat 

berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor 

pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah: 

1) faktor komunikasi, dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal; 
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2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal adalah indikator informasi; 

3) faktor sikap/disposisi yang mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap 

kebijakan, Dukungan pimpinan dan Transparansi. 

Sedangkan faktor - faktor penghambat implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal adalah : 

1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasiltas dalam 

kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal, 

2) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi yang 

menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Karena fokus penelitian adalah indikator-indikator dari SPM Bidang 

Penanaman Modal maka yang akan diketahui adalah faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dari penerapan Indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal di 

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang 

telah diuraikan diatas. 

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal diseminasi 

peluang informasi usaha sektor/bidang usaha unggulan ini dilakukan dalam 

bentuk brosur. 

Dari basil observasi terhadap penerapan indikator tersedianya informasi 

usaha sektor/bidang usaha unggulan dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaan 

indikator ini tidak ada hambatan yang berarti karena telah mencapai target yang 

ditetapkan. 
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Menurut Kepala Badan yang dapat menjadi penghambat adalah 

ketidaktesediaan SOP dan insentif bagi pelaksana kebijakan. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. 
Sekarang masih dalam proses Insentifbelum ada". (Wawancara 23 April 2014). 

Pemyataan senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut: 

"SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di 
BP PTP M. Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan 
SP M Bidang Penanaman Modal di BP PTP M belum ada. Kedepannya akan 
diusahakan ada tambahan penghasilan ". 

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan lnvestasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai 

berikut: 

"SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk 
pengesahan SOP tersebut. Untuk insentif, selama ini kami belum mendapatkan 
insentif dalam pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal di BP PTP M". 

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati 
untuk disahkan. Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan ". 

Pelaksana Bidang penanaman Modal dalam wawancaranya pata tanggal 14 

April 2014, mengatakan sebagai berikut: 

"SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Tidak ada 
Insentif". 

Faktor-faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, faktor 

sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan faktor disposisi/sikap 
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seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal dalam wawancara 

14 April2014. Berikut petikan wawancaranya: 

SP M Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKP M baik 
tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum 
maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah 
konsisten. Koordinasi antar bidang dengan pelaksanaan SP M Bidang Penanaman 
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah 
saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan 
secara rutin. Untuk di Bidang Penanaman Modal seharusnya pelaksana 
mempunyai latar belakang pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi). 
Untuk menambah keah/ian pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh 
BKPM Di BPPTPM pelaksana yang Ielah mengikuti diklat sebanyak 2 orang. 
Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus 
dicapai dalam pelaksanaan tugas. Sarana dan prasarana cukup memadai 
walaupun belum bisa dikatakan /engkap. Saya mendukung sepenuhnya kebijakan 
SPM Bidang Penanaman Modal ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Dukungan 
pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam pelaksanan 
sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam pelaksanaan 
Programlkegiatan sudah dilakukan secara transparan. Setiap bulan sudah dibuat 
laporan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. 

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan Investasi dalam wawancara 14 April 2014, sebagai 

berikut: 

BKP M sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran 
SPM Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan umum. Semua 
pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun 
horisontal sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam 
mencapai tujuan maupun sasaran pe/aksanaan SP M Bidang Penanaman Modal. 
Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling 
mendukung dan berjalan dengan baik. Secara kua/itas dapat dikatakan sudah 
memadai, karena telah memiliki sertifikat yang diberikan oleh BKPM Telah 
menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Sarana dan 
prasarana untuk penunjang pelaksanaan SPM ini sudah mencukupi walau masih 
ada kekurangan seperti a/at transportasi (mobil operasiona/). Saya mendukung 
sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini karena 
merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pe/aksanaan 
programlkegiatan telah di/akukan secara transparan dengan cara diumumkan 
melalui website LKP P baik yang untuk pengadaan barang/jasa maupun yang 
di/akukan dengan swakelola. 
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Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Strategis dan Lanjutan dalam wawancara 21 April 2014. Berikut petikan 

wawancaranya: 

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik 
tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan 
operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten. Antara 
bidang sudah berkoordinasi dengan baik dan sudah dilakukan pertemuan baik 
secara formal maupun informal. Dalam pendelegasian pelaksanaan SP M Bidang 
Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
Modal telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 
Sarona dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua sudah 
cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, 
mengingat kondisi jalan yang kurang baik Saya mendukung sepenuhnya, karena 
SP M penanaman modal ini juga merupakan acuanlpanduan untuk bekerja. 
Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, waki/, maupun 
Sekda sudah mendukung. SP M ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur 
dalam kepemerintahan yang baik. Pelaksanaan program/ kegiatan SPM Bidang 
Penanaman Modal telah dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan 
dan kendala secara periodik belum dilakukan belum dilakukan , biasanya untuk 
khusus bidang penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global 
laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak 
langsung. 

Demikian juga yang dikatakan oleh pelaksana Bidang Penanaman modal 

dalam wawancara 14 April2014 sebagai berikut: 

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKP M Perka ini kemudian diturunkan lagi 
ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas. 
Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan 
yang lainnya. Sudah konsisten semua. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada 
pertemuan antara instansi. Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan. Saya 
mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah memahami, karena 
dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal tersebut. (Dukungan) Pasti 
ada karena kebijakan berasal dari at as. (Program /kegiatan) Sudah dilakukan 
secara transparan. 

Pemyataan-pemyataan diatas dibenarkan oleh Kepala Badan dalam 

wawancara 23 April 2014, yang menyatakan bahwa faktor komunikasi, 

sumberdaya selain indikator insentif bagi pelaksana dan disposisi sudah 

mendukung implementasi indikator ini. Berikut petikan wawancaranya: 
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Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah 
mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan 
yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten 
dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 
untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah 
cukup baik Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang 
di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. Sudah 
menetapkan dan memberikan tujuan I tugas yang jelas kepada bawahan. 
Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SP M ini sudah 
cukup memadai. Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SP M Bidang 
Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang 
kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur 
kinerja. Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 
Daerah. Bupati membuat surat supaya mempercepat pelaksanaan SPM Bidang 
Penanaman Modal. Programlkegiatan sudah dilakukan secara transparan. Dan 
laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah dilaksanakan. 

Dari pemyataan-pemyataan diatas, yang perlu ditingkatkan lagi adalah 

indikator fasilitas dari faktor sumberdaya dalam hal ini dananya perlu 

ditingkatkan karena hanya cukup untuk membuat brosur saja dan indikator 

insentif bagi pelaksana kebijakan dari faktor disposisi. Demikian juga dengan 

faktor struktur birokrasi merupakan penghambat karena tidak tersedianya SOP. 

Dengan demikian dapat dikatakan faktor komunikasi, sumberdaya dan disposisi 

secara umum dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini. 

2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsilnasional 

lndikator ini sampai dengan bulan April 2014 bel urn ada realisasinya. 

Sehingga tidak dalam kondisi yang mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal. 

Menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014, yang menjadi 

penghambat tidak terealisasinya indikator ini dikarenakan belum tersedia 

anggaran untuk melaksanakannya, berikut petikan wawancaranya: 

"Be fum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan ". 
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Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman 

Modal, 

"Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama 
penanaman modal". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Pendapat senada diutarakan oleh oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis, sebagai berikut: 

"Fasilitasi kegiatan kerjasama untuk kemitraan tidak ada 
anggarannya".(Wawancara 21 Apri/2013). 

Dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dan penyajian serta 

analisa data dari teori Edward III pada lampiran 5, faktor penghambat adalah 

indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, 

dan fasilitas dari faktor sumberdaya, indikator insentif bagi pelaksana, dan 

dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan SPM) dari faktor 

disposisi karena tidak tersedia anggaran sehingga tidak direncanakan kegiatan 

untuk melaksanakannya. Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP. 

Sedangkan indikator yang mendukung dari faktor komunikasi, Indikator 

kejelasan, konsistensi, sumberdaya, indikator informasi dan wewenang dan 

disposisi, indikator sikap implementor. 

3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal, 

sehingga sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Dari wawancara dengan Kepala Badan diperoleh informasi bahwa dalam 

pelaksanaan pameran untuk di luar Kabupaten dikoordinir oleh Dinas 

Perindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau. Berikut petikan wawancaranya: 
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"Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di koordinir 
oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah". (Wawancara 23 Apri/2014). 

Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan 

Investasi dalam wawancara 14 April 2014 indikator terselenggaranya promosi 

peluang penanaman modal Kabupaten tidak ada hambatan. Berikut petikan 

wawancaranya: 

"Promosi penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan 
dengan mengikuti pameran-pameran ". 

Dengan demikian indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan 

dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sehingga sudah mendukung implementasi 

SPM Bidang Penanaman Modal. Dimana promosi penanaman modal sudah 

dilakukan dengan mengikuti pameran. Berdasarkan pemyataan-pemyataan diatas 

dan dari penyajian serta analisa data teori dari Edward III pada lampiran 5, faktor 

komunikasi terutama dari indikator koordinasi dengan instansi lain telah berjalan 

baik. Demikian juga dengan faktor sumberdaya dari indikator informasi, 

wewenang, dan fasilitas dan faktor diposisi dari sikap implementor, dukungan 

pimpinan dan tranparansi. 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian. 

Indikator insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi dan indikator ketersediaan 

SOP dari faktor struktur birokrasi. 

4) Terselenggaranya pelayanan penzman dan nonpenzman bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Indikatomya terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonpenzman 

bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal target 

pencapaian sampai tahun 2014 adalah, telah diselenggarakan 100% perizinan dan 
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nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan. Sampai dengan bulan 

April 2014 perizinan dan nonperizinan penanaman modal di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada realisasinya, belum 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan 

demikian bel urn mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Yang menjadi hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan bidang penanaman modal adalah belum adanya kewenangan 

untuk mengeluarkan izin bidang penanaman modal seperti yang dikatakan oleh 

Kepala Badan dalam wawancaranya sebagai berikut : 

"Belum mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Sekarang ini 
sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan 
tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal". (Wawancara 23 
April 2014) ". 

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis dalam wawancara 21 April 2014, sebagai berikut: 

"Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 
2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 ". 

Senada dengan pendapat diatas diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman 

Modal bahwa hambatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan 

nonperizinan bidang penanaman modal karena pelimpahan wewenang baru 

dilimpahkan bulan Oktober 2013. Berikut petikan wawancaranya: 

"Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013, dengan 
peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013".(Wawancara 14 apri/2014). 

Menurut Kasubbid Pengembangan dan Promosi Investasi dalam 

wawancara 14 April2014 sebagai berikut: 

"Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal be/urn 
mendapatkan pe/impahan wewenang untuk menge/uarkan izin (izin investasi) ". 
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Dari pemyataan-pemyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data 

pada lampiran 5, faktor-faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan 

keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya yaitu belum dilimpahkannya 

wewenang untuk mengeluarkan izin investasi dan indikator insentif bagi 

pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi karena belum di buat 

peraturan untuk pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi. 

Dan faktor struktur birokrasi dimana belum adanya SOP. 

Faktor yang mendukung adalah faktor komunikasi, indikator informasi, 

dan fasilitas dari faktor sumberdaya dan indikator sikap implementor dan 

tranparansi dari faktor disposisi. 

5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman 

modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali per tahun. Sampai dengan 

bulan April 2014 indikator ini belum terealisasi 100%. belum mencapai target 

yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Dengan demikian belum 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. Penyebab belum 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modalnya 

indikator ini menurut Kepala Bidang Penanaman Modal perusahaan yang 

seharusnya dapat diberi bimbingan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik sehingga 

sulit untuk melakukan bimbingan. Berikut petikan wawancaranya: 

"Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, zm 
dikarenakan perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga Bulik 
sehingga sulit dilakukan". (Wawancara 14 April 2014). 
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Sedangkan menurut Kepala Sub. Bidang Pengembangan Promosi dan 

Investasi dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan untuk melakukan 

monitoring agak kesulitan karena perusahaan tidak responsif dalam 

menyampaikan laporan/tidak rutin dan untuk mendatangi agak kesulitan karena 

tidak memiliki alat tranportasi (mobil operasional) dan anggaran tidak cukup 

memadai untuk melakukan bimbingan secara maksimal. Berikut petikan 

wawancaranya, 

Tidak ada a/at transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena 
pihak perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin. 
Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, tidak memiliki 
anggaran yang cukuplmemadai dan tidak memiliki kendaraan operasional dalam 
melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha. Mobil operasional diperlukan untuk melakukan 
pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Lanjutan dan 

Strategis, sebagai berikut: 

"Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gar dan, 
mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan 
memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring 
kegiatan".(Wawancara 21 Apri/2014). 

Sedangkan menurut Kepala Badan yang menjadi hambatan adalah sebagai 

berikut: 

"Anggaran tidak mencukupi untuk melakukan bimbingan secara 
maksimal". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator fasilitas dari faktor 

sumberdaya, karena tidak tersedia anggaran yang cukup untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. indikator transmisi dari faktor komunikasi karena kurangnya 

bimbingan kepada masyarakat dunia usaha. Dan faktor struktur birokrasi. Faktor 

lain adalah Perusahaan-perusahaan perusahaan penanaman modal asing dan 
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penanaman modal dalam negeri tidak memiliki kantor di Nanga Bulik. Demikian 

juga dengan perusahaan-perusahaan penanaman modal asing dan penanaman 

modal dalam negeri tidak responsif dalam menyampaikan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) sehingga sulit untuk melakukan bimbingan. Hal ini 

juga menjadi penghambat dalam melakukan bimbingan dan pengendalian 

kegiatan penanaman modal. Dari penyajian dan analisa data pada lampiran 5, 

faktor pendukung indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi dari faktor 

komunikasi, indikator informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya dan 

indikator sikap implementor dan tranparansi dari faktor disposisi. 

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) juga belum mencapai target yang 

ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal untuk mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal . Target yang ditetapkan tahun 

2014 Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal telah 

mengimplementasikan SPIPISE 1 00% dalam menyelenggarakan perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. Sampai bulan 

April 2014 indikator ini belum mencapai target seperti yang ditetapkan dalam 

SPM Bidang Penanaman Modal, realisasi pencapaian hanya sebesar 50%. Tidak 

tercapainya target ini dikarenakan sarana pendukungnya baru terealisasi tahun 

2013. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Penanaman Modal : 

"Sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013, sehingga Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses 
ke SPIPISE yang servernya ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM)" (wawancara 14 April2014). 
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Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan dan Strategis, 

"Untuk SPIPISE peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga 
be/um memiliki hak akses ke SP IP ISE yang servernya ada di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) ". (Wawancara 21 Apri/2014). 

Senada dengan pernyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut; 

"Sarana pendukungnya baru direalisasikan 2013. Sekarang ini baru 
diajukan permintaan hak akses" (wawancara 14 April 2014). 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dan dari penyajian serta analisa data 

pada lampiran 5, diketahui yang menjadi penghambat dari indikator ini adalah 

indikator insentif bagi pelaksana dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi. 

Faktor struktur birokrasi. Indikator wewenang, dari faktor disposisi karena sarana 

pendukung untuk mendapatkan hak akses ke SPIPISE baru terealisasi tahun 2013 

(bulan Juli 2013 baru terpasang akses astinet). Dalam faktor sumberdaya termasuk 

dalam indikator fasilitas dari teori Edward III. 

Faktor pendukung dari faktor komunikasi, faktor sumberdaya dari 

indikator keahlian staf dan informasi dan faktor disposisi dari indikator sikap 

implementor dan tranparansi. 

7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM 

Bidang Penanaman Modal. Sehingga belum mendukung implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal. Target yang ditetapkan sampai tahun 2014, 

pelaksanaan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-
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kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Sampai bulan April 2014 indikator ini 

belum ada realisasinya. 

Hambatan untuk tercapainya indikator ini menurut Kepala Badan dalam 

wawancara 23 April 2014 karena bel urn tersedia anggaran untuk 

melaksanakannya. Berikut petikan wawancaranya, 

"Belum tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 
kebijakan penanaman modal kepada masyarakat ". 

Pendapat yang senada diutarakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal, 

"Belum tersedia anggaran untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman 
modal kepada masyarakat dunia us aha". (W awancara 14 April 20 14). 

Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman 

Modal sebagai berikut: 

"Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan 
penanaman modal kepada masyarakat". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan 

Promosi dan Investasi: 

"Untuk mensosialisaikan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 
dunia usaha, tidak memiliki anggaran". (Wawancara 14 Apri/2014). 

Sedangkan menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan 

Strategis: 

"Kegiatan sosialisasi juga tidak dilakukan karena tidak dianggarkan, 
tidak ada kegiatannya ". (W awancara 21 April 20 13). 

Dari hasil wawancara dan dari penyajian serta analisa data pada lampiran 

5, dapat diketahui faktor yang menjadi penghambat adalah faktor sumberdaya 

indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas dimana dalam indikator fasilitas 

yaitu dana yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus 

mencukupi. dan indikator dukungan pimpinan (tidak menyediakan dana untuk 
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pelaksanaan SPM dan insentif bagi pelaksanan dari faktor disposisi karena tidak 

tersedia anggaran sehingga tidak direncanakan kegiatan untuk melaksanakannya, 

faktor struktur birokrasi dan faktor komunikasi dari indikator transmisi karena 

informasi tidak ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha. 

Faktor pendukung dari faktor komunikasi dari indikator kejelasan 

informasi, kosistensi dan koordinasi. Dari faktor sumberdaya adalah indikator 

informasi dan wewenang. Untuk faktor disposisi dari sikap implementor terhadap 

kebijakan. 

Selain faktor-faktor diatas ada diperoleh informasi bahwa untuk 

mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah 

perlunya dukungan yang lebih terhadap finansial dari instansi vertikal seperti yang 

diutarakan oleh Kepala Badan sebagai berikut: 

"Untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas 
perlu dukungan dana dari pusat misalnya Kementrian Dalam Negeri atau Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ". (Wawancara 5 Mei 2014). 

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis 

perlunya dukungan yang lebih besar dari Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dalam meningkatkan kualitas sumberdaya, berikut petikan 

wawancaranya: 

"Perlu dukungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKP M) 
dalam meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SP M Bidang Penanaman 
Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebankan kepada Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKP M), jadi Pemerintah Daerah hanya 
mengirimkan personil saja". 

Sedangkan untuk faktor penghambat adalah isi kebijakan SPM bidang 

penananam modal itu sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan: 
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"Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih 
mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani 
daerah". (Wawancara 5 Mei 2014). 

Pendapat yang senada dikatakan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan 

Perizinan Lanjutan dan Strategis sebagai berikut: 

"Menurut saya perlu penyederhanaan indikator-indikator dari SPM 
Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah direalisasikan, lebih mudah 
dalam pencapaian target-target yang ditetapkan ". (Wawancara 21 April 2014). 

Menurut Kepala Bidang Penanaman Modal keberadaan kantor-kantor 

perusahaan dan kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan 

penanaman modal menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan 

penanaman modal dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Perusahaan-perusahaan tidak memiliki /cantor di Nanga Bulik sehingga 
sulit dilakukan. Mereka juga tidak menyampaikan laporan secara rutin. Kalaupun 
menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja" 

Pendapat yang senada dikatakan juga oleh Kasubbid Pengembangan dan 

Promosi Investasi sebagai berikut: 

"Untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak perusahaan 
tidak responsif dalam menyampaikan laporanltidak rutin". ( W awancara 14 April 
2014). 

2. Analisa Data 

Setelah data dari hasil penelitian implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal disajikan. Penulis melakukan analisa data yang meliputi implementasi 

kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat proses implmentasi, maka 

didapatkan hasil analisa sebagai berikut: 
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a. Penerapan Indikator-lndikator SPM Bidang Penanaman Modal oleh 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 

Dari hasil penyaJian data pencapaian target SPM untuk 7 indikator 

pelayanan dasar sampai dengan bulan April 2014, ada 5 indikator pelayanan dasar 

dalam kondisi belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal. Sedangkan 2 indikator pelayanan dasar dalam kondisi yang 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai 

target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal.. 

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Sektor/bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki 

keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya. Kegiatan 

dilakukan pertama-tama merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi 

peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. Melakukan survei tentang informasi 

peluang usaha sektor unggulan. Kemudian dilakukan dokumentasi potensi dan 

informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media 

cetak dan elektronik dan secara berkala dimutakhirkan. Diseminasi informasi 

peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain 

buku dan brosur, dan/atau media elektronik antara lain CD atau website. 

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman 

Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan, 

sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 

Telah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan. lnformasi peluang 

investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan dilakukan melalui 

website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Untuk 

bidang usaha unggulan (gaharu) sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan 
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Gubemur Kalimantan Tengah dengan Nomor 188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 

2012. 

Tabel4.4 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Tersedianya Informasi Peluang 
Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan 

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

T ersedianya Informasi Telah mendukung Telah dibuat brosur informasi 
Peluang Usaha Sektor/ implementasi SPM Bidang peluang investasi budidaya 
Bidang Usaha Unggulan Penanaman Modal karen a gaharu 

sudah mencapai target yang 
tetapkan yaitu 
menginformasikan lbidang 
usaha per tahun 

2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsilnasional 

Kerjasama Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah Kabupaten Bidang 

Penanaman Modal adalah fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten dalam rangka 

kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten dengan pengusaha 

Tingkat Provinsi/Nasional. Langkah kegiatan ini dilakukan dengan mendata 

jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang potensial untuk 

dimitrakan, kemudian mencari pengusaha tingkat Provinsi/Nasional yang 

berminat melakukan kemitraan, setelah itu diadakan kegiatan untuk memfasilitasi 

kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha. 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal 

yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 

kemitraan antara U saha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten 

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang 
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ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April 

2014, indikator ini bel urn terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak direncanakan 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan untuk memfasilitasi 

ketjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 

Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional. 

Tabel4.5 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator T erselenggaranya F asilitasi 
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Kerjasama Kemitraan Antara Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten dengan 
Pengusaha Tingkat Provinsi I Nasional 

Indikator 

Terselenggaranya fasilitasi 
pemerintah daerah dalam 
rangka kerjasama 
kemitraan an tara U saha 
Mikro, Kecil, Menengah 
dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan 
pengusaha tingkat 
Provinsilnasional 

Hasil Analisis 

Belum mendukung 
implementasi SPM Bidang 
Penanaman Modal Karena 
tidak tidak ada kegiatan 
untuk fasilitasi pemerintah 
daerah dalam rangka 
kerjasama kemitraan antara 
Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah dan Koperasi 
tingkat Kabupaten dengan 
pengusaha tingkat 
Provinsilnasional 

Faktor Penyebab 

Kegiatan fasilitasi pemerintah 
daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dan Koperasi 
tingkat Kabupaten dengan 
pengusaha tingkat Provinsilnasional 
tidak direncanakan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
SKPD 

3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra 

Kabupaten secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif 

dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di 

Kabupaten tersebut. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data 

informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten. Lalu 

melakukan kegiatan promosi penanaman modal. Selanjutnya menindaklanjuti 

hasil kegiatan promosi penanaman modal yang telah dilakukan. 
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Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi 

peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan 

dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai 

dengan target yang ditetapkan yaitu I kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013 

dilakukan sebanyak 3 kali. 

Tabel4.6 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang 
Penanaman Modal Kabupaten 

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Terselenggaranya Telah mendukung implemen- Sudah dilakukan pameran untuk 
promosi peluang tasi SPM Bidang Penanaman promosi peluang penanaman modal 
penanaman modal Modal karena telah melakukan di Kabupaten. Pada tahun 2013 
Kabupaten promosi peluang penanaman pemeran dikuti sebanyak 3 kali 

modal 

4) Terselenggaranya pelayanan periZman dan nonperizinan bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Kegiatan dilakukan dengan menginventarisasi informasi tentang prosedur 

dan tata pelayanan perizinan dan non perizinan. Identifikasi informasi tentang 

prosedur dan tata pelayanan perizinan dan non perizinan. Menyiapkan 

sumberdaya manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai Front 

Office, Back Office dan Help Desk. Selanjutnya mengimplementasikan SPIPISE 

dan disiminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik dan terakhir selalu 

mumutakhirkan secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan 

perizinan dan nonperizinan. 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal, 

yaitu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman 

modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran 
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Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, 

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin 

Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempeketjakan Tenaga Ketja Asing 

(IMTA) yang beketja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, 

belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 

Yang seharusnya telah melaksanakan perizinan dan nonperizinan penanaman 

modal yang wajib disediakan sampai dengan bulan April 2014, belum ada 

perizinan investasi yang dikeluarkan yang disebabkan pelimpahan wewenang 

untuk mengeluarkan perizinan investasi barn disahkan pada bulan Oktober 2013. 

Tabel4.7 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan Bidang Penanaman Modal melalui PTSP di Bidang 
Penanaman Modal 

lndikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Terselenggaranya Bel urn mendukung Belum memiliki wewenang 
pelayanan perizinan dan implementasi SPM Bidang melayani dan mengeluarkan .. 

bidang Penanaman Modal karen a perizinan dan perizinan nonpenzman non 
penanaman modal melalui bel urn melayani I penanaman modal. Pelimpahan 
PTSP di bidang mengeluarkan perizinan wewenang baru disahkan pad a 
Penanaman Modal maupun nonperizinan bulan oktober 20 l3 

penanaman modal 

5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Perangkat Daerah 

Kabupaten Bidang Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan, 

pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, 

kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Sedangkan bimbingan 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal adalah fasilitasi yang dilakukan kepada 
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penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya diwilayah 

Kabupaten, yang kegiatannya bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan 

administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, 

bimbingan pemenuhan kewajiban penanam modal, bimbingan pengisian Laporan 

Kegiatan Penanaman modal (LKPM). Langkah kegiatan pertama-tama 

menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 

Mengkompilasi data Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman 

Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha perusahaan penanaman 

modal. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman 

modal. Kemudian melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan 

pelaksanaan penanaman modal. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar 

memenuhi peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan 

nonperizinan, dan melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang 

ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target ini 

disebabkan perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LPKM) tidak rutin. Untuk mendatangi semua perusahan 

pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki 

mobil operasional Dengan demikian agak sulit untuk melakukan pembinaan 

seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 
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Tabel4.8 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Bimbingan 
Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha 

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Terselenggaranya bimbingan Bel urn mendukung Perusahaan-perusahaan tidak 
pelaksanaan kegiatan implementasi SPM Bidang rutin dalam menyampaikan 
penanaman modal kepada Penanaman Modal Karena Laporan Kegiatan Penanaman 
masyarakat dunia usaha bimbingan pelaksanaan Modal (LPKM) Untuk 

kegiatan penanaman modal mendatangi semua perusahan 
kepada masyarakat dunia pihak Badan Pelayanan Perizinan 
us aha belum mencakup Terpadu Dan Penanaman Modal 
seluruh perusahaan penanam tidak memiliki mobil operasional 
modal 

6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Pengelolaaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalh 

penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan lnvestasi secara Elektronik 

(SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

Jumlah dan jenis pelayanan SPIPISE yang telah dibangun dan siap 

diimplementasikan mencakup : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, 

Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal 

Dalam Negeri. Langkah kegiatan dilakukan dengan ditetapkannya lembaga yang 

menyelenggarakan PTSP Bidang Penanaman Modal dan memberikan pelimpahan 

kewewenangan perizinan dan nonperizinan. Menyiapkan kantor, SDM, perangkat 

keras dan perangkat lunak. Menyiapkan infrastruktur perangkat daerah Kabupaten 

Bidang Penanaman Modal. Selanjutnya mengikuti pelatihan dasar PTSP dan 

SPIPISE. Setelah itu mengajukan permohonan hak akses kepada Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk operasionalisasi SPIPISE. 
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Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena 

tidak memiliki hak akses ke SPIPISE sehingga menyebabkan belum 

operasionalnya SPIPISE. 

Tabel4.9 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terimplementasinya Sistem 
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

lndikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Terimplementasinya Sistem Bel urn mendukung Badan Pelayanan Perizinan 
Pelayanan Informasi dan implementasi SPM Bidang Terpadu Dan Penanaman Modal 
Perizinan Investasi Secara Penanaman Modal karen a belum memiliki hak akses ke 
Elektronik (SPIPISE) bel urn operasionalnya Sistem Pelayanan Informasi dan 

SPIPISE Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE) 

7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah 

melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman 

modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup : Kebijakan penanaman 

modal dan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal 

Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Masterlist 

Barang Modal dan bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online 

melalui SPIPISE. Langkah kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan manual 

sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal. Menyiapkan materi, 
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memetapkan jadwal, menyiapkan undangan untuk selanjutnya menyelenggarakan 

sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal. 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan 

dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target 

yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum 

terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 

dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak direncanakannya kegiatan sosialisasi 

kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha ini dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

Tabel4.10 

Hasil Analisis Proses Implementasi Indikator Terselenggaranya Sosialisasi 
Kebijakan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha 

Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Terselenggaranya sosialisasi Belum mendukung Kegiatan sosialisasi kebijakan 
kebijakan penanaman modal implementasi SPM Bidang penanaman modal kepada 
kepada masyarakat dunia Penanaman Modal karen a masyarakat dunia us aha tidak 
us aha belum terealisasinya direncanakan dalam Dokumen 

kegiatan sosialisasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
kebijakan penanaman modal SKPD 
kepada masyarakat dunia 
us aha 

b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat penerapan lndikator­
lndikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau 

Dari analisa data dari faktor-faktor pendukung dan penghambat 

berdasarkan teori Edward III (Lihat Lampiran 5), diketahui bahwa faktor-faktor 

pendukung dalam implementasi SPM Bidang Penanaman Modal untuk faktor 

komunikasi semua indikator dalam kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan 
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telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM 

bidang penanaman modal dan tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui 

Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota dan perintah pelaksanaan yang 

diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. Selain itu sudah dilakukan koordinasi 

formal (rapat koordinasi, pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan. 

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal 

m1 dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan 

Kabupaten!Kota dan peraturan lain yang mendukung. 

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan 

programlkegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan 

dengan cara mengumurnkan program kegiatan melalui web site LKPP dan 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus belum 

ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai. 

Sedangkan dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya 

dalam kondisi tidak baik sehingga menghambat implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman Modal 

sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, 

wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun 

2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang 

Penanaman Modal tidak cukup memadai dan tidak memilki kendaraan 

operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan. 
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Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan 

pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang 

Penanaman Modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya 

regulasi peraturan selain itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang 

Penanaman Modal juga tidak ada. 

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan 

peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013. 

Selanjutnya akan dianalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat 

implementasi berdasarkan indikator-indikator dari SPM. Bidang Penanaman 

Modal. 

1) Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Dari analisa data dari indikator pelayanan dasar Kebijakan Penanaman 

Modal yaitu tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan, 

pada tahun 2013 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal. Karena telah terlaksana sesuai target yang ditentukan. 

Informasi peluang investasi telah diinformasikan melalui brosur dan juga akan 

dilakukan melalui website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal. Sudah juga dibuat peraturan untuk membuat iklim yang kondusif bagi 

insvestor karena Kabupaten Lamandau telah ditetapkan sebagai pusat 

pengembangan gaharu melalui surat Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah. 

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa faktor komunikasi, 

sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi 

indikator ini. 
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Tabel4.11 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi 
Indikator Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha 
Unggulan 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Faktor Komunikasi 
I Transmisi Implementor telah mema-hami Telah membuat brosur informasi 

dan mengetahui apa saja yang peluang investasi budidaya gaharu 
harus dilakukan sehubungan Di Kabupaten Lamandau 
dengan pelak-sanaan Indikator 
Tersedia-nya Informasi 
Peluang Usaha Sektor/ Bidang 
Usaha Unggulan 

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan Pelaksana telah menge-tahui tujuan 
kejelasan tujuan dan sasaran dan sasaran dari Perka BKMP No 
Indikator Tersedianya 14 Tahun 2011 tentang Standar 

Informasi Peluang Usaha Pelayanan Mini-mal Bidang 

Sektor/ Bidang Usaha 
Penanaman Modal Propinsi dan 

Unggulan 
Kabupaten/Kota 

3 Konsistensi Semua yang berkepen-tingan Perintah pelaksanaan yang diterima 
dalam melaksanakan Indikator sudah jelas dan tidak bertentangan 
tersedianya Informasi 
Peluang Usaha Sektor/ Bidang 
Usaha Unggulan sudah 
konsisten dalam melaksanakan 
perintah baik tujuan maupun 
sasaran 

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi Sudah dilakukan koordinasi dengan 
terkait sudah baik Dinas Kehuatan dan Perkebunan 

Kab. Lamandau (Dishutbun Kab. 
Lamandau yang menjadi 
koordinator pengembangan gaharu) 
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No Indikator Hasil Analisis 
Faktor Penyebab 

II Faktor sumberdaya 
1 Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit, ada jabatan 

keahlian ditingkatkan sedangkan secara kasubbid yang masih belum 
kualitas sudah cukup memadai terisi. Untuk meningkatkan 
kompetensi pelaksananya keahlian staf sudah mengikuti 

dik1at penanaman modal 

2 Informasi Informasi sudah dilakukan Telah menginformasikan Peluang 
sehingga pelaksana mengetahui Usaha Sektorl Bidang Usaha 
apa yang harus dilakukan dan Unggulan di Kabupaten 
pelaksanaan berdasarkan Lamandau 
peraturan-peraturan. 

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk Kegiatan ada dalam DPA TA. 
pelaksanaan kegiatan 2013 dan Sudah diatur dengan 

Peraturan Bupati tentang tupoksi 
dan uraian tugas BPPTPM 
(Perbub No 39 Tahun 2013) 

4 Fasilitas Anggaran/dana untuk kegiatan Dana hanya cukup untuk 
masih harus ditingkatkan membuat brosur saja (untuk 

bentuk buku dan CD belum ada) 

III Faktor Disposisi/Sikap 
I Sikap Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 

implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
terhadap dengan pembuat kebijakan 
kebijakan 

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung Dapat menarik I dijadikan acuan 
pimpinan pelaksanaan kegiatan oleh investor dalam 

pengembangan potensi mempertimbangan potensi 
unggulan daerah investasi yang ditawarkan 

3 Insentifbagi Tidak ada insentif khusus bagi Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana pelaksana memadai 

4 Transparansi Kegiatan sudah dilakukan Program/ kegiatan diumurnkan di 
secara transparan dan web site LKPP dan 
dipertanggungajawabkan sesuai dipertanggung-jawabkan sesuai 
dengan peraturan dengan peraturan 

IV Faktor Faktor Birokrasi 
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 

Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 fragmentasi Pembagian tugas I uraian tugas Peraturan tugas pokok, fungsi 
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 108 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

2) Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Ketjasama Penanaman Modal 

yaitu terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka ketjasama 

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten 

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, belum mencapai target yang 

ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Sampai dengan bulan April 

2014 indikator ini belum terealisasi. 

Yang menjadi hambatan adalah tidak direncanakannya kegiatan ini dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak 

memadai untuk mengalokasikan dana guna melaksanakan kegiatan memfasilitasi 

ketjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 

Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional dan dapat dicermati juga 

bahwa dukungan pimpinan tidak maksimal dalam arti tidak memberikan 

dukungan dana yang cukup. Dengan demikian hambatannya ada pada indikator 

transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, fasilitas dari 

faktor sumberdaya. Indikator dukungan pimpinan dan insentif pelaksana dari 

faktor disposisi. Dari faktor birokrasi karena tidak tersedianya SOP dan 

lambannya pengesahan Perbub. Tupoksi dan uraian tugas. Sedangkan pelaksana 

sebenarnya siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Faktor pendukung adalah 

indikator kejelasan, dan konsistensi dari faktor komunikasi. Indikator wewenang 

dan informasi dari faktor sumberdaya. 
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Tabel4.12 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi 
lndikator Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
Ketjasama Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Koperasi Tingkat Kabupaten dengan Pengusaha Tingkat Provinsi/ Nasional 

No Indikator 

Transmisi 

2 Kejelasan 

3 Konsistensi 

4 Koordinasi 

Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Faktor Komunikasi 
Implementor telah memahami Peraturan kebijakan telah 
dan mengetahui apa saja yang diteruskan dari deputi Bidang 
harus dilakukan sehubungan Penanaman Modal kepada 
dengan pelaksanaan Indikator pelaksana SPM bidang penanaman 
terselenggaranya fasilitasi modal. Belum dilaku-kan fasilitasi 
Pemerintah Daerah Dalam ke kelompok sasaran karena 
Rangka Kerjasama Kemitraan kegiatan untuk melakukannya tidak 
Antara Usaha Mikro, Kecil, ada dalam Dokumen Pelaksanaan 
Menengah dan Koperasi Anggaran (DPA). Pagu anggaran 
Tingkat Kabupaten dengan SKPD tidak cukup untuk 
Pengusaha Tingkat Provinsif dialokasikan pada kegiatan 
Nasional tetapi belum indikator ini 
ditransmisikan ke kelompok 
sasaran 

Pelaksana telah mendapatkan Pelaksana telah mengetahui tujuan 
kejelasan tujuan dan sasaran dan sasaran dari Perka BKMP No 
Indikator Terselenggaranya 14 Tahun 2011 tentang Standar 
fasilitasi Pemerintah Daerah Pelayanan Minimal Bidang 
Dalam Rangka Kerjasama Penanaman Modal Propinsi dan 
Kemitraan An tara U saha Kabupaten!Kota 
Mikro, Kecil, Menengah 
dan Koperasi Tingkat 
Kabupaten dengan 
Pengusaha Tingkat Provinsi/ 
Nasional 

Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang diterima 
dalam melaksanakan SPM sudah jelas dan tidak bertentangan 
Bidang Penanaman Modal 
sudah konsisten dalam 
melaksanakan perintah baik 
tujuan maupun sasaran 
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No Indikator Hasil Analisis 
Faktor Penyebab 

II Faktor sumberdaya 
1 Jum1ah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit, ada jabatan 

keahlian ditingkatkan sedangkan secara kasubbid yang masih bel urn 
kualitas sudah cukup memadai terisi. Untuk meningkatkan 
kompetensi pelaksananya keahlian staf sudah mengikuti 

diklat penanaman modal 

2 lnformasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 
sehingga pelaksana mengetahui BKMP No 14 Tahun 2011 
apa yang harus dilakukan dan ten tang Stan dar Pelayanan 
pelaksanaan berdasarkan Minimal Bidang Penanaman 
peraturan-peraturan. Modal Propinsi dan 

Kabupaten!K.ota dan peraturan 
lain yang mendukung 

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk Kegiatan tidak ada dalam DPA. 
pelaksanaan kegiatan TA. 2013 dan Sudah diatur 

dengan Peraturan Bupati tentang 
tupoksi dan uraian tug as 
BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 
2013) 

4 Fasilitas Anggaran/ dana untuk kegiatan Anggaran SKPD tidak memadai 
ini tidak ada sehingga tidak untuk mengalo-kasikan dana 
dilakukan kegiatannya pada kegiatan indikator ini 

III Faktor Disposisi/Sikap 
1 Sikap Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 

implementor mendukung kebijakan pandangan yang berten-tangan 
terhadap dengan pembuat kebijakan 
kebijakan 

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung Karena SPM dipakai untuk 
pimpinan pelaksanaan tetapi tidak disertai mengukur kinerja. Anggaran 

dukungan anggaran BPPTPM tidak cukup memadai 
untuk pelaksanaan kegiatan 
indikator ini 

3 lnsentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana pelaksana memadai untuk memberikan 

insentif 

4 Transparansi 

IV Faktor Faktor Birokrasi 

1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 
Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 Fragmentasi Pembagian tugas I uraian tugas Peraturan tugas pokok, fungsi 
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 
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3) Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar yaitu terselenggaranya promosi 

peluang penanaman modal Kabupaten, sudah mencapai target yang ditetapkan 

dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Pada tahun 2013 sudah terealisasi sesuai 

dengan target yang ditetapkan yaitu 1 kali per tahun. Kegiatan ini pada tahun 2013 

dilakukan sebanyak 3 kali. Yang perlu ditingkatkan selain melakukan pameran 

juga adanya kegiatan seperti investment forum, market sounding dan seminar 

investasi. Untuk itu diperlukan dana dan SDM yang handal. 

Dari hasil analisa data dapat dicermati bahwa faktor komunikasi, 

sumberdaya maupun disposisi dalam kondisi baik untuk mendukung implementasi 

indikator ini. Yang masih harus ditingkatkan adalah indikator fasilitas, dan jumlah 

staf dan keahlian dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi yang harus 

diperhatikan adalah indikator insetif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi agar 

dipercepat regulasinya. 
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Tabel4.13 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Pengharnbat Proses lmplementasi 
Indikator Terselenggaranya Promosi Peluang Penanarnan Modal Kabupaten 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Faktor Komunikasi 
1 Transmisi Implementor telah memahami Telah mengikuti pameran untuk 

dan mengetahui apa saja yang mempromosikan peluang 
harus dilakukan sehubungan penanaman modal 
dengan pelaksanaan indikator 
terselenggaranya promosi 
peluang penanaman modal 
Kabupaten 

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan Pelaksana telah mengetahui 
kejelasan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran dari Perka 
indikator terselenggaranya BKMP No 14 Tahun 2011 
promosi peluang penanaman ten tang Stan dar Pelayanan 
modal Kabupaten Minimal Bidang Penanaman 

Modal Propinsi dan 
Kabupaten/Kota 

3 Konsistensi Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang 
dalam melaksanakan indikator diterima sudah jelas dan tidak 
terselenggaranya promosi bertentangan 
peluang penanaman modal 
Kabupaten sudah konsisten 
dalam melaksanakan perintah 
baik tujuan maupun sasaran 

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi Sudah dilakukan koordina si 
terkait sudah baik dengan Disperindagkop dan 

UMKM Kab. Lamandau 
(Koordinator pameran-pameran 
yang diikuti oleh Kab. 
Lamandau) 
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No 
Indikator I Hasil Analisis Faktor Penyebab 

II Faktorsurnberdaya 
1 Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit. Untuk 

keahlian ditingkatkan sedangkan secara meningkatkan keahlian staf sudah 
kualitas sudah cukup memadai mengikuti diklat penanaman 
kompetensi pelaksananya modal 

2 Informasi lnformasi sudah dilakukan Telah mempromosikan peluang 
sehingga pelaksana mengetahui penanaman modal di Kabupaten 
apa yang harus dilakukan dan Lamandau melalui pameran 
pelaksanaan berdasarkan 
peraturan-peraturan. 

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk Kegiatan ada dalam DPA TA. 
pelaksanaan kegiatan 2013 dan Sudah diatur dengan 

Peraturan Bupati tentang tupoksi 
dan uraian tugas BPPTPM 
(Perbub No 39 Tahun 2013) 

4 Fasilitas Anggaran/dana untuk kegiatan Dana hanya untuk mengikuti 
masih harus ditingkatkan pameran sehingga kegiatan 

seperti investment forum, 
market sounding dan seminar 
investasi belum dapat dilakukan 

III Faktor Disposisi/Sikap 
1 Sikap Semua pe1aksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 

implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
terhadap dengan pembuat kebijakan 
kebijakan 

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung Dapat menarik minat investor 
pimpinan pelaksanaan kegiatan promosi untuk menanam-kan modalnya di 

peluang penanaman modal Kabupaten Lamandau 
Kabupaten 

3 Insentifbagi Tidak ada insentif khusus bagi Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana pelaksana memadai 

4 Transparansi Kegiatan sudah dilakukan Program/ kegiatan diumurnkan di 
secara transparan dan web site LKPP dan 
dipertanggungajawabkan sesuai dipertanggung-jawabkan sesuai 
dengan peraturan dengan peraturan 

IV Faktor Faktor Birokrasi 
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 

Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 fragmentasi Pembagian tugas I uraian tug as Peraturan tugas pokok, fungsi 
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 
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4) Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonpenzman bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal, 

yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman 

modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal yang terdiri dari Pendaftaran 

Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, 

Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin 

Usaha Perdagangan, Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA) yang bekerja di Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten, 

belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 

Belum tercapainya target yang ditetapkan yang seharusnya telah melaksanakan 

perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan karena 

sampai tahun 2013 bel urn ada perizinan investasi yang dikeluarkan yang 

disebabkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan investasi baru 

disahkan pada bulan Oktober 2013. 

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan 

keahlian, wewenang dari faktor sumberdaya dan indikator dukungan pimpinan 

dan insentif bagi pelaksana kebijakan, dari faktor Disposisi karena lambannya 

peraturan pelimpahan wewenang disahkan. Dan dari faktor struktur birokrasi. 

Dari observasi faktor yang menjadi pendukung adalah faktor komunikasi. 

Indikator informasi, wewenang faktor sumberdaya karena terlihat dari izin-izin 

selain perizinan investasi telah berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan 

fasilitas yang dibutuhkan seperti komputer dan aplikasi izin telah tersedia. Dari 

faktor disposisi sikap implementor pelaksanan kebijakan dan transparansi. 
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Tabel4.14 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi 
Indikator Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

No Indikator 

Transmisi 

2 Kejelasan 

3 Konsistensi 

4 Koordinasi 

Hasil Analisis 

Faktor Komunikasi 
Implementor telah mema-hami 
dan mengetahui apa saja yang 
harus dilakukan sehubungan 
dengan pelak-sanaan indikator 
terseleng-garanya pelayanan 
perizi-nan dan nonperizinan 
bidang penanaman modal melalui 
PTSP di bidang Penanaman 
Modal 

Faktor Penyebab 

Peraturan kebijakan 
diteruskan dari deputi 
Penanaman Modal 
pelaksana SPM bidang 
modal 

telah 
Bidang 
kepada 

penaman 

Pelaksana telah mendapat-kan Pelaksana telah menge-tahui 
kejelasan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran dari Perka 
indikator terse-lenggaranya BKMP No 14 Tahun 2011 
pelayanan perizinan dan tentang SPM Bidang Penanaman 
nonperizinan bidang penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten 
modal melalui PTSP di bidang !Kota 
Penanaman Modal 

Semua yang berkepen-tingan 
sudah konsisten dalam 
melaksanakan perintah baik 
tujuan maupun sasaran 

Koordinasi dengan instansi terkait 
sudah baik 

Perintah pelaksanaan yang 
diterima sudah jelas dan tidak 
bertentangan 

Sudah berkoordinasi de ngan 
dinaslbadan teknis terkait 
sehubungan diperlu kan 
rekomendasi untuk 
diterbitkannya suatu izin. 
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No lndikator Hasil Analisis Hasil Analisis 
II Faktorsurnberdaya 

1 Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jurnlah staf sedikit. Untuk 
keahlian ditingkatkan sedangkan secara meningkatkan keahlian staf sudah 

kualitas sudah cukup memadai mengikuti diklat penanaman modal 
kompetensi p_elaksananya 

2 lnformasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 
sehingga pelaksana BKMP No 14 Tahun 2011 tentang 
mengetahui apa yang harus Standar Pelayanan Minimal Bidang 
dilakukan dan pelaksanaan Penanaman Modal Propinsi dan 
berdasarkan peraturan- Kabupaten!Kota dan peraturan lain 
peraturan. yang mendukung 

3 Wewenang belum me lay ani I Belum memiliki wewenang 
mengeluarkan perizinan melayani dan mengeluarkan 
maupun nonperizinan bidang perizinan dan non perizinan 
penanaman modal penanaman modal. Pelimpahan 

wewenang baru disahkan pada 
bulan oktober 20 13 

4 Fasilitas Sudah mendukung indikator Sarana dan prasarana pedukung 
ini sudah tersedia (Komputer dan 

aplikasi izin sudah ada) 

III Faktor Disposisi/Sikap 
1 Sikap Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 

implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
terhadap dengan pembuat kebijakan 
kebijakan 

2 Dukungan Pimpinan belum men dukung Lambannya Peraturan pelimpahan 
pimpinan sepenuhnya dalam mencapai kewenangan untuk melayani/ 

target yang ditetapkan dalam mengeluarkan 
.. 

bidang IZID 

SPM Bidang Penana-man penanaman modal disahkan 
Modal 

3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus bagi Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana pelaksana memadai 

4 Transparansi Sudah transparan dalam Sudah dibuat leaflet dan pap an 
pelaksanaan perizinan pengumurnan yang berisikan 

persyaratan, waktu dan biaya yang 
harus dikeluarkan untuk 
memperoleh suatu izin 

IV Faktor Faktor Birokrasi 
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 

Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur 

2 IFragmentasi Pembagian tugas I uraian Peraturan tugas pokok, fungsi dan 
tugas sudah ada uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 
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5) Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal, yaitu terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum mencapai target yang 

ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. Belum tercapainya target 

disebabkan kurang responsifnya perusahaan-perusahaan dalam menyampaikan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak mempunyai kantor di 

Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahan pihak Badan Pelayanan 

Perizinan T erpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil operasional dan 

anggaran yang memadai. Dengan demikian agak sulit untuk melakukan 

pembinaan seperti yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 

Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya bimbingan kepada 

perusahaan-perusahaan penanam modal sehingga tujuan dan sasaran dari 

kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal kurang ditransmisikan sehingga 

sasaran dan tujuan kurang jelas. Sehingga menjadi tidak responsifnya perusahaan-

perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM). 

Faktor yang menjadi penghambat proses implementasi faktor ini adalah 

indikator transmisi dari faktor komunikasi, indikator jumlah staf dan keahlian, dan 

fasilitas dari faktor sumberdaya. Dari faktor disposisi adalah indikator dukungan 

pimpinan dan insentif khusus bagi pelaksana dan resposivitas dari perusahaan 

penaman modal. Demikian juga dengan faktor struktur birokrasi dan 

ketidakberadaaan kantor-kantor perusahaan penanam modal di Nanga Bulik 

menjadi penghambat faktor lain. Dan faktor yang mendukung adalah indikator 

informasi dan wewenang dari faktor sumberdaya, dan indikator sikap 
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implementor dan transparansi dari faktor disposisi, dan indikator kejelasan dan 

konsistensi dari faktor komunikasi. 

Tabel4.15 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi 
Indikator Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman 
Modal Kepada Masyarakat Dunia U saha 

No Indikator 

I Transmisi 

2 Kejelasan 

3 Konsistensi 

4 Koordinasi 

Hasil Analisis Faktor Penyebab 

Faktor Komunikasi 
Implementor telah memahami dan Telah dilakukan bimbingan 
mengetahui apa saja yang harus pelaksanaan kegiatan penanaman 
dilakukan sehubungan dengan modal kepada masyarakat dunia 
pelaksanaan indikator usaha tetapi tidak maksimal. 
terselenggaranya bimbingan Sehingga perusahaan tidak 
pelaksanaan kegiatan penanaman responsif dalam menyampaikan 
modal kepada masyarakat dunia laporan/tidak rutin 
us aha 

Pelaksana telah mendapat-kan Pelaksana telah menge-tahui 
kejelasan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran dari Perka 
indikator terse-lenggaranya BKMP No I4 Tahun 20 II 
pelayanan perizinan dan tentang Standar Pelayanan Mini-
nonperizinan bidang penanaman mal Bidang Penanaman Modal 
modal melalui PTSP di bidang Propinsi dan Kabupaten!Kota 
Penanaman Modal 
Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang 
dalam melaksanakan indikator diterima sudah jelas dan tidak 
terselenggaranya promosi peluang bertentangan 
penanaman modal Kabupaten 
sudah konsisten dalam 
melaksanakan perintah baik 
tujuan maupun sasaran 

sudah dilakukan koordinasi Sudah dikoordinasikan dengan 
dengan intansi terkait BKPM mengenai kesulitan dalam 

melakukan bimbingan 
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No lndikator Hasil Analisis Hasil Analisis 
II Faktor sumberdaya 

1 Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit. Untuk 
keahlian ditingkatkan sedangkan meningkatkan keahlian staf sudah 

secara kualitas sudah cukup mengikuti diklat penanaman modal 
memadai kompetensi sehingga telah mengetahui apa yang 
pelaksananya harus dilakukan berkaitan dengan 

indikator ini 

2 Informasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 
sehingga pelaksana BKMP No 14 Tahun 2011 tentang 
mengetahui apa yang harus SPM Bidang Penanaman Modal 
dilaku-kan dan pelaksanaan Propinsi dan Kabupaten!Kota dan 
berdasarkan peraturan- peraturan lain yang mendukung 
peraturan. 

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk Kegiatan ada dalam DPA TA. 2013 
pelaksanaan kegiatan dan Sudah diatur dengan Peraturan 

Bupati tentang tupoksi dan uraian 
tugas BPPTPM (Perbub No 39 
Tahun 2013) 

4 Fasilitas Bel urn mendukung Perusahaan tidak memiliki kantor di 
indikator terselenggaranya Nanga Bulik. Untuk mendatangi 
bimbingan pelaksanaan semua perusahan. Badan Pelayanan 
kegiatan penanaman modal Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
kepada masyarakat dunia Modal tidak memiliki mobil 
usaha operasional dan anggaran yang ada 

terbatas/tidak mencukupi untuk 
melakukan bimbingan secara 
maksimal. 

III Faktor Disposisi/Sikap 

1 Sikap imple- Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 
mentor terhadap mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
kebijakan dengan pembuat kebijakan 

2 Dukungan Pempinan belum sepe- Anggaran untuk melaksana-kan 
pimpinan nuhnya mendukung da-lam kegiatan indikator ini terbatas 

mencapai target yang 
ditetapkan dalam SPM 
Bidang Penanaman Modal 

3 Insentifbagi Tidak ada insentif khusus Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana bagi pelaksana memadai 

4 Transparansi Kegiatan sudah dilakukan Program/kegiatan diumum-kan di 
secara transparan dan web site LKPP dan 
dipertanggunga-jawabkan dipertanggungjawabkan sesuai 
sesuai dengan peraturan dengan peraturan 

IV Faktor Faktor Birokrasi 

1 Ketersediaan SOP Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses pengesahan 
pelaksana oleh Bupati 

2 fragmentasi Pembagian tugas I uraian Peraturan tupoksi dan uraian tugas 
tugas sudah ada baru disahkan bulan Oktober Tahun 

2013 
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6) Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal yaitu, terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) masih belum 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena 

belum operasionalnya SPIPISE (belum memiliki hak akses ke SPIPISE). 

Penyebabnya adalah sarana pendukung baru terealisasi pada tahun 2013, dan 

sekarang ini baru diajukan hak aksesnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM). 

Dengan demikian yang menjadi hambatan adalah indikator jumlah staf dan 

keahlian, wewenang, dan fasilitas dari faktor sumberdaya Garingan astinet). Dari 

faktor disposisi indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Faktor 

struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan 

Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator informasi dari faktor 

sumberdaya karena telah mengikuti pelatihan untuk mengakses SPIPISE, 

indikator transmisi, kejelasan, transmisi dan koordinasi dari faktor komunikasi 

serta sikap implementor dan transparansi dari faktor disposisi. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 121 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4.16 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Implementasi 
Indikator Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Faktor Komunikasi 

1 Transmisi Implementor telah memahami Peraturan kebijakan telah 
dan mengetahui apa saja yang diteruskan dari deputi Bidang 
harus dilakukan sehubungan Penanaman Modal kepada 
dengan pelaksanaan indikator pelaksana SPM bidang penaman 
terimplementasinya Sistem modal 
Pelayanan Informasi dan 
Perizinan lnvestasi Secara 
Elektronik (SPIPISE) 

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan Pelaksana telah mengetahui tujuan 
kejelasan tujuan dan sasaran dan sasaran dari Perka BKMP No 
indikator terimplementasinya 14 Tahun 2011 tentang Standar 
Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Minimal Bidang 
dan Perizinan Investasi Secara Penanaman Modal Propinsi dan 
Elektronik (SPIPISE) Kabupaten/Kota 

3 Konsistensi Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang diterima 
dalam melaksanakan indikator sudah jelas dan tidak bertentangan 
terimplementasinya Sistem 
Pelayanan Informasi dan 
Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE) sudah 
konsisten dalam melaksanakan 
perintah baik tujuan maupun 
sa saran 

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi Sudah melakukan koordinasi 
terkait sudah baik dengan BKPM untuk mendapatkan 

hak akses ke SPIPISE 
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No lndikator Hasil Analisis Hasil Analisis 
II Faktor sumberdaya 

I Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit. Untuk 
keahlian ditingkatkan sedangkan secara meningkatkan keahlian staf sudah 

kualitas sudah cukup memadai mengikuti diklat penanaman 
kompetensi pelaksananya modal dan telah memiliki 

keahlian untuk menjalankan 
aplikasi SPIPISE 

2 Informasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 
sehingga pelaksana mengetahui BKMP No 14 Tahun 2011 
apa yang harus dilakukan dan tentang Stan dar Pelayanan 
pelaksanaan berdasarkan Minimal Bidang Penanaman 
peraturan-peraturan. Modal Propinsi dan 

Kabupaten!Kota dan peraturan 
lain yang mendukung 

3 Wewenang Belum memiliki wewe-nang Belum memiliki hak akses dari 
untuk mengakses SPIPISE BKPM 
sehingga belum operasionalnya 
SPIPISE 

4 Fasilitas Belum mendukung indikator sarana pendukung baru terealisasi 
terimplementasinya Sistem pada tahun 2013 
Pelayanan Informasi dan 
Perizinan Investasi Secara 
Elektronik (SPIPISE) 

III Faktor Disposisi!Sikap 

1 Sikap Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 
implementor mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
terhadap dengan pembuat kebijakan 
kebijakan 

2 Dukungan Dukungan pimpinan sudah ada Dengan operasionalnya SPIPISE 
pimpinan maka data dan informasi akan 

terkelola dengan baik dan 
penilaian kinerja pemerintah 
daerah akan meningkat. 

3 Insentifbagi Tidak ada insentif khusus bagi Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana pelaksana memadai 

4 Transparansi Kegiatan sudah dilaku-kan Program/ kegiatan diumum-kan 
secara transparan dan di web site LKPP dan 
dipertanggunga-jawabkan sesuai dipertanggung-jawabkan sesuai 
dengan peraturan dengan peraturan 

IV Faktor Faktor Birokrasi 

1 Ketersediaan SOP Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 
pelaksana pengesahan oleh Bupati 

2 Fragmentasi Pembagian tugas I uraian tugas Peraturan tugas pokok, fungsi 
sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 
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7) Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Dari analisa data indikator pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan 

dan Pelatihan Penanaman Modal yaitu, terselenggaranya sosialisasi kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha masih belum mencapai target 

yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal karena belum 

terealisasinya kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 

dunia usaha. Penyebabnya adalah tidak adanya kegiatan sosialisasi ini dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD karena Anggaran SKPD tidak 

memadai untuk menyelenggarakan sosialisasi kebijakan penanaman modal 

kepada masyarakat dunia usaha. 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah indikator jumlah staf dan 

keahlian, afasilitas dari faktor sumberdaya, dan indikator transmisi dari faktor 

komunikasi, Indikator insentif dan dukungan pimpinan dari faktor disposisi. Dan 

faktor struktur birokrasi. 

Faktor-faktor pendukung, indikator kejelasan dari faktor komunikasi, 

indikator informasi dari faktor sumberdaya dan sikap implementor dari faktor 

disposisi. 
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Tabel4.17 

Hasil Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Proses lmplementasi 
Indikator Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada 
Masyarakat Dunia U saha 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Faktor Komunikasi 

I Transmisi Implementor telah memahami Peraturan kebijakan telah 
dan mengetahui apa saja yang diteruskan dari deputi Bidang 
harus dilakukan sehubungan Penanaman Modal kepada 
dengan pelaksanaan Indikator pelaksana SPM bidang 
terselenggaranya sosialisasi penanaman modal. Belum dilaku-
kebijakan penanaman modal kan sosialisasi kebijakan 
kepada masyarakat dunia usaha. penanaman modal ke kelompok 
Tetapi belum ditransmisikan ke sasaran karena kegiatan untuk 
kelompok sasaran melakukannya tidak ada dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). Pagu anggaran SKPD 
tidak cukup untuk dialokasikan 
pada kegiatan indikator ini 

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan Pelaksana telah mengetahui 
kejelasan tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran dari Perka 
Indikator sosialisasi kebijakan BKMP No 14 Tahun 2011 
penanaman modal kepada ten tang Stan dar Pelayanan 
masyarakat dunia usaha Minimal Bidang Penanaman 

Modal Propinsi dan 
Kabupaten!Kota 

3 Konsistensi Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang 
dalam melaksanakan SPM diterima sudah jelas dan tidak 
Bidang Penanaman Modal bertentangan 
sudah konsisten dalam 
melaksanakan perintah baik 
tujuan maupun sasaran 

4 Koordinasi - -
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No Indikator Hasil Analisis 
Faktor Penyebab 

II Faktorsurnberdaya 
1 Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit. Untuk 

keahlian ditingkatkan sedangkan secara meningkatkan keahlian staf sudah 
kualitas sudah cukup memadai mengikuti diklat penanaman 
kompetensi pelaksananya modal 

2 Informasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 
sehingga pelaksana BKMP No 14 Tahun 2011 
mengetahui apa yang harus ten tang Standar Pelayanan 
dilakukan dan pelaksanaan Minimal Bidang Penanaman 
berdasarkan peraturan- Modal Propinsi dan 
peraturan. Kabupaten/Kota dan peraturan 

lain yang mendukung 

3 Wewenang Sudah ada wewenang untuk Kegiatan tidak ada dalan DPA 
pelaksanaan kegiatan TA. 2013 dan Sudah diatur 

dengan Peraturan Bupati tentang 
tupoksi dan uraian tug as 
BPPTPM (Perbub No 39 Tahun 
2013) 

4 Fasilitas Anggaran/ dana untuk Anggaran SKPD tidak memadai 
kegiatan ini tidak ada sehingga untuk mengalokasikan dana pada 
tidak dilakukan kegiatan untuk kegiatan indikator ini 
indikator ini 

III Faktor Disposisi/Sikap 
1 Sikap implementor Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 

terhadap kebijakan mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 
dengan pembuat kebijakan 

2 Dukungan Pimpinan sudah mendukung Karen a SPM dipakai untuk 
pimpinan pe laksanaan tetapi tidak mengukur kinerja. Anggaran 

disertai dukungan anggaran BPPTPM tidak cukup memadai 
untuk pelaksanaan indikator ini 

3 Insentif bagi Tidak ada insentif khusus Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana bagi pelaksana memadai untuk memberikan 

insentif 

4 Transparansi 

IV Faktor Faktor Birokrasi 
1 Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 

Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 Fragmentasi Pembagian tugas I uraian Peraturan tugas pokok, fungsi 
tugas sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 
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Selain faktor faktor tersebut diatas ternyata dalam proses implementasi 

SPM Bidang Penanaman Modal yang dilakukan di daerah yaitu di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau ada 

faktor lain, yaitu: untuk faktor pendukung keberhasilan implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal adalah perlu adanya dukungan yang lebih besar dari 

pemerintah pusat dalam hal finansial dan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah indikator-indikator dalam 

SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya karena membebani daerah dalam 

merealisasikannya. Sehingga perlu disederhanakan agar lebih mudah 

direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani daerah dalam 

pencapaian tergetnya. Selain itu ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di 

ibukota pemerintahan Kabupaten dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam 

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan dalam 

melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal. 
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C. Pembahasan 

1. Penerapan lndikator-lndikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau 

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal adalah 

tolak ukur kinerja pelayanan Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan 

oleh Perangkat Daerah Kabupaten!Kota. Sehingga dalam menyelenggarakan 

Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal harus sesuai dengan SPM yang terdiri 

dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. 

Setiap kebijakan publik harus ditindaklanjuti dengan implementasi 

kebijakan yang efektif, karena tanpa implemantasi yang efektif kebijakan yang 

dibuat tidak akan berhasil dilaksanakan. Karena fungsi dan tujuan implementasi 

ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan 

ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai 

"outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Implementasi dapat disebut sebagai ''policy delivery system". Maksudnya, sebagai 

suatu sistem penyampaianlpenerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, 

implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju 

tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachjan, 

2006:26). 

Dari hasil analisis data pencapaian indikator-indikator dalam penerapan 

SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tahun 2013, dari 7 jenis pelayanan 

dasar, yang mencapai target 100% hanya 2 jenis pelayanan dasar yaitu kebijakan 

penanaman modal dan Promosi penanaman modal , untuk pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan sistem informasi 
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penanaman modal mencapai 50%, sedangkan 3 jenis pelayanan dasar, yaitu 

kerjasama penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan Penyebarluasan, 

pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal tidak mencapai target (0% ). 

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang 

Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

belum semua berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari penerapan indikator-indikator dari 

SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal sebagai berikut : 

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Target tahun 2014, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/ bidang usaha per tahun. 

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi 

peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan telah mencapai target yang 

ditetapkan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

kabupaten Lamandau telah menginformasikan 1 (satu) usaha sektor/bidang usaha 

unggulan per tahun yaitu peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten 

Lamandau. Kabupaten Lamandau merupakan pusat pengembangan Gaharu di 

Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Nomor 

188.44/183/2012 tanggal 2 Mei 2012. Surat Kuputusan Gubemur ini merupakan 

suatu kebijakan untuk mencipatakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam 

modal untuk berinvestasi budidaya Gaharu di Kabupaten Lamandau. Diseminasi 

informasi peluang usaha ini dibuat dalam bentuk brosur. Adanya informasi ini 
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sangat penting karena dapat dijadikan acuan bagi investor dalam 

mempertimbangan potensi investasi budidaya gaharu. Dari hasil pengamatan 

informasi peluang usaha ini kedepannya dapat dilakukan melalui website Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang 

akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2014 ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator tersedianya informasi 

peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan telah mendukung implementasi 

SPM Bidang Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang 

dikehendaki. 

b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional 

Target tahun 2014, Perangkat Daerah kabupaten Bidang Penanaman 

Modal melaksanakan fasilitasi ketjasama kemitraan antara UMKMK tingkat 

kabupatenlkota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 

(satu) kali per tahun. 

Dari analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya 

fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka ketjasama kemitraan antara Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha 

tingkat Provinsi/Nasional belum dilaksanakan. Pelaksanaan fasilitasi ketjasama 

kemitraan ini dalam bentuk temu usaha. Dengan adanya pertemuan dalam bentuk 

temu usaha ini diharapkan adanya ketertarikan dari pengusaha tingkat 

Provinsi/Nasional untuk menjalin kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten 

karena memperoleh informasi langsung dari pengusahanya mengenai prospek 

usaha tersebut. 
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Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah 

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional 

belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak 

direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013 

maupun 2014, karena anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan 

terse but. 

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya fasilitasi 

pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat 

Provinsi/nasional belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal karena bel urn mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Target tahun 2014, Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal 

Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun. Kegiatan promosi 

penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, market 

sounding, investment forum, seminar investasi dan penyebarluasan brosur 

investasi. 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal Kabupaten telah mencapai target yang ditetapkan. Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal kabupaten Lamandau telah 

melaksanakan salah satu kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten yaitu 
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dengan mengikuti pameran dan penyebaran brosur investasi. Realisasi pada tahun 

2013 telah mengikuti 3 kali pameran dan penyebarluasan brosur investasi. 

Walaupun telah terealisasi 100%, masih perlu ditingkatkan lagi karena belum ada 

melakukan market sounding, investment forum, dan seminar investasi. 

Dengan demikian indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman 

modal Kabupaten dapat disimpulkan telah mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena telah mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal telah menyelenggarakan 100% perizinan dan non perizinan penanaman 

modal yang wajib disediakan, yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam 

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman 

Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 

Kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan 

nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman 

Modal belum mancapai target yang ditetapkan karena belum 

melayani/mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib 

disediakan. Hal ini disebabkan karena Badan Pelayanan Perizinan T erpadu Dan 

Penanaman Modal kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk 

melayani ataupun mengeluarkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. 

Peraturan Bupati untuk pelimpahan wewenang melayani ataupun mengeluarkan 
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perizinan dan nonperizinan penanaman modal baru disahkan pada bulan oktober 

2013. 

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terselenggaranya pelayanan 

perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang 

Penanaman Modal belum mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan 

kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha baru terealisasi 50%. 

Hal 1m disebabkan kurang responsifnya perusahaan-perusahaan dalam 

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LPKM) dan tidak 

mempunyai kantor di Nanga Bulik. Untuk mendatangi semua perusahan pihak 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki mobil 

operasional dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Mobil operasional (double gardan) diperlukan karena jalan-jalan untuk menuju 

kantor-kantor perusahaan rata-rata masih merupakan jalan pengerasan dan 

topografi yang berbukit, sehingga apabila hujan jalan menjadi licin dan becek 

yang tidak dapat dilalui kendaraan biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan 

indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 133 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal telah mengimplementasikan SPIPISE 100% dalam menyelenggarakan 

perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang menjadi kewenangannya. 

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) baru terealisasi 

50%, karena belum dioperasionalkanya SPIPISE. Hal ini disebabkan karena 

sarana pendukungnya baru terealisasi tahun 2013 sehingga Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki 

hak akses ke Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE) untuk mengoperasikan SPIPISE. 

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator terimplementasinya Sistem 

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) belum 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum 

mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. 

g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Target tahun 2014, PTSP Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman 

Modal memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang kurangnya 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mencapai target yang 

ditetapkan. Hal ini disebabkan kegiatan tidak direncanakan dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
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Penanaman Modal Kabupaten Lamandau baik tahun 2013 maupun 2014, karena 

anggaran tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan indikator ini belum mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum mencapai tujuan dan 

sasaran yang dikehendaki. 

Implementasi kebijakan memang tidak selalu berjalan dengan sempurna 

atau sesuai dengan yang direncanakan. Hampir selalu ada kendala dalam 

pelaksanaanya, ada distorsi antara yang akan dicapai dengan yang tercapai. 

Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya sumber dana 

minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan 

kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana 

yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan (Adiwisastra, 

2006: xiii). Anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 

Kabupaten Lamandau untuk tahun 2013 sebesar 2.712.726.180,- rupiah. Dari 

anggaran tersebut 39,13% dialokasikan untuk belanja tidak langsung, 23,19% 

untuk program administrasi perkantoran, 14,60% untuk program sarana dan 

prasarana, 0,74% untuk program peningkatan sumberdaya aparatur, 13,66% untuk 

program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, 0,37% untuk program 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan 8,32 persen untuk 

program peningkatan pelayanan perizinan. Jadi dapat dilihat alokasi untuk 

kegiatan penanaman modal hanya 13,19% (Rp. 357.808.583,-) dari pagu 

anggaran, sehingga tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Dari pagu anggaran tahun 2014 sebesar 

2.767.766.180,- rupiah, yang dialokasikan untuk kegiatan penanaman modal 
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13,56% (Rp.375.362.719,-). Untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal 

pada tahun pertama diperlukan biaya sebesar 2.426.250.000,- rupiah dan pada 

tahun kedua dan seterusnya diperlukan biaya sebesar 1.881.250.000,- rupiah 

(Perincian prakiraan pembiayaan SPM Bidang Penanaman Modal ini dapat dilihat 

pada Lampiran 6). Dilihat dari biaya yang diperlukan untuk melaksanakan SPM 

Bidang Penanaman Modal dibandingkan dengan dana yang dialokasikan Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 

sebesar 14,75% pada tahun 2013 dan 19,95% pada tahun 2014 masih belum 

mencukupi untuk melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal. 

Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan 

yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik 

(politik) dapat diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai ''policy delivery 

system". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. 

Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan 

yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

dikehendaki (Tachjan, 2006:26). Apabila dana yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan 

dan sasaran-sasaran yang dikehendaki tidak tersedia maka, implementasi 

kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan tujuannya. Oleh karena 

itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk merealisasikan 

indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan. 
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Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran yang dari 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebelumnya merupakan Kecamatan yang minim 

infrastruktur maupun sarana dan prasarana umum sehingga memerlukan banyak 

dana untuk pembangunan. Sehingga dana yang dalokasikan untuk pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal sangat terbatas. Daerah-daerah yang memiliki 

keterbatasan dana pembangunan untuk merealisasikan indikator-indikator dari 

SPM Bidang Penanaman Modal seharusnya mendapat perhatian dan dukungan 

dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun 

dalam bentuk bantuan finansial. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan penerapan SPM Bidang Penanaman 

Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum 

terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman 

Modal sehingga diperlukan dukungan/campur tangan pemerintah pusat terutama 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan finansial sedangkan untuk 

pemerintah daerah dalam hal penambahan jumlah staf yang memiliki kompentesi 

dan peraturan-peraturan yang mendukung percepatan terealisasinya indikator-

indikator pelayanan dasar dari SPM Bidang Penanaman Modal. 

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan lndikator­
lndikator SPM Bidang Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau 

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator tersedianya informasi 

peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan sudah mendukung implementasi 

SPM Bidang Penanaman Modal. 
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Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor 

komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah 

mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan membuat brosur mengenai 

peluang investasi budidaya gaharu di Kabupaten Lamandau. Dengan demikian 

pelaksana telah mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari 

Perka BKPM nom or I4 tahun 20 II tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan 

sudah konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan 

baik. Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah dilakukan dengan 

berkoordinasi dengan pihak Dishutbun Kabupaten Lamandau yang merupakan 

koordinator dalam pengembangan gaharu, data-data mengenai budidaya gaharu 

dalam pembuatan brosur diperoleh dari Dishutbun. 

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi, 

pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan telah 

menginformasikan peluang usaha sektor/unggulan. Wewenang untuk pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

tupoksi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah mendukung walaupun 

anggaran masih harus ditingkatkan. 

Dari faktor disposisi indikator, sikap implementor tidak mempunyru 

pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dukungan 

pimpinan sudah ada karena dengan adanya brosur dapat menjadi pertimbangan 

bagi investor untuk melakukan investasi, dan transparansi, kegiatan telah 

diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Faktor-faktor yang menghambat adalah dari indikator jumlah staf dan 

keahlian dari faktor sumberdaya. walaupun secara kuantitas masih harus 

ditingkatkan dan dari keahlian sudah mengikuti diklat penanaman modal. 

indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi pelaksana dari faktor disposisi, 

karena bel urn ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi karena tidak 

ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau. 

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan 2008 

:3-4), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan implementasi 

kebijakan, yakni yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana 

dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan 

dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampatan informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang 

disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup 

Gumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, 

kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana 

merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan 

pada standart operating prosedure yang mengatur tata aliran pekerjaan dan 

pelaksanaan kebijakan. 

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan indikator ini 

secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 
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b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional 

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya 

fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha 

tingkat Provinsi/nasional, belum mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena belum ada realisasinya. 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor 

komunikasi karena dengan tidak adanya fasilitasi kegiatan ini mengakibatkan 

tidak tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat 

Provinsi/Nasional, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) 

sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran 

(Subarsono, 2013 :90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas 

masih kurang sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensinya 

dikarenakan diikutkan dalam diklat penanaman modal untuk menambah 

keahliannya. lndikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada anggaran 

yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini. 

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan 

karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan pimpinan. 

Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran. 
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Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan larnbannya pengesahan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanarnan Modal Kabupaten Larnandau. 

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan konsistensi 

dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka 

BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanarnan Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Perintah pelaksanaan yang 

diterima sudahjelas dan tidak bertentangan. 

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang 

pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai 

pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan. 

Menurut Edward III (dalarn Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik 

yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang 

mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanarnan Modal maka kegiatan 

indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalarn rangka kerjasarna 

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten 

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional, harus dialokasikan anggarannya dan 

direncanakan kegiatannya dalarn Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diarnbil kesimpulan indikator 

terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalarn rangka kerjasarna kemitraan 

antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan 
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pengusaha tingkat Provinsi/nasional belum dalam kondisi mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai 

dengan target yang ditetapkan yaitu melakukan fasilitasi dalam rangka kerjasama 

kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten 

dengan pengusaha tingkat Provinsi/nasional satu kali per tahun 

c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal Kabupaten sudah mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal. 

Faktor-faktor pendukung dari penerapan indikator ini adalah dari faktor 

komunikasi semua indikator telah mendukung. Implementor telah 

mentransmisikan kepada kelompok sasaran dengan mengikuti pameran untuk 

mempromosikan peluang penanaman modal. Dengan demikian pelaksana telah 

mendapatkan kejelasan tujuan dan sasaran dari indikator ini dari Perka BKPM 

nom or 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kegiatan sudah 

konsisten karena perintah untuk membuat brosur telah dilaksanakan dengan baik. 

Sedangkan dari indikator koordinasi juga sudah dilakukan dengan berkoordinasi 

dengan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau (Koordinator 

pameran-pameran yang diikuti oleh Kabupaten Lamandau). 

Dari faktor sumberdaya yang mendukung indikator informasi, pelaksana 

telah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan mempromosikan peluang 

penanaman modal di Kabupaten Lamandau melalui pameran. Wewenang untuk 

pelaksanaan kegiatan berdasarkan draf Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 142 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

tentang tupoksi dan urruan tugas Badan Pelayanan Perizinan T erpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, dan indikator fasilitas sudah 

mendukung walaupun anggaran masih harus ditingkatkan supaya dapat kegiatan 

lain seperti investment forum, market sounding dan seminar investasi. 

Dari faktor disposisi Faktor disposisi indikator sikap implementor tidak 

mempunyai pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, 

dukungan pimpinan sudah ada karena dengan mengadakan pameran dapat 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Lamandau., 

dan transparansi 

Faktor-Faktor yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian 

walupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan dan dari keahlian sudah 

mengikuti diklat penanaman modal dati faktor sumberdaya, indikator insentif bagi 

pelaksana karena belum ada insentif bagi pelaksana. Faktor struktur birokrasi 

karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas 

Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

Sesuai dengan pedekatan dari Edward III (dalam Akib dan Tarigan, 

2008:3), ada 4 faktor yang menjadi kriteria penting untuk keberhasilan 

implemntasi kebijakan, yakni akni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau 

pelaksana dan struktur organisasi. Komunikasi suatu program hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup 

Gumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, 
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kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan 

fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana 

merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan 

pada standard operating prosedure yang mengatur tata aliran pekeijaan dan 

pelaksanaan kebijakan (Akib dan Tarigan 2008 :3-4). 

Walaupun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan inikator ini 

secara umum sudah dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena sudah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 

d. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Dari hasil analisa data terselenggaranya pelayanan perizinan dan 

nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman 

Modal bel urn mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian 

karena jumlahnya sedikit. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah mengikuti 

diklat penanaman modal. Indikator wewenang dari faktor sumberdaya. Hal ini 

dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan perizinan 

dan non perizinan penanaman modal. Pelimpahan wewenang baru disahkan pada 

bulan Oktober 2013. Indikator dukungan pimpinan karena lambannya Peraturan 

pelimpahan kewenangan untuk melayani/ mengeluarkan izin bidang penanaman 

modal disahkan dan indikator insentif bagi pelaksana karena anggaran tidak 

memadai sehingga tidak ada insentif dari faktor disposisi. Indikator ketersediaan 

SOP dan Fragmentasi dari faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan 

lambannya pengesahan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian 
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Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau. 

Faktor-faktor pedukung adalah semua indikator dari faktor komunikasi. 

Peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal 

kepada pelaksana SPM bidang penaman modal. mengetahui tujuan dan sasaran 

dari Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota. Perintah pelaksanaan yang 

diterima sudah jelas dan tidak bertentangan dan Sudah dilakukan koordinasi 

dengan dinas/badan teknis terkait sehubungan diperlukan rekomendasi teknis 

untuk diterbitkan-nya suatu izin. (HO harus ada rekomendasi teknis dari Badan 

Lingkungan Hidup ). 

Dari faktor sumberdaya indikator informasi, Pelaksana telah menerima 

Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota dan peraturan lain yang 

mendukung dan fasilitas Sarana dan prasarana pedukung sudah tersedia 

(Komputer dan aplikasi izin sudah ada) 

Dari faktor disposisi indikator sikap implementor terhadap kebijakan 

pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat 

kebijakan dan transparansi, karena sudah dibuat leaflet yang berisikan 

persyaratan, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu 

lZlll. 

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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Faktor penghambat utama dari indikator terselenggaranya pelayanan 

perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang 

Penanaman Modal. Karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau belum memiliki wewenang untuk melayani I 

mengeluarkan perizinan maupun nonperizinan bidang penanaman modal. 

kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kewenangan harus 

bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena 

dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi (Edward III dalam 

Hutagalong, 2013:23-24). 

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal 

melalui PTSP di bidang Penanaman Modal belum dalam kondisi mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai 

dengan target yang ditetapkan. 

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Dari hasil analisa data indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan 

kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha belum mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transimisi dari faktor 

komunikasi, walaupun telah dilakukan bimbingan pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha tetapi tidak maksimal. 

Sehingga perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin. 

Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
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mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga 

akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran 

(Edward III dalam Subarsono, 2013 :90). 

Dari faktor sumberdaya, indikator jumlah staf dan keahlian, secara 

kuantitas masih harus ditingkatkan sedangkan secara kualitas sudah cukup 

memadai kompetensi pelaksananya. Untuk meningkatkan keahlian staf sudah 

mengikuti diklat penanaman modal sehingga telah mengetahui apa yang harus 

dilakukan berkaitan dengan indikator ini. Indikator fasilitas juga merupakan 

penghambat, karena perusahaan-perusahaan tidak memiliki kantor di Nanga 

Bulik. Dalam rangka melakukan bimbingan Untuk mendatangi semua perusahan 

pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki 

mobil operasional dan anggaran yang ada terbatas/tidak mencukupi untuk 

melakukan bimbingan secara maksimal. 

Dari faktor disposisi yang menjadi penghambat adalah indikator dukungan 

pimpinan dan insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan dalam hal 

pengalokasian anggaran tidak diberikan dana yang memadai dan tidak ada insentif 

khusus bagi pelaksana dikarenakan dana yang ada juga tidak cukup memadai. 

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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Faktor-faktor pendukung adalah indikator kejelasan dan konsistensi dari 

faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka 

BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota dan perintah pelaksanaan yang 

diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. 

Dari faktor sumberdaya yang mendukung adalah indikator informasi dan 

wewenang. Pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan 

Kabupaten!Kota dan peraturan lain yang mendukung. Sudah ada wewenang untuk 

pelaksanaan kegiatan berupa Peraturan Bupati. 

Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor 

terhadap kebijakan dan transparansi hal ini dikarenakan Pelaksana tidak 

mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan 

Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan 

sesuai dengan peraturan. 

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator 

terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usaha belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang 

ditetapkan. 

f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Dari hasil analisa data indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), belum 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 
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Faktor-faktor penghambat adalah indikator Jumlah staf dan keahlian, 

secara kuantitas masih harus ditingkatkan karena jumlahnya sedikit sedangkan 

secara kualitas sudah cukup memadai kompetensi pelaksananya sebab sudah 

mengikuti diklat penanaman modal dan telah memiliki keahlian untuk 

menjalankan aplikasi SPIPISE, indikator wewenang karena belum memiliki 

wewenang untuk mengoperasikan SPIPISE, Indikator fasilitas, belum mencapai 

target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal disebabkan sarana 

pendukung SPIPISE baru terealisasi pada tahun 2013. 

Dari faktor disposisi indikator dukungan pimpinan dan insentif bagi 

pelaksana karena tidak ada insentif bagi pelaksana. Dukungan pimpinan tidak 

disertai dengan penambahan anggaran. 

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator transmisi, dan koordinasi, 

kejelasan dan kosistensi dari faktor komunikasi. Peraturan kebijakan telah 

diteruskan dari deputi Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang 

penanaman modal. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka 

BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota dan Perintah pelaksanaan yang 

diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. 

Dari faktor sumberdaya adalah indikator informasi karena pelaksana telah 

mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 
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Dari faktor disposisi yang mendukung adalah indikator sikap implementor 

terhadap kebijakan dan transparansi hal ini dikarenakan Pelaksana tidak 

mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan dan 

Program/ kegiatan diumumkan di web site LKPP dan dipertanggung-jawabkan 

sesuai dengan peraturan. 

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik 

yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang 

mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Demikian 

juga dengan wewenang. Wewenang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan 

karena kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, gagalnya proses 

implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak 

terlegitimasi (Winarno, dalam Hutagalong, 2013:23-24). Untuk mendukung 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kewenangan yang diperlukan 

dalam melaksanakan kegiatan indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan 

Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) harus segera 

dipeoleh. 

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan indikator 

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 

Elektronik (SPIPISE) belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal. 
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g. T erselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Dari hasil analisa data diketahui bahwa indikator terselenggaranya 

sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, belum 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Faktor-faktor penghambat adalah indikator transmisi dari faktor 

komunikasi karena kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, karena 

keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui 

apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga akan mengurangi 

distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau 

bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan 

akan tetjadi resistensi dari kelompok sasaran (Edward III dalam Subarsono, 

2013 :90). Indikator jumlah staf dan keahlian karena secara kuantitas masih 

kurang sedangkan secara kualitas sudah cukup memadai kompetensinya 

dikarenakan diikutkan dalam diklat penanaman modal untuk menambah 

keahliannya, dan indikator fasilitas dari faktor sumberdaya karena tidak ada 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini. 

Dari faktor disposisi adalah indikator insentif bagi pelaksana kebijakan 

karena tidak diberikan insentif khusus. dan indikator dukungan p1mpman. 

Dukungan pimpinan tidak disertai dengan penambahan anggaran. 

Faktor struktur birokrasi karena tidak ada SOP dan lambannya pengesahan 

Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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Faktor-faktor yang mendukung adalah indikator kejelasan, dan kosistensi 

dari faktor komunikasi. Pelaksana telah mengetahui tujuan dan sasaran dari Perka 

BKMP No 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 

Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten!Kota dan Perintah pelaksanaan yang 

diterima sudah jelas dan tidak bertentangan. 

Dari faktor sumberdaya, yaitu indikator informasi, dan wewenang 

pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Dari faktor disposisi, yaitu sikap implementor tidak mempunyai 

pandangan yang bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan. 

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:135), sebagai organisasi publik 

yang melaksanakan kebijakan perlu memiliki staf, informasi, wewenang dan 

fasilitas yang cukup. Fasilitas mencakup kantor, peralatan dan dana yang 

mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. Untuk 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal maka kegiatan 

indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usaha, belum mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal, harus dialokasikan anggarannya dan direncanakan 

kegiatannya dalam DPA. 

Dengan demikian dari ura1an diatas dapat diambil kesimpulan 

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 

dunia usaha, belum dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal karena belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan 

yaitu melakukan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia 

usaha satu kali per tahun. 
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Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam proses implementasi indikator-indikator SPM Bidang 

Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau adalah : 

a. Tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi sudah mendukung implementasi indikator 

tersedianya informasi peluang usaha sektor I bidang usaha unggulan; 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi sudah mendukung implementasi 

indikator ini adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan 

transparansi. 

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi 

belum mendukung implementasi indikator tersedianya informasi peluang 

usaha sektor I bidang usaha unggulan; 

2) Faktor disposisi, yaitu dari indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam 

kondisi belum mendukung implementasi indikator ini; 

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan T erpadu Dan Penanaman 
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Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang bel urn mendukung sehingga 

menghambat implementasi indikator tersedianya informasi peluang usaha 

sektor I bidang usaha unggulan. 

b. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama 
kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat 
Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam 

kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi 

pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat 

Provinsi/Nasional; 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi, dan wewenang; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan. 

F aktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah : 

1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi karena dengan tidak adanya 

fasilitasi kegiatan ini mengakibatkan tidak tertransmisikannya prospek usaha 

kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional. Dengan demikian dalam kondisi 

tidak mendukung implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi 

pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat 

Provinsi/Nasional; 
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2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi 

belum mendukung implementasi indikator ini; 

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan 

dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator 

1m; 

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang bel urn mendukung sehingga 

menghambat implementasi indikator terselenggaranya fasilitasi pemerintah 

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat 

Provinsi/N asional. 

c. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kabupaten; 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi, wewenang dan fasilitas; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor dan dukungan pimpinan dan transparansi. 

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 155 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian dalam kondisi 

belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal Kabupaten; 

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dalam 

kondisi belum mendukung implementasi indikator ini; 

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung sehingga 

menghambat implementasi indikator terselenggaranya promosi peluang 

penanaman modal Kabupaten. 

d. Terselenggaranya pelayanan periZman dan nonperizinan bidang 
penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman 

modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal; 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi, dan fasilitas; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi. 
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Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian , dan wewenang 

ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan 

perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam kondisi belum 

mendukung implementasi indikator terselenggaranya pelayanan perizinan 

dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang 

Penanaman Modal; 

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan 

dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator 

m1; 

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung 

implementasi sehingga menghambat implementasi indikator 

terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman 

modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal. 

e. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, konsistensi dan koordinasi 

dalam kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya 

bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia 

usaha; 
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2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi. 

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu indikator transmisi dikarenakan bimbingan tidak 

maksimal; 

2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, dan wewenang 

ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan mengeluarkan 

perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam kondisi belum 

mendukung implementasi indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan 

kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; 

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan 

dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator 

tm; 

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan T erpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung 

implementasi sehingga menghambat implementasi indikator 

terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usaha. 
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f. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

Secara Elektronik (SPIPISE); 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan dan transparansi. 

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

1) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang, dan 

fasilitas ini dikarenakan belum memiliki wewenang melayani dan 

mengeluarkan perizinan dan non perizinan penanaman modal, dan sarana 

pendukung lambat direalisasikan, sehingga dalam kondisi belum mendukung 

implementasi indikator terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan 

Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); 

2) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan 

dukungan pimpinan dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator 

1m; 

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 
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Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung 

implementasi sehingga menghambat implementasi indikator 

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi 

Secara Elektronik (SPIPISE). 

g. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 
masyarakat dunia usaha 

Faktor-faktor pendukung dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator kejelasan, dan konsistensi dalam 

kondisi mendukung implementasi indikator terselenggaranya sosialisasi 

kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; 

2) Faktor sumberdaya yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator 

ini adalah indikator informasi, dan wewenang; 

3) Faktor disposisi yang dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini 

adalah indikator sikap implementor terhadap kebijakan. 

Faktor-faktor penghambat dari indikator ini adalah: 

1) Faktor komunikasi adalah indikator transmisi karena informasi tidak 

ditransmisikan melalui sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha; 

2) Faktor sumberdaya, yaitu indikator jumlah staf dan keahlian, dan fasilitas 

karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan indikator ini 

dalam kondisi belum mendukung implementasi indikator terselenggaranya 

sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha; 

3) Faktor disposisi, yaitu indikator insentif bagi pelaksana kebijakan dan 

dukungan pimpinan dalam kondisi mendukung implementasi indikator ini; 

4) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah tidak adanya SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 
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tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau dalam kondisi yang belum mendukung 

implementasi sehingga menghambat implementasi terselenggaranya 

sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 

Keberhasilan penerapan indikator-indikator dari SPM Bidang Penanaman 

Modal selain faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur 

birokrasi perlu juga dikaji faktor lain yang yang dapat mendukung maupun 

menghambat keberhasilan implementasinya 

Faktor lain yang dapat mendukung keberhasilan penerapan indikator­

indikator dari SPM Bidang Penanaman Modal adalah: 

1) Dukungan finansial dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam 

Negeri atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk 

melaksanakan program!kegiatan dalam rangka pencapaian target dari 

indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal; 

2) Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatan kualitas sumberdaya 

manusia sehingga sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam 

mendukung keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Dukungan pemerintah pusat sangat penting, terutama untuk daerah-daerah 

yang mempunyai dana pembangunan terbatas. Pentingnya dukungan pemerintah 

pusat ini, karena alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan juga merupakan 

juga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Kegagalan program sering juga disebabkan kurangnya dukungan dari instansi 
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vertikal, dan kurangnya koordinasi antar instansi vertikal dan horizontal yang 

terlibat dalam implementasi program. 

Sedangkan faktor lain yang dapat menghambat adalah: 

1) Indikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapaian targetnya 

karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga 

perlu disederhanakan agar lebih mudah direalisasikan/ lebih mudah 

dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan daerah dalam pencapaian 

targetnya. Untuk melaksanakan I indikator banyak kegiatan yang harus 

dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan­

kegiatan tersebut. Karena tidak semua daerah memiliki dana/anggaran yang 

cukup untuk melaksanakan suatu program/kegiatan. Seperti yang telah 

diterangkan diatas bahwa Badan Pelayanan Perizinan T erpadu Dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki anggaran yang 

cukup untuk melaksanakan program/kegiatan yang diperlukan dalam 

pencapaian Visi dan Misi organisasi dalam bidang penanaman modal. 

Program yang dilaksanakan berdasarkan proritas pada saat ini. 

2) Ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan 

Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam 

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan 

dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal. Ketidakpatuhan 

pihak perusahaan dalam penyampaian laporan juga merupakan penyebab 

tidak berhasilnya implementasi suatu kebijakan. Hal ini karena organisasi 

pelaksana bidang penanaman modal dalam hai ini Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal tidak memiliki wewenang kekuasaaan yang 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 162 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

dapat menuntut kepatuhan pihak perusahaan dalam menyampaikan laporan 

LKPM sedangkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara 

sempurna (perfect implementation) seharusnya implementor kebijakan dapat 

menuntut dan mendapatkan kepatuhan, dan daya tanggap (reponsivitas) yang 

sempurna dari kelompok sasaran. 

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam penerapan SPM Bidang 

Penanaman Modal lebih disebabkan oleh sumber daya manusia secara kuantitas 

kurang mencukupi, sedangkan dari kualitas sudah cukup memadai karena di 

dukung dengan mengirimkan pelaksana untuk mengikuti Diklat Penanaman 

modal yang dimaksudkan untuk memenuhi kualifikasi!kompetensi dalam Bidang 

Penanaman Modal. Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Penanaman Modal selaku pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal 

beijumlah 4 orang yang tediri 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kasubbid, dan 2 

orang staf. Latar belakang pendidikan Kepala Bidang pasca saijana (S2), 

Kasubbid Sarjana (S 1 ), 1 orang staf saijana (S 1 ), dan 1 orang staf Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Dengan demikian dapat dikatakan jumlah personil 

sebagai pelaksana kunci dalam mengimplementasikan Bidang Penanaman Modal 

sangat minim. Sedangkan dari aspek finansial, anggaran yang digunakan dalam 

pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal masih kurang mencukupi, terlihat 

dari 2 indikator pelayanan dasar yaitu, terselenggaranya fasilitasi pemerintah 

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

dan Koperasi tingkat Kabupaten dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional dan 

terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat 
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dunia usaha yang memang tidak ada program/kegiatan dalam mendukung 

pelaksanaan SPM tersebut di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Tahun 2013 maupun 2014 

karena memerlukan anggaran yang relatif besar untuk melaksanakannya 

sedangkan pagu anggaran tidak cukup memadai . Indikator pelayanan dasar yang 

ada program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 

2013 maupun 2014 seperti terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, pagunya masih belum 

memcukupi (realisasi tahun 2013 tidak mencapai target yang ditetapkan karena 

kurangnya pagu anggaran). 

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya, baik itu sumber daya 

manusia baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, dan sumber dana merupakan 

faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Seperti yang dikatakan oleh George Edward III (dalam Tachjan, 

2006:135), "sumber daya yang paling esensial dalam mengimplementasikan 

kebijakan adalah staf. Sumberdaya yang efektif tidak hanya dinilai dari sisi 

jumlah staf namun juga kompetensi atau kecakapan sumber daya manusianya". 

Demikian juga fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program 

harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa 

fasilitas ini mustahil program berjalan dengan baik. 

Selain itu karena tidak ditransmisikannya kebijakan yang seharusnya 

disampaikan kepada kelompok sasaran karena tidak mmemiliki anggaran yang 

memadai juga dapat menyebabkan kegagalan dari implemntasi suatu kebijakan. 
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Karena keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target grup) sehingga 

akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan te:tjadi resistensi dari kelompok sasaran 

(Edward III dalam Subarsono, 2013 :90). Sehingga menyebabkan tidak 

tertransmisikannya prospek usaha kepada pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, 

kebijakan penanaman modal tidak disosialisasikan, dan kegiatan bimbungan 

kepada dunia usaha tidak maksimal dan menyebabkan tidak responsifnya 

perusahan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 

Secara umum faktor komunikasi sudah be:tjalan dengangan baik. tidak ada 

kendala yang berarti, sehingga menyebabkan proses implementasi jadi terhambat. 

Dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh 

implementor dengan jelas, akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah 

yang diberikan sudah konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

diutarakan Edward III (dalam Akib, 2010:5) bahwa "komunikasi suatu program 

hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana". Hal ini 

menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi 

informasi yang disampaikan. Demikian juga dengan koordinasi, dari hasil analisa 

data koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan 

dengan baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat formal maupun informal 

antara pelaksana kebijakan. 
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Sedangkan dari faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator 

ketersediaan Standart Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung 

karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses 

pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian 

tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada 

bulan Oktober 2013. 

Menurut Edwards III ada 2 karakteristik yang dapat meningkatkan kinerja 

struktur birokrasi, yaitu membuat Standard Operating Procedures (SOP) dan 

.fragmentasi ( dalam Hutagalong, 2013 :25). Fragmentasi organisasi adalah 

penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih 

( duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. 

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk membakukan dan mengarahkan 

perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan­

aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya. 

Dengan demikian untuk mendukung implementasi kebijakan SPM 

Bidang Penanaman Modal perlu dilakukan percepatan pembuatan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) karena merupakan acuan/standar bagi pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan. 

Sikap implementor terhadap kebijakan sudah mendukung. Pelaksana tidak 

mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pembuat kebijakan. Dukungan 

pimpinan belum maksimal karena hanya berupa dukungan dalam pelaksanaan 

saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup dan lambannya regulasi 
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peraturan. Dalam hal transparansi , program dan kegiatan telah dilakukan secara 

transparan. Transparansi ini dilakukan dengan mengumumkan program dan 

kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan barang/jasa maupun yang 

dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan sudah dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disposisi merupakan faktor yang bertalian 

dengan watak atau sikap serta komitmen yang hams dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan. Pelaksana tidak hanya hams tahu apa yang hams dikerjakan dan 

memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga mesti memiliki 

kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. Jika para implementor 

bersikap baik atau mendukung suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka 

akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan. Namun sebaliknya, hila tingkah laku atau perspektif implementor 

berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan 

akan sulit (Edward III dalam Tachjan, 2006:83). 

Yang tidak kalah penting hams diperhatikan adalah insentif bagi pelaksana 

karena insentif ini dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan 

untuk melaksanakan perintah dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang 

dikemukakan oleh Edward III (dalam Hutagalong, 2013:25) adalah dengan 

memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan akan menjadi 

faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan perintah dengan 

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi 

(self-interest), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk kedepannya pemberian 

insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini hams dipertimbangkan dalam 

pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan perintah dengan baik. 
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Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam mengimplementasikan 

kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

Untuk dapat melaksanakan implementasi kebijakan SPM Bidang 

Penanaman Modal di Kabupaten Lamandau secara efektif, faktor komunikasi, 

sumberdaya, disposisi maupun struktus birokrasi harus dalam kondisi yang 

sempuma dalam mendukung implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman 

Modal dengan tidak mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mendukung 

maupun menghambat implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. 
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A. SIMPULAN 

BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 

(Studi lmplementasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau), maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yaitu, 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Stan dar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi 

dan Kabupaten/Kota pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sampai tahun 2013 belum 

terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal. Dengan demikian belum mendukung implementasi SPM 

bidang penanaman modal karena belum mencapai tujuan dan sasaran yang 

dikehendaki. 

' Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi 

indikator-indikator SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah: 
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a. Faktor Komunikasi 

Indikator-indikator dari faktor komunikasi yang mendukung penerapan 

indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator 

kejelasan, konsistensi, dan koordinasi. Pelaksana telah mendapatkan 

kejelasan tujuan dan sasaran dari SPM bidang penanaman modal, sudah 

konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan sudah melakukan koordinasi 

dengan dinas terkait. Untuk indikator transmisi sudah mendukung untuk 

implementor kebijakan tatapi tidak untuk kelompok sasaran. Dengan 

demikian indikator transmisi ini menghambat penerapan SPM bidang 

penanaman modal, karena tidak tertransmisikanya prospek usaha kepada 

pengusaha tingkat Provinsi/Nasional, bimbingan kegiatan penanaman modal 

dan kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 

b. Faktor Sumberdaya 

Indikator-indikator dari faktor sumberdaya yang mendukung penerapan 

indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator 

informasi, pelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sedangkan 

yang menghambat adalah indikator jumlah staf dan keahlian, wewenang, dan 

fasilitas. Karena jumlah staf sedikit, belum ada wewenang untuk 

mengeluarkan izin investasi dan anggaran tidak cukup memadai untuk 

malaksanakan semua kegiatan dalam SPM bidang penanaman modal. 

c. Faktor Disposisi 

Indikator-indikator dari faktor disposisi yang mendukung penerapan 

indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal adalah indikator sikap 

implementor terhadap kebijakan yang tidak mempunyai pandangan yang 
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bertentangan dengan dengan pembuat kebijakan, dan transparansi karena 

kegiatan telah diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Sedangkan yang menghambat adalah indikator 

insentif bagi pelaksana keb~jakan karena tidak ada insentif khusus dan 

dukungan pimpinan khususnya dalam regulasi peraturan dan dana untuk 

pelaksanaan kegiatan. 

d. Faktor Struktur Birokrasi 

lndikator-indikator dari faktor struktur birokrasi yaitu indikator ketersediaan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi belum mendukung 

penerapan indikator-indikator dari SPM bidang penanaman modal dalam hal 

ini adalah ketidaktersedian SOP dan lambannya pengesahan peraturan Bupati 

tentang pelimpahan kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, 

fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal Kabupaten Lamandau. 

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor lain yang mempengaruhi proses 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Faktor-faktor lain yang 

mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman ModaL adalah: 

a. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal finansial untuk daerah yang 

mempunyai dana pembangunan terbatas seperti Kabupaten Lamandau untuk 

mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 
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b. Dukungan dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia agar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam bidang penanaman 

modal atau yang dipersyaratkan dalam SPM Bidang Penanaman Modal. 

Sedangkan faktor-faktor lain yang menghambat implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal di Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

ModaL adalah: 

a. lndikator-indikator dalam SPM cukup berat dalam pencapman targetnya 

karena membebani keuangan daerah dalam merealisasikannya. Sehingga 

perlu disederhanakan indikator-indikatomya supaya agar lebih mudah 

direalisasikan/ lebih mudah dilaksanakan dengan tidak membebani keuangan 

daerah dalam pencapaian targetnya. Karena untuk melaksanakan 1 indikator 

banyak kegiatan yang harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. 

b. Ketidakberadaan kantor-kantor perusahaan di ibukota pemerintahan 

Kabupaten (Nanga Bulik) dan tidak responsifnya pihak perusahaan dalam 

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menyulitkan 

dalam melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan. maka untuk 

mengoptimalkan faktor-faktor yang menghambat yang ditemukan dalam proses 

implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Untuk mempercepat pencapaian target SPM Bidang Penanaman Modal pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar 

sesuai dengan kompetensi/kualifikasi yang diperlukan dan dari sisi finansial 

perlu dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri, Badan 

Koordinasi Penanaman Modal maupun Pemerintah Provinsi, mengingat 

Kabupaten Lamandau memiliki dana pembangunan yang terbatas. Demikian 

juga dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang mempunyai permasalahan yang serupa. Sedangkan 

untuk Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu memperioritaskan penambahan 

jumlah staf sesuai dengan kompetensi/kualifikasi sumberdaya manusia yang 

diperlukan dalam pelaksanaan SPM Bidang Penananaman Modal pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

2. Untuk faktor komunikasi, yang harus segera ditingkatkan adalah indikator 

transmisi sehingga dalam bentuk sosialisasi maupun fasilitasi, sehingga 

kebijakan penanaman modal dapat diketahui oleh kelompok sasaran sehingga 

akan mengurangi distrosi implementasi kebijakan. 

3. Untuk faktor sumber daya, yang harus segera ditingkatkan adalah 

penambahan jumlah staf dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan 

meningkatkan finansial/anggaran pelaksanaan program kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam SPM Bidang 

Penanaman Modal. Demikian juga dengan kewenangan untuk pelaksanaan 

implementasi dipercepat peraturan pelimpahan kewenangannya. 
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4. Untuk faktor disposisi, yang harus ditingkatkan adalah insentifbagi pelaksana 

kebijakan sehingga menjadi faktor pendorong yang membuat implementor 

melaksanakan perintah dengan baik dan dukungan pimpinan dalarn hal 

pemberian dana maupun regulasi peraturan. 

5. Untuk faktor struktur birokrasi, yang mendesak untuk segera dilakukan 

adalah percepatan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena 

merupakan acuan/standar bagi pelaksana SPM Bidang Penanarnan Modal 

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji SPM Bidang 

Penanarnan Modal apakah indikator-indikatomya perlu di sederhanakan agar 

lebih mudah dilaksanakan dan dalarn pelaksanaanya tidak membebani 

anggaran daerah. Karena untuk melaksanakan 1 indikator banyak kegiatan yang 

harus dilakukan dan diperlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

7. Diperlukan payung hukurn yang lebih kuat agar pelaksana kebijakan 

memiliki kewenangan dalarn menuntut kelompok sasaran dari implementasi 

SPM Bidang Penanarnan Modal agar memenuhi kewajibannya. 
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LAMPIRAN 1. 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN 

PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU 

KAPALA BADAN 

I 
J SEKRETARIAT 
I 

KELOMPOK JABATAN I FUNGSIONAL 

SUBBAG PERENCANAAN DAN SUB BAG 
PENGENDALIAN PROGRAM KEUANGAN 

I I 

UNIVERSITAS TERBUKA 

I 
SUBBAG UMUM, PEPEGAWAIAN 

DAN PERLENGKAPAN 

BIDANG PENGADUAN BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL 
ATAS LAYANAN PERIZINAN DASAR LANJUTAN DAN STRATEGIS 

I I I 
TIM TEKNIS TIMTEKNIS I TIM TEKNIS SUB BIDANG PENGEMBANGAN 

- DAN PROMOSIINVESTASI 

UPTB - SUB BIDANG PENGAWASAN 
DAN PENGENDALIAN INVESTASI 
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LAMPIRAN2 

PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG PENANAMAN MODAL PADA BADAN PERIZINAN TERPADU 
DAN PENANAMAN MODAL KABUP ATEN LAMANDAU T AHUN 2013. 

NO 

1. 

Jenis Pelayanan 
Dasar 

Kebijakan 
Penanaman Modal 

Standar Pelayanan Minimal 

lndikator 

Tersedianya informasi peluang 
usaha sektor I bidang usaha 
unggulan 

Nilai 

1 (satu) 
(sektor I 
bidang 

usaha!thn 

2. Kerjasama Terselenggaranya fasilitas I (satu) 
Penanaman Modal pemerintah daerah dalam rangka kalilthn 

kerjasama kemitraan antara Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah dan 
Koperasi tingkat Kebupaten 
dengan pengusaha tingkat 
Provinsilnasional 

3. Promosi Terselenggaranya promosi I (satu) 
Penanaman Modal peluang penanaman modal kali!thn 

Kabupaten 

4. Pelayanan 
Penanaman Modal 

5. Pengendalian 
pelaksanaan 
Penanaman Modal 

6. 

7. 

Pengelolaan data 
dan Sistem 
Informasi 
Penanaman Modal 

Penyebarluasan, 
pendidikan dan 
pelatihan 
Penanaman Modal 

Ter_s~lenggaranya pelayanan I 00% 
penzman dan nonperizinan 
bidang penanaman modal melalui 
PTSP di bidang Penanaman: 
Pendaftaran Penanaman Modal 
Dalam Negeri, Izin Prinsip 
Penanaman Modal Dalam Negen, 
Izin Usaha Penanaman Modal 
Dalam Negeri, Tanda Daftar 
Perusahaan, Surat Izin Usaha 
Perdagangan, Perpanjangan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing (IMTA) yang bekerja di 
Kabupaten sesuai kewenangan 
pemerintah kabupaten 

Terselenggaranya bimbingan I (satu) 
pelaksanaan kegiatan penanaman kalilthn 
modal kepada masyarakat dunia 
us aha 

Terimplementasinya 
Pelayanan Informasi 
Perizinan Investasi 
Elektronik (SPIPISE) 

Sistem 
dan 

Secara 

Terselenggaranya sosialisasi 
kebijakan penanaman modal 
kepada masyarakat dunia usaha 

IOO% 

1 (satu) 
kalilthn 

Batas 
Wakto 
Penca­
paian 

(Taboo) 

2014 

2014 

2014 

Penca­
paian 

s/d 
Tahun 
20l3 
(%) 

100% 

3 Kali 

20I4 Tidak 
ada izin 
yg 
dikelu­
arkan 

1 (satu) 50% 
kali! 
tahun 

2014 50% 

2014 

Somber. Laporan Pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Badan Pe1ayanan Perizinan 
Terpado dan Penanaman Modal Kabopaten Lamandao Taboo 2013 
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LAMPIRAN3. 

PEDOMAN W A W ANCARA 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ? 
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8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan/tugas? 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal?. Jika belum memadai, apa saja yang dinilai 

masih kurang, mohon dijelaskan? 

12. Bagaimana tanggapan Bapak/lbu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya? 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal m1 yang menjadi tugas Bapakllbu untuk 

mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM Bidang 

Penanaman Modal di BPPTPM? 

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 
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16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

18. Menurut Bapak/lbu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati!Kepala Badan). 

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 
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TRANSKRIP W A WANCARA 

INFORMAN: 

KABID Penanaman Modal/Ibu Norita Indahyanie, SE, M.A.P. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

SP M Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh BKP M baik 

tujuan maupun sasaran. Pihak BKP M mengundang baik yang di Propinsi at au 

kabupaten yang biasanya dilakukan di Jakarta. Yang memberikan sosialisasi 

yaitu deputi penanaman modal BKP M. 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

Pihak BKPM sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum, 

apa yang dilaksanakan oleh pelaksana SP M Bidang Penanaman Modal. 

Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk peraturan. Tetapi seringkali 

apabi/a ada pertemuan sural undangan diterima waktunya sudah terlambat 

sehingga tidak sempat diikuti kegiatannya. 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 
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Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan 

melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun 

sasaran pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal. 

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SP M Bidang Penanaman Modal 

Di BPPTPM sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. 

5. Apakah ada pertemuan an tara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

Sudah dilakukan pertemuan secara rutin. Selama ini masih di koordinasi oleh 

bagian ekonomi Setda Kabupaten Lamandau 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM jumlahnya 

belum mencukupi. 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika bel urn dimana kekurangannya? 

Demikian juga dengan kualitasnya belum memadai. Untuk diBidang 

Penanaman Modal seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang 

pendidikan dibidang ekonomi (Sarjana ekonomi). Untuk menambah keahlian 

pelaksana diikutkan diklat yang diselenggarakan oleh BKP M Di BP PTP M 

pelaksana yang telah mengikuti diklat sebanyak 2 orang. 
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8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

Dalam pendelegasian pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal di 

BP PTP M telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan 

yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas. 

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuanltugas? 

Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan peraturan 

Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman modal 

dilakukan oleh bagian Ekonomi Setda Kabuapten Lamandau. Segala 

sesuatunya harus berkoordinasi dengan bagian ekonomi Setda. 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika 

dilihat dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini 

memerlukan dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari APBD. 

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal?. Jika be1um memadai, apa saja yang dinilai 

masih kurang, mohon dijelaskan? 
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Sarana dan prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan 

lengkap. BP PTP M bel urn memi/iki hak akses untuk masuk ke aplikasi BKP M 

(SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan SPIPISE yang merupakan 

bagian dari SP M 

12. Bagaimana tanggapan Bapak/lbu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya? 

Saya mendukung sepenuhnya, karena SP M penanaman modal ini bisa untuk 

mengukur kinerja. 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/lbu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal 1m yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk 

mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

Secara umum yang menjadi tugas saya sudah dipahami dalam 

mengimplementasikan SP M Bidang Penanaman Modal 

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ? 

Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam 

pelaksanaan, sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait 

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 

Selama ini insentif untuk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM belum ada. Kedepannya akan 

diusahakan ada tambahan penghasilan 
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16. Apakah dalam pelaksanaan programlkegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

Dalam pelaksanaan programlkegiatan SP M bidang penanaman telah 

di/akukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara 

periodik belum dilakukan. Untuk tata cara pelaporan ini ada disosialisasikan 

tetapi karena keterlambatan menerima undangan dari BKP M maka acara 

tersebut tidak diikuti. Setiap bulan ada dibuat realisasi belanja /angsung dan 

tidak langsung 

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM 

Bidang Penanaman Modal ini, kurangnya kua/itas pelaksana, jumlah SDM 

terbatas, dan anggaran/biaya kurang memadai. 

Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kegiatan kerjasama penanaman 

modal(tidak direncanakan kegiatannya dalam DPA). Pelayanan perizinan 

investasi belum ada karena BP PTP M belum memiliki hak akses ke sistem 

pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SP IP ISE). 

Sarana pendukungnya baru direalisasikan tahun 2013. Untuk bimbingan 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal, ini dikarenakan perusahaan­

perusahaan tidak memi/iki kantor di Nanga Bulik sehingga sulit dilakukan. 

Mereka juga tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

secara rutin (LKP M disampaikan ke BKP M, dan BP PTP M di diberi 

salinannya). Kalaupun menyampaikan laporan apabila ada yang diurus saja. 
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SPIPISE sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013. Sehingga 

BP PTP M be/urn memiliki hak akses ke SP IP JSE yang servernya ada di 

BKP M Be/urn tersedia anggaran untuk mensosialisaikan kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (Tidak dibuat kegiatan 

untuk soaialisasi kebijakan penanaman modal). 

18. Menurut Bapakllbu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

Car a mengatasi faktor-faktor yang merifadi penghambat; 

Menambah pegawai yang memiliki kompetensi, mengirimkan pegawai untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanaman 

modal. 

Anggaran untuk program/kegiatan ditingkatkan. 

Regulasi untuk mendukung pelaksanaan SP Mini dipercepat dan diperjelas. 

Sarana dan prasarana yang diperlukan dilengkapi. 

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

SOP be/urn ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di 

BPPTPM. 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturanlkeputusan (Bupati/Kepala Badan). 

Tugas melaksanakan SP M Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur 

dengan peraturan Bupati Nomor 37tahun 2012 tentang penyelenggaraan 

PTSP di BP PTP M Kabupaten Lamandau. 
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21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Sudah ada Topoksi/peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing pelaksana (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang 

tug as pokok, fungsi dan uraian tug as BP PTP M Kabupaten Lamandau). 

22. Faktor apa menurut bapak/lbu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Komitmen pelaksana untuk melaksanakan SP M Bidang Penanaman Modal. 

Dengan cara mentaati dan melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam 

mencapai tujuan maupun sasaran SP M Bidang Penanaman Modal. 

Untuk informasi peluang usaha unggulan dilakukan dengan membuat brosur 

saja. Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti 

pameran-pameran. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 189 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

INFORMAN: 

KASUBBID Pengembangan dan Promosi Investasi/Bapak Kartono, SE. 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

BKPM sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran dan tujuan 

SP M Bidang Penanaman Modal. lnformasi diberikan dengan car a 

mengundang pihak terkait yang biasanya dilaksanakan di Jakarta/Provinsi 

untuk kemudian disosialisasikan. 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penj elasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang hams dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

BKP M sudah memberikan pedoman umum untuk pelaksanaan SP M Bidang 

Penanaman Modal. Pedoman umum berupa Perka/buku pedoman. Tetapi 

untuk acara sosialisasinya saya belum pernah mengikuti .. 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 

Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal 

maupun horizontal sudah melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam 

mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SP M Bidang Penanaman 

Modal. 
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4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SP M Bidang Penanaman Modal 

Di BP PTP M sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. 

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

Sepengetahuan saya pertemuan secara resmi belum ada. 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara kuantitas 

belum mencukupi. 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya? 

Secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai, karena telah memiliki 

sertifikat yang diberikan oleh BKPM ( pelaksana telah mengikuti diklat 

penanaman modal). 

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan. 
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9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan/tugas? 

Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan dalam untuk mencapai tujuan 

dan tugas. 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman 

Modal belum mencukupi. Dananya diperoleh dari AP BD. 

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika bel urn memadai , apa saja yang dinilai 

masih kurang, mohon dijelaskan? 

Sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SP M ini sudah 

mencukupi walau masih ada kekurangan seperti a/at transportasi (mobil 

operasional). Mobil operasional diperlukan untuk melakukan pengendalian 

pelaksanaan penanaman modal. 

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya? 

Saya mendukung sepenuhnya, karena dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan pekerjaan 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal m1 yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk 
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mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

Secara umum mengimplementasikan SP M ini berdasarkan tupoksi saya 

sebagai Kasubbid. 

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ? 

Dukungan pimpinan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan SPM ini, 

karena merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. 

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 

Untuk insentif, selama ini kami belum mendapatkan insentif dalam 

pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal di BP PTP M 

16. Apakah dalam pelaksanaan program/kegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

Dalam pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan secara transparan. 

Telah diumumkan melalui website LKPP dengan melakukan pengumuman 

pengadaan barang/jasa maupun yang dilakukan secara swkelola. Laporan 

perkembangan dan kendala belum dilakukan secara periodik. 

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM 

Bidang Penanaman Modal ini, kurangnya personil (tenaga), tidak ada a/at 
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transportasi, untuk melakukan monitoring agak kesulitan karena pihak 

perusahaan tidak responsif dalam menyampaikan laporan/tidak rutin. 

Belum ada payung hukum untuk melaksanakan fasilitasi kegiatan kerjasama 

penanaman modal (I'idak ada dalam kegiatan untuk melaksanakannya). 

Pelayanan perizinan investasi belum ada karena BP PTP M belum 

mendapatkan pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan izin (izin 

investasi). Selama ini dilakukan oleh bagian ekonomi Setda, sedangkan IMT A 

(lzin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing) di Nakertrans Pelimpahan 

wewenang baru ada tahun 2013 (bulan Oktober ). Untuk bimbingan 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal, tidak memiliki anggaran yang 

cukuplmemadai dan tidak memiliki kendaraan operasional dalam 

melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia us aha. Untuk SP IP ISE belum memiliki hak akses ke 

SPIPISE, sarana pendukung baru direalisasikan tahun 2013 sekarang baru 

diajukan permintaan hak akses. Untuk mensosialisasikan kebijakan 

penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha, tidak memiliki 

anggaran(kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 

masyarakat dunia usahatidak ada). 

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

Cara mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat; 

Memaksimal tenaga yang ada dan mengadakan a/at transportasi (mobil 

operasional). 
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19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan 

SOP tersebut. 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturanlkeputusan (Bupati!Kepala Badan). 

Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan PTSP di BP PTP M Kabupaten Lamandau. 

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Sudah ada wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana dan 

sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas 

pokok, fungsi dan uraian tug as BP PTP M Kabupaten Lamandau. 

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Komitmen para pelaksana mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam 

melaksanakan SP Mini. 

Sudah dilakukan lnformasi peluang usaha dengan membuat brosur. 

Informasi peluang usaha ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana 

yang ada hanya cukup untuk mencetak brosur. Tahun yang lalu kami 

membuat brosur peluang investasi budidaya gaharu. Sedangkan promosi 

penanaman modal juga tidak ada hambatan, sudah dilakukan dengan 

mengikuti pameran-pameran. 
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INFORMAN: 

PELAKSANA BID. PENANAMAN MODAL/Bapak lkhwanudin Akbar, S.Kom 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKPM Perka ini kemudian diturunkan 

lagi ke Perbub. 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ?. Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas. Peraturan­

peraturan yang lain nya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan yang 

lainnya. 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 

Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada masyarakat 

tidak maksimal 

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

Koordinasi sudah baik 
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5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

Sudah ada pertemuan antara instansi. 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

Secara kuantitas masih be/urn memadai 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ? 

Secara kualitas masih kurang memadai. 

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan. 

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan/tugas? 

Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Lamandau. 
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11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang 

pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika bel urn memadai , apa 

saja yang dinilai masih kurang, mohon dijelaskan? 

Masih kurang juga. 

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya? 

Saya mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal 1m yang menjadi tugas Bapak/lbu untuk 

mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

Sudah memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal 

terse but 

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ? 

Pasti ada karena kebijakan berasal dari atas. 

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 

Tidak ada Insentif. 

16. Apakah dalam pelaksanaan programlkegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

Sudah dilakukan secara transparan. Be fum dibuat laporan secara periodik 
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17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimp/ementasikan SPM 

Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia. Tidak ada kegiatan 

tahun 2014 untuk memfasilitasi kerja sama kemitraan antara usaha mikro, 

kecil, menengah dan koperasi tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat 

provinsi dan nasional . Belum memiliki hak akses untuk pelayanan perizinan. 

Belum ada kegiatan bimbingan secara maksimal. Belum memiliki hak akses 

ke SP IP IS E. Belum ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 

kebijakan penanaman modal kepada masyarakat. (kegiatan sosialisasi tidak 

direncanakan, tidak ada kegiatannya ). 

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

Cara mengatasi kendala untuk SDM melalui diktat 

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturanlkeputusan (Bupati/Kepala Badan). 

Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan PTSP di BP PTP M Kabupaten Lamandau. 

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 
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Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja 

(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan 

uraian tug as BP PTP M Kabupaten Lamandau). 

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Sarana dan prasarana, jaringan internet, kantor. Menginformasikan peluang 

usaha sudah dibuat brosur budidaya gaharu. Mengikuti pameran untuk 

mempromosikan peluang penanaman modal di Kabupaten lamandau. 
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INFORMAN: 

KABID Pel. Perizinan Lanjutan dan Strategis/ Bapak Yohhan Orlando, S.Hut 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh BKPM baik 

tujuan maupun sasaran. Biasanya pihak BKP M mengundang instansi 

penanaman modal di Provinsi maupun Kabupaten. Biasanya yang mengikuti 

dari bidang penanaman modal. 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

Pihak BKP M sudah memberikan penjelasan dalam bentuk pedoman umum, 

yang harus dilaksanakan pelaksana SP M Bidang Penanaman Modal. 

Kejelasan pedoman umum ini dalam bentuk Perka BKP M 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 

Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati dan 

melaksanakan sesuai yang diperintahkan dalam SPM Bidang Penanaman 

Modal. 
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4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

Koordinasi antara bidang dengan pelaksaaan SPM Bidang Penanaman Modal 

Di BP PTP M sudah saling mendukung dan berjalan dengan baik. Seperti saya 

dalam hal ini berkaitan dengan izin-izin yang dibuat oleh perusahaan yang 

akan berinvestasi. 

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

Sudah ada pertemuan secara rutin. Pada tahun 2013 masih di koordinasi oleh 

bagian ekonomi Setda Kabupaten Lamandau 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM masih 

belum cukup. Dibidang penanaman modal ada 4 personi/, 1 kabid, 1 kasubbid 

dan 2 orang pelaksana. Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya 

tim teknis tetapi be/urn terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di 

BPPTPM 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya? 

Secara kualitas masih be/urn mencukupi, sebagian besar staf pendidikannya 

hanya dari sekolah menengah umum. Hanya pejabat struktural nya yang 
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mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang pendidikannya hanya 

sampai sekolah menengah. 

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

Dalam pendelegasiannya telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas 

kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa 

saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas. 

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan/tugas? 

Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 2013 

yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan 

pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa 

administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain 

yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh 

dariAPBD. 

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal?. Jika belum memadai, apa saja yang dinilai 

masih kurang, mohon dijelaskan? 
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Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua 

sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double 

gardan, mengingat kondisi jalan yang kurang baik, adanya kendaraan ini 

akan memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan. 

12. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah menduk.ung sepenuhnya? Apa alasannya? 

Saya mendukung sepenuhnya, karena SP M penanaman modal ini juga 

merupakan acuanlpanduan untuk bekerja. 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal m1 yang menjadi tugas Bapak/Ibu untuk. 

mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

Saya sudah memahami dalam mengimplementasikan SP M Bidang 

Penanaman Modal sesuai dengan tugas pokok saya. 

14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ? 

Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, 

maupun Sekda sudah mendukung. SP M ini juga merupakan sa/ah satu syarat 

yang diukur dalam kepemerintahan yang baik. 

15. Apakah ada insentif untuk. tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 

Kami belum diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan. Yang saya 

tahu di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi sudah diberikan 

insentif 
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16. Apakah dalam pelaksanaan programlkegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

Pelaksanaan programlkegiatan SPM Bidang Penanaman Modal Ielah 

dilakukan secara transparan. Laporan perkembangan dan kendala secara 

periodik belum dilakukan belum dilakukan , biasanya untuk khusus bidang 

penanaman modal dilakukan setiap semester. Secara global laporan dibuat 

laporan tiap bulan berupa belanja langsung maupun tidak langsung. 

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Yang paling besar yang menjadi hambatan adalah anggaran untuk 

pelaksanan kegiatan dan sumberdaya manusianya, seperti fasilitasi kegiatan 

kerjasama untuk kemitraan tidak ada anggarannya sehingga tidak 

direncanakan dalam programlkegiatan, Pelayanan perizinan investasi belum 

diberi hak akses dari BKP M karena sarana pendukungnya baru diadakan 

tahun 2013. Untuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 

karena perusahaan tidak menyampaikan (laporan) secara rutin sehingga 

sulit untuk monitoringnnya, untuk mendatangi perusahaan tersebut 

terkendala dengan a/at trasportasi yang tidak tersedia. Untuk SP IP ISE 

peralatan pendukung baru ada tahun 2013, sehingga belum memiliki hak 

akses ke SP IP ISE yang servernya ada di BKP M Kegiatan sosialisasi juga 

tidak dilakukan karena tidak dianggarkan tidak ada kegiatannya. Dana yang 

ada tidak cukup untuk melaksanakannya. 
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18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

Untuk mengatasi dengan cara memenuhi apa saja yang kurang dalam 

melaksanakan SP M terse but. Menurut saya perlu penyederhanaan indikator­

indikator dari SP M Bidang Penanaman Modal sehingga lebih mudah 

direalisasikan, lebih mudah dalam pencapaian target-target yang ditetapkan. 

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

Kami belum memiliki SOP. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk 

disahkan. 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturan/keputusan (Bupati/Kepala Badan). 

Sudah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan PTSP di BPPTPM Kabupaten Lamandau. 

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Topoksi mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana 

sudah diatur dengan Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas 

pokok, fungsi dan uraian tug as BP PTP M Kabupaten Lamandau. 

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Promosi penanaman modal sudah dilakukan dengan mengikuti pameran­

pameran. Informasi peluang usaha unggulan sudah dilakukan dengan 

membuat brosur mengenai budidaya gaharu. 
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Untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dukungan dari BKPM dalam 

meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksana SP M Bidang Penanaman 

Modal dengan dana untuk pendidikan dan pelatihan dibebankan kepada 

BKP M, jadi Pemerintah Daerah hanya mengirimkan personil saja. 
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INFORMAN: 

KEPALA BADAN /Bapak Drs. H. Adi Kasuma 

1. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pembuat SPM Bidang 

Penanaman Modal sudah memberikan informasi yang jelas mengenai sasaran 

dan tujuan SPM Bidang Penanaman Modal ? Jika sudah bagaimana informasi 

tersebut diberikan. 

Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah 

mengikutinya, tetapi dari dalam peraturan sudah jelas. Ada undangan untuk 

mengikuti sosialisasi yang diadakan BKP M 

2. Apakah Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah memberikan penjelasan 

dalam bentuk pedoman umum apa yang harus dilaksanakan oleh pelaksana 

SPM Bidang Penanaman Modal ? . Jika sudah bagaimana kejelasan pedoman 

umum tersebut. 

Berdasarkan peraturan yang ada sudah dijelaskan. 

3. apakah semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti mentaati 

dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai tujuan 

maupun sasaran pelaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal ? 

Sudah konsisten. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam 

melaksanakan SP M Bidang Penanaman Modal untuk mencapai tujuan maupun 

sasarannya. 

4. Bagaimana koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal di BPPTPM. Apakah sudah saling mendukung dan berjalan 

dengan baik ? 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 208 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



UNIVERSITAS TERBUKA 

Koordinasi antara bidang sudah cukup baik, Cuma dalam pelaksanaannya 

masih ada kendala, seperti lambatnya peraturan-peraturan yang diperlukan 

dalam pelaksanaan. (Peraturan kewenangan, tupoksi). 

5. Apakah ada pertemuan antara instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal. Kalau ya apakah ada pertemuan yang 

dilakukan secara rutin? 

Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang dipimpin 

oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda. 

6. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kuantitas sudah mencukupi? 

SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari SKP D 

lain. 

7. Apakah SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di BPPTPM secara 

kualitas sudah memadai? Jika belum dimana kekurangannya ? 

Saya kira kualitas SDM di BPPTPM belum memadai. 

8. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada 

bawahan? 

Sudah menetapkan dan memberikan tujuan I tugas yang jelas kepada 

bawahan. 

9. Apakah dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 

BPPTPM telah melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan/tugas? 
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Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan dan tugas dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman 

Modal. 

10. Bagaimana dengan kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM 

bidang Penanaman Modal? Apakah jumlahnya sudah mencukupi dan darimana 

saja Dananya diperoleh? 

Mengenai anggaran belum mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari AP BD 

Kabupaten Lamandau. 

11. Bagaimana dengan kondisi sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan 

SPM Bidang Penanaman Modal?. Jika belum memadai, apa saja yang dinilai 

masih kurang, mohon dijelaskan? 

Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan SP Mini sudah 

cukup memadai. 

12. Bagaimana tanggapan Bapakllbu dengan adanya SPM Bidang Penanaman 

Modal ini. Apakah mendukung sepenuhnya? Apa alasannya? 

Saya mendukung dengan adanya SPM Bidang Penanaman Modal. Karena 

dengan adanya SP M ini tupoksi mulai jalan, ada peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

13. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu secara umum mengenai SPM Bidang 

Penanaman Modal mt yang menjadi tugas Bapakllbu untuk 

mengimlementasikannya?. Jika belum paham hal-hal apa saja yang belum 

dipahami? 

Secara umum sudah paham, karena berhubungan dengan tupoksi. 
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14. Apakah faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM ? 

Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Bupati 

membuat sur at supaya mempercepat pelaksanaan SP M Bidang Penanaman 

Modal. 

15. Apakah ada insentif untuk tambahan penghasilan dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal di BPPTPM? 

Insentif bel urn ada. 

16. Apakah dalam pelaksanaan programlkegiatan SPM Bidang Penanaman 

Modal di BPPTPM telah dilakukan secara transparan dan dibuat laporan 

perkembangan dan kendala secara periodik? 

Programlkegiatan sudah dilakukan secara trans par an. Dan /aporan fisik dan 

keuangan secara periodik sudah dilaksanakan. 

17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimlementasikan 

SPM Bidang Penanaman Modal ini? 

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPM 

Bidang Penanaman Modal ini, sumberdaya manusia, dana/anggaran, sarana 

dan prasarana. Belum tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerja sama 

kemitraan. Tidak dibuat perencanaan kegiatannya dalam DP A. Anggaran 

yang ada belum mencukupi untuk melaksanakannya. Belum mempunyai 

kewenangan untuk mengeluarkan izin. Anggaran tidak mencukupi untuk 

melakukan bimbingan secara maksimal. Sampai saat ini belum memiliki hak 

akses ke SP IP IS E. Bel urn tersedia anggaran untuk melaksanakan kegiatan 
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sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat sehingga tidak 

direncanakan kegiatannya. 

18. Menurut Bapak/Ibu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? 

Car a mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat; 

Mengusulkan kepada Bupati untuk penambahan SDM maupun Anggaran. 

Mungkin perlu lagi mengkaji isi kebijakan dari SPM ini sehingga lebih 

mudah dalam pencapaian indikator-indikatornya, sehingga tidak membebani 

daerah. 

19. Apakah BPPTPM telah mempunyai SOP yang jelas dalam melaksanakan 

SPM Bidang Penanaman Modal? 

SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. 

Sekarang masih dalam proses. 

20. Apakah tugas dalam melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah 

diatur dalam peraturanlkeputusan (Bupati/Kepala Badan). 

Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan PTSP di BP PTP M Kabupaten Lamandau. 

21. Apakah sudah ada tupoksi atau aturan lain mengenai wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing pelaksana?Jika sudah ada, apakah sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada. 

Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja 

(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan 

uraian tugas BP PTP M Kabupaten Lamandau). 

22. Faktor apa menurut bapak/Ibu yang paling penting dalam mendukung 

keberhasilan implementasi SPM Bidang Penanaman Modal ini? 
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Kegiatan untuk informasi peluang usaha unggulan sudah mencapai target. 

Anggaran yang ada ini di bagi-bagi untuk banyak kegiatan karena kegiatan 

yang lain juga harus dilakukan. Biar semuanya jalan, biar kegiatan 

semuanya ada dananya. Makanya untuk kegiatan peluang iriformasi investasi 

ini sementara hanya membuat brosur saja. Promosi penanaman modal juga 

sudah tercapai, untuk promosi peluang penanaman modal biasanya kami 

mengikuti pameran-pameran yang diadakan di provinsi maupun diluar 

provinsi. Untuk pameran tingkat provinsi maupun skala Nasional di 

koordinir oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

Sistem sudah adalberjalan, Cuma SDM yang belum memadailmencukupi. 

Untuk daerah-daerah yang mempunyai dana pembangunan terbatas perlu 

dukungan dana dari pusat misalnya Kementrian Dalam Negeri atau BKPM'. 
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LAMPIRAN5. 

PENYAJIAN DATA, ANALISA DATA, DAN PEMBAHASAN FAKTOR­
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT BERDASARKAN TEORI 
EDWARD III 

a. Penyajian Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat 
Berdasarkan Teori George C. Edward III 

Menurut George C. Edward III, ada empat faktor yang merupakan syarat 

utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, 

disposisi/sikap dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat 

faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. 

1) Faktor Komunikasi 

Ada 3 hal penting dalam proses komunikasi yaitu proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. 

Penyampaian informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman 

Modal sudah dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seperti yang 

dikatakan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman 

Modal dalam wawancara 23 April 2014 : 

Sudah diinformasikan. Dari pusat sudah ada pengarahan. Saya belum pernah 
mengikutinya. Tetapi dari dalam peraturan sudah jelas, berdasarkan peraturan 
yang ada sudah dijelaskan. Semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten 
dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal 
untuk mencapai tujuan maupun sasarannya. Koordinasi antara bidang sudah 
cukup baik. Sudah sering dilakukan pertemuan antara instansi secara rutin yang 
di pimpin oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah. (Wawancara 23 
April 2014). 

Seperti juga yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal, 

dalam wawancara tanggal14 April2014 sebagai berikut: 

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik 
tujuan maupun sasarannya. Sudah memberikan penjelasan, pedoman umum 
maupun panduan operasional. Dan semua pihak yang berkepentingan sudah 
konsisten dalam arti mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang 
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diperintahkan dalam mencapai tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman 
Modal. Koordinasi antar hi dang dengan pelaksanaan SP M Bidang Penanaman 
Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah 
saling mendukung dan berjalan dengan baik, juga sudah dilakukan pertemuan 
secara rutin. 

Pemyataan dari Kepala Badan dan Kepala Bidang Penanaman Modal ini 

dibenarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau yang mengatakan bahwa proses komunikasi dalam pelaksanaan SPM 

Bidang Penanaman Modal sudah berjalan dengan baik, berikut petikan 

wawancaranya : 

SPM Bidang Penanaman Modal sudah disosialisasikan oleh pihak BKPM baik 
tujuan maupun sasarannya. Penjelasan sudah diberikan, sudah ada panduan 
operasionalnya, semua pihak yang berkepentingan sudah konsisten dalam arti 
mentaati dan melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam mencapai 
tujuan maupun sasaran SPM Bidang Penanaman Modal. Antara bidang sudah 
berkoordinasi dengan baik dan sudah dilakukan pertemuan baik secara formal 
maupun informal. (W awancara 21 April 20 14). 

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan dan Promosi Investasi bahwa proses komunikasi telah berjalan 

dengan baik, berikut petikannya: 

BKP M sudah memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan sasaran 
SP M Bidang Penanaman Modal, sudah memberikan panduan umum. Semua 
pihak yang berkepentingan sudah konsisten baik secara vertikal maupun 
horisontal sudah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan dalam 
mencapai tujuan maupun sasaran pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal. 
Koordinasi antara bidang dengan pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah saling 
mendukung dan berjalan dengan baik (W awancara 14 April 20 14). 

Demikian pula yang diungkapkan oleh Pelaksana Bidang Penanaman 

Modal dalam wawancara 14 April 2014, sebagai berikut: 

Sudah diinformasikan. Melalui Perka BKP M Perka ini kemudian diturunkan lagi 
ke Perbub. Ada diberikan pedoman umum. Sasaran dan tujuan sudah jelas. 
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Peraturan-peraturan yang lainnya adalah mengenai PTSP, UU nomor 27 dan 
yang lainnya. Sudah konsisten semua. Sedangkan pencapaian sasaran pada 
masyarakat tidak maksimal. Koordinasi sudah baik dan Sudah ada pertemuan 
antara instansi. 

2) Faktor Somber Daya 

Faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia baik jumlah maupun 

keahlian, informasi yang relevan, wewenang dan fasilitas berupa sarana prasarana 

dan dana (kondisi keuangan). Terkait dengan implementasi kebijakan SPM 

Bidang Penanaman Modal kondisi sumber daya manusia di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau menurut Kepala 

Bidang Penanaman Modal masih belum mencukupi baik secara kuantitas maupun 

kualitas, berikut petikan wawancaranya; 

Sumber daya manusia pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal jumlahnya belum 
mencukupi, demikian juga dengan keahlian. Untuk dibidang penanaman 
seharusnya pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi 
(sarjana ekonomi) ". (W awancara 14 April 20 14). 

Senada dengan pendapat diatas, Kasubid Pengembangan Promosi dan 

Investasi menyatakan sebagai berikut: 

"SDM pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal secara kuantitas 
belum mencukupi, sedangkan secara kualitas dapat dikatakan sudah memadai, 
karena telah memiliki serti.fikat yang diberikan oleh BKP M (pelaksana telah 
mengikuti diklat Bidang Penanaman Modal)". (Wawancara 14 April2014). 

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal bahwa SDM di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanman Modal Kabupaten Lamandau secara 

kuantitas dan kualitas belum mencukupi. Berikut petikan wawancaranya: 

"Secara kuantitas dan kualitas masih belum memadai". (Wawancara 14 
April 2014). 

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara 23 

April sebagai berikut: 
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"SDM masih belum maksimal. Penambahan pegawai akan diperoleh dari 
SKPD lain. Saya kira kualitas SDM di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal belum memadai". 

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan dan Strategis SDM 

di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanman Modal Kabupaten 

Lamandau baik secara kuantitas maupun kualitas belum cukup dalam wawancara 

21 April2014 sebagai berikut: 

Saya rasa SDM pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal masih belum cukup. Dibidang 
penanaman modal ada 4 personil, 1 kabid, 1 kasubbid dan 2 orang pelaksana. 
Untuk di tempat saya hanya 1 orang staf yang lainnya tim teknis tetapi belum 
terbentuk. Sementara tim teknis diambil dari staff di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal. Secara kualitas masih belum mencukupi, 
sebagian besar staf pendidikannya hanya dari sekolah menengah umum. Hanya 
pejabat struktural nya yang mempunyai pendidikan S-1. Ada juga pejabat yang 
pendidikannya hanya sampai sekolah menengah. 

Sedangkan dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman 

Modal telah di berikan informasi yang relevan seperti yang dikatakan oleh Kepala 

Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis, bahwa: 

Dalam pendelegasian pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan dan 
memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan, telah ada panduan operasional. 
Pelaksana telah diberikan tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus 
dicapai dalam pelaksanaan tug as. (W awancara tanggal 21 April 20 14). 

Pendapat yang senada disampaikan Kepala Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April2014, 

"Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan 
dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Pelaksana telah diberikan 
tugas masing-masing dan apa saja tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan 
tugas". 

Sedangkan Kepala Sub. Bidang Pengembangan dan Promosi Investasi 

dalam wawancara 14 April 2014, mengatakan sebagai berikut: 
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"Dalam pendelegasian pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal telah menetapkan 
dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan ". 

Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam wawancara 14 

April 2014, sebagai berikut: 

"Sudah memberikan petunjuk kepada bawahan ". 

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Badan bahwa dalam 

melaksanakan SPM Bidang Penanaman Modal sudah memberikan petunjuk 

kepada bawahan, berikut petikan wawancaranya: 

"Sudah menetapkan dan memberikan tujuan I tugas yang jelas kepada 
bawahan". (Wawancara 23 Apri/2014). 

Wewenang dalam pelaksanaan program/kegiatan telah diberikan. Tetapi 

dalam pelaksanaan pemberian perizinan penanaman modal baru di berikan pada 

bulan oktober tahun 2013 seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Penanaman 

Modal bahwa: 

"Pelimpahan wewenang baru dilimpahkan pada tahun 2013 dengan 
peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013. Sebelumnya wewenang penanaman 
modal dilakukan oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Lamandau ". 
(Wawancara 14 April 2014). 

Hal yang sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan 

Promosi dan Investasi bahwa: 

"Sekarang ini sudah dilimpahkan wewenang yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan/tugas dalam pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal". 
(Wawancara 14 Apri/2014). 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis mengatakan 

dalam wawancara 21 April 2014, bahwa: 

"Pelaksanaan wewenang baru dilimpahkan pada bulan Oktober tahun 
2013 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2013 ". 
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Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan bahwa dalam 

pelaksanaan SPM Bidang penanaman Modal sudah melimpahkan wewenang yang 

diperlukan. Berikut petikan wawancaranya, 

"Sudah melimpahkan wewenang yang diperlukan ". (W awancara 14 April 
2104). 

Demikian juga juga yang dikatakan oleh Kepala Badan dalam wawancara 

23 April 2014 sebagai berikut: 

"Sekarang ini sudah ada pelimpahan wewenang yang diperlukan dalam 
mencapai tujuan dan tugas dalampelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal". 

Dari sisi fasilitas dimana di dalamnya termasuk dana/finasial dan sarana 

prasarana dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal masih belum 

mencukupi seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan Dan Strategis : 

Mengenai anggaran sepertinya belum cukup, anggaran yang ada di alokasikan 
pada banyak kegiatan yang keberadaannya memang diperlukan, seperti jasa 
administrasi keuangan yang memerlukan dana yang cukup besar dan lain-lain 
yang harus ada dalam administrasi perkantoran. Selama ini dana diperoleh dari 
AP BD. Sarana dan prasarana cukup memadai tetapi belum bisa dianggap semua 
sudah cukup. Yang masih kurang adalah kendaraan operasional double gardan, 
mengingat kondisi }alan yang kurang baik, adanya kendaraan ini akan 
memudahkan kalau kami ada pengecekan maupun monitoring kegiatan. 
(Wawancara 21 Apri/2014). 

Pendapat yang senada dikatakan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April2014. Berikut petikan wawancaranya: 

Anggaran untuk pelaksanaan Bidang penanaman modal masih kurang jika dilihat 
dari indikator-indikator yang harus dicapai. Pelaksanaan SPM ini memerlukan 
dana yang cukup besar. Selama ini dana diperoleh dari AP BD. Sarana dan 
prasarana cukup memadai walaupun belum bisa dikatakan lengkap. Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum memiliki hak akses 
untuk masuk ke aplikasi BKPM (SPIPISE). Hak akses ini untuk menjalankan 
SP IP /SE yang merupakan bagian dari SP M 
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Pendapat yang hampir sama dikatakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan Investasi, sebagai berikut : 

Kondisi keuangan (anggaran) untuk pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal 
belum mencukupi. Dananya diperoleh dari AP BD. Sarana dan prasarana untuk 
penunjang pelaksanaan SP M ini sudah mencukupi walau masih ada kekurangan 
seperti a/at transportasi (mobil operasional). Mobil operasional diperlukan untuk 
melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. (W awancar 14 April 
2014). 

Menurut Pelaksana Bidang Penanaman Modal mengatakan dalam 

wawancaranya sebagai berikut: 

"Masih kurang. Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten 
Lamandau. Sarana dan parasarana masih kurang juga". ( W awancara 14 April 
2014). 

Sedangkan menurut Kepala Badan dalam wawancara 23 April 2014 

mengatakan bahwa sarana dan sarana sudah cukup memadai tetapi anggaran yang 

diperlukan masih kurang. Berikut petikan wawancaranya: 

"Mengenai anggaran belum mencukupi. Anggaran ini diperoleh dari 
APBD Kabupaten Lamandau. Mengenai sarana dan prasarana untuk penunjang 
pelaksanaan SP Mini sudah cukup memadai ". 

3) Faktor Disposisi/Sikap 

Faktor Disposisi/ sikap meliputi sikap pelaksana terhadap kebijakan, 

dukungan pimpinan, insentif bagi pelaksana, dan tranparansi. Dari hasil 

wawancara sikap pelaksana sebagai implementor terhadap kebijakan SPM Bidang 

Penanaman Modal tidak memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Kepala 

Badan dalam wawancaranya sebagai berikut: 

"Para pelaksana mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang 
Penanaman Modal, karena sangat baik untuk dapat menciptakan iklim yang 
kondusif untuk investasi dan dapat dijadikan pedoman dan untuk mengukur 
kinerja".(Wawancara 23 April 2014). 
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Hal ini di konfirmasikan kepada Kepala Bidang Penanaman Modal yang 

mengatakan bahwa: 

"Saya mendukung sepenuhnya kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal 
ini dan bisa untuk mengukur kinerja. Secara umum yang menjadi tugas sudah 
dipahami dalam mengimplementasikan SP M Bidang Penanaman Modal ini" 
(Wawancara 14 April 2014). 

Pemyataan senada di katakan oleh Kepala Sub. Bidang Pengembangan 

Promosi dan Investasi: 

"Saya mendukung sepenuhnya karena dapat dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan pekerjaan. Secara umum mengimplementasikan SP M ini 
berdasarkan topoksi saya sebagai Kasubbid" (Wawancara 14 Apri/2014). 

Demikian pula yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 

Lanjutan Dan Strategis: 

"Saya mendukung sepenuhnya, karena SP M penanaman modal ini juga 
merupakan acuanlpanduan untuk bekerja. Saya sudah memahami dalam 
mengimplementasikan SPM Bidang Penanaman Modal sesuai dengan tugas 
pokok saya ". (W awancara 21 April 20 14). 

Pendapat yang senada dikatakan oleh Pelaksana Bidang Penanaman Modal 

dalam wawancara 14 April 2014 sebagai berikut: 

"Saya mendukung, karena dapat mempermudah pekerjaan. Sudah 
memahami, karena dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada hal terse but". 

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal sudah ada dukungan 

dari pimpinan. Dukungan pimpinan berpengaruh karena merupakan komando 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dalam melakukan koordinasi 

dengan instansi terkait. Dalam hal pemberian insentif bagi pelaksana di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum dilakukan. 

Sedangkan transparansi pelaksanaan prograrnlkegiatan sudah dilakukan secara 

transparan. Berikut petikan wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal: 
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Dukungan pimpinan sudah ada. Faktor kepemimpinan berpengaruh dalam 
pelaksanan sehubungan dengan koordinasi dengan instansi terkait. Selama ini 
insentif unluk penambahan penghasilan dalam pelaksanaan SP M Bidang 
Penanaman Modal belum ada. Dalam pelaksanaan Program/kegiatan sudah 
dilakukan secara lransparan. Seliap bulan sudah dibuat laporan belanja 
langsung maupun belanja tidak langsung. (Wawancara 14 Apri/2014). 

Senada dengan pemyataan diatas di kemukakan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan Promosi dan Investasi : 

Dukungan pimpinan sang at berpengaruh dalam pelaksanaan SP M ini karena 
merupakan komando dalam pelaksanaan kegiatan. Selama ini kami belum 
mendapatkan insentif dalam pelaksanaan SP M Bidang Penanaman Modal. 
Dalam pelaksanaan program/kegialan Ielah dilakukan secara transparan dengan 
cara diumumkan melalui website LKP P baik yang untuk pengadaan barang/jasa 
maupun yang dilakukan dengan swakelola. (Wawancara 14 April 2014). 

Demikian pula dengan yang dikemukakan oleh Pelaksana Bidang 

Penanaman Modal" 

"Pasti ada karena kebijakan berasal dari alas. Tidak ada Insentif. Sudah 
dilakukan secara lransparan. Belum dibuat laporan secara periodik". 
(Wawancara 14 Apri/2014). 

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis dalam 

wawancara 21 April 2014 mengemukakan sebagai berikut: 

Dukungan pimpinan sudah ada. Sebenarnya mulai dari Bupati, wakil, maupun 
Sekda sudah mendukung. SP M ini juga merupakan salah satu syarat yang diukur 
dalam kepemerintahan yang baik. Kami belum diberikan insentif sebagai 
lambahan penghasilan. Yang saya tahu di Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Provinsi sudah diberikan insentif. Pelaksanaan program/kegiatan SPM 
Bidang Penanaman Modal Ielah dilakukan secara transparan. Laporan 
perkembangan dan kendala secara periodik belum dilakukan belum dilakukan , 
biasanya unluk khusus bidang penanaman modal dilakukan seliap semester. 
Secara global laporan dibuat laporan tiap bulan berupa belanja langsung 
maupun tidak langsung. 

Demikian juga yang dikatakan oleh Kepala Badan, dalam wawancara 23 

April2014. Berikut petikan wawancaranya: 

Dukungan pimpinan sudah ada dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekrelaris Daerah. 
Bupati membuat sur at supaya mempercepat pelaksanaan SP M Bidang 
Penanaman Modal. Jnsentif belum ada. Program/kegiatan sudah dilakukan 
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secara transparan. Dan laporan fisik dan keuangan secara periodik sudah 
dilaksanakan. 

4) Faktor Struktur Birokrasi 

Faktor struktur birokrasi meliputi SOP dan fragmentasi. Pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal sudah ada pembagian 

tanggung jawab pekerjaan yang jelas yang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 

39 tahun 2013, demikian juga tentang pelaksanaan SPM Bidang Penanaman 

Modal tetapi untuk SOP belum ada. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang 

Pelayanan Perizinan Lanjutan Dan Strategis bahwa, 

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum ada SOP nya. Pada saat ini 
SOP sudah dibuat dan sekarang dalam proses pengesahan SOP tersebut. Untuk 
pembagian tanggungjawab pekerjaan sudah diatur dalam Peraturan Bupati. 
(Wawancara 21 Apri/2014). 

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Kepala Bidang Penanaman 

Modal dalam wawancaranya sebagai berikut: 

SOP belum ada. Saat ini sedang diproses Peraturan Bupati untuk SOP di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal. Tugas melaksanakan SPM 
Bidang Penanaman Modal juga sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 3 7 
tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada Topoksi/ 
peraturan mengenai wewenang dan tanggungjawab masing-masing pelaksana 
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian 
tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau). (W awancara 14 April 20 14). 

Demikian juga dengan yang dikemukan oleh Kepala Sub. Bidang 

Pengembangan dan Promosi Investasi dalam wawancara 14 April2014: 

SOP belum ada. Sudah di buat dan sekarang dalam proses untuk pengesahan 
SOP tersebut. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 
tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan 
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing pelaksana dan sudah diatur dengan Peraturan 
Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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Pelaksana Bidang Penanaman Modal dalam wawancaranya mengatakan 

sebagai berikut: 

SOP belum ada. Sudah di buat. Sekarang masih dalam proses. Sudah diatur 
dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan PTSP 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati untuk pembagian tugas per unit kerja 
(Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian 
tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 
Lamandau). (Wawancara 14 April 2014). 

Kepala Badan juga mengemukakan pendapat yang sama dalam 

wawancaran 23 April2014. Berikut petikan wawancaranya: 

SOP belum ada. Sudah di ajukan ke Bupati untuk pengesahan SOP. Sekarang 
masih dalam proses. Sudah diatur dengan peraturan Bupati Nomor 37 tahun 
2012 tentang penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Sudah ada peraturan Bupati 
untuk pembagian tugas per unit kerja (Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2013 
tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau) ". 

Dari penyajian data dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendukung dalam 

implementasi SPM Bidang Penanaman Modal adalah: 

1) faktor komunikasi, dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi dalam kondisi mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal; 

2) faktor sumber daya yang mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman 

Modal adalah indikator informasi; 

3) faktor sikap/disposisi yang mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap 

kebijakan, dan Transparansi. 

Sedangkan faktor - faktor penghambat implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal adalah : 
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1) faktor sumber daya, indikator jumlah staf , wewenang dan fasiltas dalam 

kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal, 

2) faktor disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi yang 

menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

3) faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

kondisi yang menghambat implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

b. Analisa Data dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat 
Berdasarkan Teori George C. Edward III 

1) Faktor Komunikasi 

Hasil analisa data dari faktor komunikasi yang telah diuraikan diatas dapat 

diketahui bahwa proses komunikasi antar pembuat kebijakan, implementor 

kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal 

sudah mendukung implementasi SPM Bidang Penanaman Modal. 

Tabel4.1 

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal 
Ditinjau dari Faktor Komunikasi 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

1 Transmisi Implementor telah memahami Peraturan kebijakan telah 
dan mengetahui apa saja yang diteruskan dari deputi Bidang 
harus dilakukan sehubungan Penanaman Modal kepada 
dengan pelaksanaan SPM pelaksana SPM bidang 
Bidan_g_ Penanaman Modal _ll_enanaman modal 

2 Kejelasan Pelaksana telah mendapatkan Penjelasan melalui Perka BKMP 
kejelasan tujuan dan sasaran No 14 Tahun 2011 ten tang 
SPM Bidang Penanaman Stan dar Pelayanan Minimal 
Modal Bidang Penanaman Modal 

Pr~insi dan Kabupaten!Kota 
3 Konsistensi Semua yang berkepentingan Perintah pelaksanaan yang 

dalam melaksanakan SPM diterima sudah jelas dan tidak 
Bidang Penanaman Modal bertentangan 
sudah konsisten dalam 
melaksanakan perintah baik 
tujuan maupun sasaran 

4 Koordinasi Koordinasi dengan instansi Dilakukan koordinasi formal 
terkait sudah baik (rapat koordinasi, pertemuan) dan 

informal an tara pelaksana 
kebijakan 
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2) Faktor Somber Daya 

Dari hasil analisa faktor sumber daya dalam implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal masih belum mendukung implementasi SPM Bidang 

Penanaman Modal, hanya indikator informasi yang dalam kondisi baik, 

sedangkan indikator sumber daya manusia, wewenang dan fasilitas masih harus 

ditingkatkan. 

Tabel4.2 

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal 
Ditinjau dari Faktor Sumber Daya 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Jumlah staf dan Secara kuantitas masih harus Jumlah staf sedikit, ada jabatan 
keahlian ditingkatkan sedangkan secara kasubbid yang masih belum terisi. 

kualitas sudah cukup memadai Untuk meningkatkan keahlian staf 
kompetensi pelaksananya sudah mengikuti diklat penanaman 

modal 
2 Informasi Informasi sudah dilakukan Pelaksana telah menerima Perka 

sehingga pelaksana BKMP No 14 Tahun 2011 tentang 
mengetahui apa yang harus Standar Pelayanan Minimal Bidang 
dikkukan dan pelaksanaan Penanaman Modal Propinsi dan 
berdasarkan peraturan- Kabupaten!Kota dan peraturan lain 
peraturan. yang mendukung 

3 Wewenang Belum ada pelimpahan Wewenang perizinan investasi baru 
wewenang dalam perizinan dilimpahkan pada akhir tahun 2013 
investasi 

4 Fasilitas Dana untuk kegiatan dan Dana bel urn cukup memadai. 
sarana prasarana masih harus Diperlukan kendaraan operasional 
ditingkatkan untuk melakukan pembinaan 

3) Faktor Sikap/Disposisi 

Pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal tidak mempunyai pandangan 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal 

karena dukungan hanya dalam pelaksanaan tetapi tidak disertai dengan dukungan 

anggaran maupun regulasi peraturan dan sudah transparan dalam pelaksanaan 
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kegiatan. Faktor sikap/disposisi ini masih belum mendukung implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal. 

Tabel4.3 

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal 
Ditinjau dari Faktor Sikap/Disposisi 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Sikap implementor Semua pelaksana sudah Pelaksana tidak mempunyai 
erhadap kebijakan mendukung kebijakan pandangan yang bertentangan 

dengan pembuat kebijakan 

2 !Dukungan pimpinan Pimpinan sudah mendukung Karena SPM dipakai untuk 
pelaksanaan tetapi tidak mengukur kinerja, anggaran utuk 
disertai dukungan anggaran pelaksanaan SPM Bidang 
dan regulasi peraturan Penanaman Modal tidak 

mencukupi serta lambannya 
regulasi peraturan 

3 nsentif bagi Tidak ada insentif khusus Anggaran yang ada tidak cukup 
Pelaksana bagi pelaksana memadai 

4 ifransparansi Kegiatan sudah dilakukan Program/ kegiatan diumumkan di 
secara transparan dan web site LKPP dan dipertanggung-
dipertanggungajawabkan jawabkan sesuai dengan peraturan 
sesuai dengan peraturan 

4) Faktor Struktur Birokrasi 

Dari hasil analisa faktor struktur birokrasi dalam implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal masih kurang mendukung karena SOP yang 

merupakan standar operasional belum dibuat dan pembagian tugas baru disahkan 

pada akhir tahun 2013. 
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Tabel4.4 

Hasil Analisis Proses Implementasi Kebijakan SPM Bidang PenanamanModal 
Ditinjau dari Faktor Struktur Birokrasi 

No Indikator Hasil Analisis Faktor Penyebab 

I Ketersediaan Tidak tersedia SOP bagi SOP masih dalam proses 
Stan dar pelaksana pengesahan oleh Bupati 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

2 Fragmentasi Pembagian tugas I uraian Peraturan tugas pokok, fungsi 
tugas sudah ada dan uraian tugas (Tupoksi) baru 

disahkan bulan Oktober Tahun 
2013 

Dari hasil analisis data untuk faktor komunikasi semua indikator dalam 

kondisi yang mendukung, peraturan kebijakan telah diteruskan dari deputi 

Bidang Penanaman Modal kepada pelaksana SPM bidang penanaman modal dan 

tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan melalui Perka BKMP No 14 Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan 

Kabupaten!Kota dan perintah pelaksanaan yang diterima sudah jelas dan tidak 

bertentangan. Selain itu sudah dilakukan koordinasi formal (rapat koordinasi, 

pertemuan) dan informal antara pelaksana kebijakan. 

Untuk faktor sumber daya yang mendukung hanya indikator informasi hal 

m1 dikarenakan pelaksana telah menerima Perka BKMP No 14 Tahun 2011 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan 

Kabupaten!Kota dan peraturan lain yang mendukung. 

Untuk faktor disposisi/sikap pelaksana tidak mempunyai pandangan yang 

berbeda dengan pembuat kebijakan, sudah ada dukungan dari pimpinan dan 

prograrn/kegiatan sudah dilakukan secara transparan. Transparansi dilakukan 
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dengan cara mengumumkan program kegiatan melalui web site LKPP dan 

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan. Sedangkan untuk insentif khusus bel urn 

ada karena anggaran yang ada tidak cukup memadai. 

Sedangkan dari analisis faktor-faktor penghambat faktor sumber daya 

dalam kondisi tidak mendukung sehingga menghambat implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan jumlah staf di Bidang Penanaman 

Modal sebanyak 2 orang dan kualifikasinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, 

wewenang dalam mengeluarkan izin investasi baru disahkan pada akhir tahun 

2013. Selain itu juga dana yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM Bidang 

Penanaman Modal tidak cukup memadai dan tidak memilki kendaraan 

operasional yang diperlukan untuk melakukan pembinaan. 

Dari faktor disposisi/sikap yang menghambat adalah indikator dukungan 

pimpinan. Karena dukungan hanya dalam upaya pelaksanaan SPM Bidang 

penanaman modal tetapi tidak disertai dukungan dana yang cukup dan lambannya 

regulasi peraturan selain itu insentif bagi pelaksana kebijakan SPM Bidang 

Penanaman Modal juga tidak ada. 

Demikian juga dengan faktor birokrasi Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau tidak memiliki SOP, dan 

peraturan pembagian tugas baru disahkan bulan Oktober 2013. 

c. Pembahasan dari Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat 
Berdasarkan Teori George C. Edward III 

a. Faktor Komunikasi 

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan 

informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah koordinasi antara bidang dalam organisasi ataupun dalam 
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koordinasi dengan instansi terkait. Dari hasil analisis data dapat diketahui 

komunikasi sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, sehingga 

menyebabkan proses implementasi jadi terhambat. Dalam mentransmisikan 

perintah-perintah implementasi sudah diterima oleh implementor dengan jelas, 

akurat, dan tidak membingungkan, perintah-perintah yang diberikan sudah 

konsisten dan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diutarakan Edward III 

( dalam Akib, 201 0:5), bahwa "komunikasi suatu program hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan". Demikian juga dengan koordinasi, dari hasil analisa data 

koordinasi antara bidang maupun antara instansi terkait sudah berjalan dengan 

baik, dan sudah dilakukan pertemuan/rapat formal maupun informal antara 

pelaksana kebijakan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor komunikasi sudah berjalan 

dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman 

Modal. 

b. Faktor Sumber Daya 

Menurut Edward III ( dalam Tach jan, 2006: 135), dalam melaksanakan 

kebijakan organisasi publik perlu memiliki sumberdaya yang terdiri dari staf, 

informasi, wewenang dan fasilitas yang digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur kecukupan sumber daya. 

Dari hasil analisis data jumlah staf di Bidang Penanaman Modal sebagai 

pelaksana SPM Bidang Penanaman Modal sangat kurang, jumlah staf yang 

dimiliki hanya 2 orang, 1 orang Kasubbid, dan 1 orang Kepala Bidang serta 1 
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jabatan struktural yang masih belwn diisi. Dari aspek kualitas staf sudah memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan karena telah mengikuti diklat penanaman modal. 

Dari indikator informasi sudah optimal karena telah mengetahui bagaimana SPM 

Bidang Penanaman Modal di implementasikan dan memiliki legitimasi dalam 

melaksanakannya. Wewenang yang diperlukan dalam melaksanakan SPM Bidang 

Penanaman Modal masih belwn optimal karena baru disahkan bulan Oktober 

2013, sehingga ada keraguan dalam melaksanakannya. Dari indikator fasilitas 

diketahui seperti gedung maupun peralatan kantor dapat dikatakan sudah cukup 

memadai, tetapi dari aspek anggaran/finansial dana sarana operasional masih 

belwn mencukupi untuk implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. 

Dana yang tidak mencukupi terlihat dari basil analisis data bahwa fasilitas berupa 

dana untuk kegiatan dan sarana prasarana masih harus ditingkatkan karena dana 

belwn cukup memadai dan diperlukan kendaraan operasional untuk melakukan 

pembinaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor swnber daya yang dilihat dari 

indikator jwnlah staf dan keahlian, wewenang dan fasilitas di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belwn mendukung implementasi 

kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. Hanya indikator informasi yang 

sudah mendukung. 

c. Faktor Disposisi/Sikap 

Menurut Edward III (dalam Tachjan, 2006:83), disposisi merupakan 

faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki 

oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tabu apa yang harus 
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dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan mereka juga 

mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan. 

Dari hasil analisis data sikap implementor terhadap kebijakan sudah 

mendukung. Pelaksana tidak mempunyai pandangan yang bertentangan dengan 

pembuat kebijakan. Dukungan pimpinan belum maksimal karena hanya berupa 

dukungan dalam pelaksanaan saja, tidak disertai dukungan anggaran yang cukup 

dan lambannya regulasi peraturan. Dalam hal transparansi , program dan kegiatan 

telah dilakukan secara transparan. Transparansi ini dilakukan dengan 

mengumumkan program dan kegiatan di web site LKPP baik untuk pengadaan 

barang/jasa maupun yang dilakukan secara swakelola dan realisasi keuangan 

sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari 

indikator disposisi ini yang juga harus diperhatikan juga adalah indikator insentif 

bagi pelaksana tidak ada karena keterbatasan anggaran. Padahal insentif ini dapat 

menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perintah 

dengan baik, sesuai dengan salah satu teknik yang dikemukan oleh Edward III 

adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan memberikan insentif diharapkan 

akan menjadi faktor pendorong yang membuat implementor melaksanakan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan­

kepentingan pribadi (self-interest), organisasi atau kebijakan substantif. Untuk 

kedepannya pemberian insentif khusus bagi pelaksana kebijakan ini harus 

dipertimbangkan dalam pemenuhannya sebagai pendorong untuk melaksanakan 

perintah dengan baik. Walaupun pada saat ini belum menjadi hambatan dalam 

dalam implentasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan faktor Disposisi di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal belum mendukung implementasi 

kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau. 

d. Faktor Struktur Birokrasi 

Dari hasil analisis faktor struktur organisasi diketahui bahwa indikator 

ketersediaan Standart Operational Procedures (SOP) masih tidak mendukung 

karena tidak tersedia SOP bagi pelaksana kebijakan, SOP masih dalam proses 

pengesahan oleh Bupati. Demikian juga untuk indikator fragmentasi pembagian 

tugas pada bidang-bidang sudah ada saat ini. Peraturan ini baru disahkan pada 

bulan Oktober 2013. 

Menurut Edwards III ( dalam Hutagalong, 2013 :25), ada 2 karakteristik 

yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat Standard 

Operating Procedures (SOP) dan .fragmentasi. Fragmentasi organisasi adalah 

penyebaran tanggungjawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpang tindih 

( duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh. 

Sedangkan SOP dimaksudkan untuk membakukan dan mengarahkan 

perilaku individu, perilaku kelompok, dan antar kelompok pada pencapaian tujuan 

dan sasaran organisasi. Dalam hal ini karyawan harus berpedoman pada aturan­

aturan tertulis (formal) dalam melakukan tugas pekerjaannya (Tachjan, 2006: 118). 

Dengan demikian dapat disimpulkan faktor struktur birokrasi di Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau 

belum mendukung implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. 
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Dari urruan diatas dapat disimpulkan faktor-faktor pendukung dalam 

proses implementasi SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah: 

1) Faktor komunikasi, yaitu dari indikator transmisi, kejelasan, konsistensi dan 

koordinasi sudah dalam kondisi mendukung implementasi kebijakan SPM 

Bidang Penanaman Modal; 

2) Faktor sumber daya yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM 

Bidang Penanaman Modal adalah indikator informasi; 

3) Faktor disposisilsikap yang sudah mendukung implementasi kebijakan SPM 

Bidang Penanaman Modal adalah indikator Sikap implementor terhadap 

kebijakan, dan transparansi. 

Sedangkan yang menjadi faktor - faktor penghambat implementasi 

kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah : 

1) Faktor sumber daya, indikator jumlah staf, wewenang dan fasiltas dalam 

kondisi yang tidak mendukung, sehingga menghambat implementasi SPM 

Bidang Penanaman Modal, 

2) Faktor Disposisi/Sikap, indikator dukungan pimpinan dalam kondisi tidak 

mendukung. Karena hanya mendukung dalam pelaksanaan tetapi tidak 

disertai dukungan dana yang cukup serta lambannya pengesahan peraturan 

kewenangan perizinan investasi 

3) Faktor struktur birokrasi, indikator ketersediaan SOP dan fragmentasi dalam 

hal ini adalah lambannya pengesahan peraturan Bupati tentang pelimpahan 

kewenangan untuk perizinan investasi dan tugas pokok, fungsi dan uraian 
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tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten 

Lamandau dalam kondisi yang tidak mendukung sehingga menghambat 

implementasi kebijakan SPM Bidang Penanaman Modal. 
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LAMPIRAN 6. 

PRAKIRAAN PEMBIAY AAN STANDAR PELA Y ANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL 

PELA Y ANAN DASAR PRAKIRAAN PEMBIA Y AAN ST ANDAR PELA Y ANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL 

NO 
INDIKATOR 

T AHUN PERT AMA T AHUN KEDUA DAN SETERUSNY A 

KEGIATAN TARGET BIAYA KEGIATAN TARGET BIAYA 

I 2 3 4 5 6 7 8 

A Kebijakan Penanaman Modal 

I Tersedianya informasi peluang usaha Penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang 
I Paket 50.000.000 

Penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang 
I Paket 50.000.000 

sektor/bidang unggulan usaha un~&ulan usaha unggulan 

Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten 
I Paket 150.000.000 

Pembuatan data potensi peluang investasi Kabupaten 
I Paket 150.000.000 

Lamandau Lamandau 
Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha 
unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) I Paket 25.000.000 unggulan dalam bentuk media cetak ( buku & brosur) I Paket 25.000.000 
dan/atau media elektronik (CD atau website) dan/atau media elektronik (CD atau website) 

Kajian rencana umum penanaman modal tahap awal I Paket 100.000.000 Kajian rencana umum penanaman modallaniutan I Paket 95.000.000 

B Kerjasama Penanaman Modal 

2 Terselenggaranya fasilitasi pemerintah Pendataan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan 
12 Bulan 25.000.000 

Pendataan jumlah usaha mikro, kecil, menengah dan 
12 Bulan 

daerah dalam rangka kerjasama koperasi yang potensial untuk dimitrakan. koperasi yang potensial untuk dimitrakan. 
25.000.000 

kemitraan: Pendataan untuk mencaripengusaha tingkat 
Pendataan untuk mencaripengusaha tingkat 12 Bulan 25.000.000 kabupaten!Nasional yang berminat melakukan 25.000.000 

kabupaten!Nasional yang berminat melakukan kemitraan. kemitraan. 

Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha. 
I Paket I 00.000.000 

Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha. 
1 Paket 100.000.000 

c Promosi Penanaman Modal 

3 Terselenggaranya promosi peluang Penyelengaraan pameran investasi dan forum investasi 3 Kali 250.000.000 Penyelengaraanpameran investasi dan forum investasi 3 Kali 250.000.000 

penanaman modal kabupaten Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan 
3 Kali 200.000.000 

Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan 
3 Kali 200.000.000 

luar negeri luar negeri 

Penyelen~ pameran tingkat kabupaten I Kali 30.000.000 Penyelengaraan pameran tingkat kabupaten I Kali 30.000.000 

D Pelayanan Penanaman Modal 

4 Terselenggaranya pelayanan perizinan Pembuatan leafletlbrosur informasi perizinan dan non 
I Paket 20.000.000 

Pembuatan leaflet/brosur informasi perizinan dan non 
Paket 20000000! 

dan non perizinan bidang penanaman perizinan. perizinan. 
I 

modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Kerjasama dengan media eletronik untuk informasi Kerjasama dengan media eletronik untuk informasi I 
I Paket 50.000.000 I Paket 50.000.0001 

Pintu (PTSP) di bidang penanaman perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan I 

modal: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 
125.000.000 

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan 
perizinan dan penanaman modal 

I Paket 
perizinan dan penanaman modal 

I Paket 125.000.0001 
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-- ------

E Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

5 Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal Inventarisasi dan evaluasi fasilitas barang modal 
Kegiatan Penanaman Modal kepada (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMAIPMDN 12 Bulan 40.000.000 (masterlist) yang diimpor oleh perusahaan PMAIPMDN 12 Bulan 40.000.000 
masyarakat dunia usaha di Kabupaten Lamandau di Kabupaten Lamandau 

Pengadaan mobil operasional I Unit 400.000.000 Pengadaan mobil operasional I Unit -
Pengadaan motor operasional 4 Unit 100.000.000 Pengadaan motor operasional 4 Unit -
Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan 

12 bulan 50.000.000 
Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN, dan 

12 bulan 50.000.000 
PBS PBS 
Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

12 bulan 97.000.000 
Peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

12 bulan 97.000.000 
[pelaksanaan penanaman modal pelaksanaan penanaman modal 

Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan <lpCm!Sional 12 Bulan 50.000.000 
F Pengelolaan Data Dan Sistem 

lnformasi Penanaman Modal 
6 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung 

12 Bulan 200000.000 
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung 

12 Bulan 120.000.000 
Informasi dan Perizinan lnvestasi Secara operasioalisasi SPIPISE operasioalisasi SPIPISE 
Elektronik (SPIPISE) Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE 

12 Bulan 25.000.000 
Pemeliharaan sarana dan parasana pendukung SPIPISE 

12 Bulan 25.000.000 

Pengembangan sistem informasi terhadap pelayanan 
I Paket 49.750.000 

Pengembangan sistem informasi terhadap pelayanan 
I Paket 49.750.000 

perizinan dan penanaman modal perizinan dan penanaman modal 
Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan 

12 Bulan 25000.000 
Pelayanan informasi dan penanganan pengaduan 

12 Bulan 15.000.000 
masyarakat masyarakat 
Survei indek kepuasan masyarakat (IKM} I Paket 49.500.000 Survei indek kepuasan masyarakat (IKM) I Paket 49.500.000 

G Penyebarluasan, Pendidikan, dan 
Pelatiban Penanaman Modal 

7 Terselenggaranya sosialisasi kebijakan Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan 
5 Orang 30.000.000 

Penyiapan SDM untuk pelayanan dibidang perizinan dan 
5 Orang 30.000.000 

penanaman modal kepada masyarakat non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan. non perizinan melalui pendidikan dan pelatihan. 
dunia usaha Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang 

2 Kali 70.000.000 
Sosialisasi pemberlakuan pelayanan Undang-Undang 

2 Kali 70.000.000 
Penanaman Modal Penanaman Modal 
Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman 

2 Kali 40.000.000 
Rapat koordinasi dan evaluasi perencanaan penanaman 

2 Kali 40.000.000 
modal modal 
Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan 

2 Usaha 100000.000 
Pemberdayaan usaha masyarakat dengan perusahaan 

2 Usaha I 00.000.000 
PMAIPMDN di daerah tertinggal. PMAIPMDN di daerah tertinggal. 

JUMlAH 2.426-250.000 1.881-250.000 
- - -
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I<EPAl.A BAOAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLII< INDONESIA 

S:\LII\ :\ 
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDI NASI PENANAMAN MODAL 

NOMOR H TAI-IU 20 ll 

TENTANG 

STANDAI~ PELAYANAN MINIMAL 

BJDANG PENANAMAN MODAL PROVlNSI DAN KAHUPATEN/KOTA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAI !MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, 

bahwa untuk mdak -anakan kctentuan Pasal 4 ayat ( 1) 

Peraturan Prmerintah Nnmor f>S Tahun 2005 lentang 

Pcdoman Pcnyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan 

Mmimal, perlu mcnctapkan Pcra.turan l\epala Badan 

Koordinast Penanaman Modal Lcntang Standar Pclayanan 

Minimal Bidang Penamunan Modal Provins1 dan 

Kabupatcn / Kota; 

I . Undang-Undang Numor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah<-m D<.-l(' rah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lemb·1 ran Ncgan1 Rcpublik Indonesia Nomor 4437) 

scbagaimana Lelah diubah bt'berapa kah , terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahon 1\cdua Atas Undang-Unciang 

Nomor 32 Tnhun 2004 lcntang Pcmerintahan Dacrah 

(L<'mbaran Ncgara Republik Indonesia T<thun 2008 

Nomor :1<1, Tambnhan Lcmb<Jran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor ~844) ; 

2 Undang-Umhmg ... 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Pcnanaman Modal {Lcmbaran Ncgara Republik 

fndoncsia Tahun 2007 Nomor 67, Tambaban 

Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4724}; 

.'3 . Undung-Undang Nomor 11 Tahun 2008 fcntang 

Informasi d<Jn Tnmsaksi Elektronik {Lembaran 

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

4 . Undang-Und8ng Nomor 14 Tahun 2008 lentnng 

Keterbukaan Informasj Publik (Lembaga Negara 

Republik lndoncsin Tahun 2008 Nomor 61. 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4846); 

5. Pl'ralUran Pcmcrimah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

P«·doman Pcnyusunan dan Penerapan Standar 

Pdayanan Minim~Jl (Lcmbaran Ncgara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor ISO, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S85); 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pcrnbagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah. 

Pernerintahan Daerah Provmsi dan Pemcrintahan 

Duemh Kabupaten/1-:ota ~Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Ncgara Rcpublik lndonesia Nomor 4737}; 

7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tl"ntcmg 

Sistem Pcngcndalian lnlern Pemerinlah (Lcmbaran 

Ncgara l~cpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor l27, 

Tarnbahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 

Nomor 4890); 

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 t.cntang 

Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

9. Pcraturan Prcsiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 

Pclavanun Terpadu Sam Pintu di Bidang Pcnanaman 

Modal: 

l 0 . Peraturan ... 
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Mcmperhatikan 

M('nctapkan 

- 3 . 

10. Peraturan MC'nleri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan 

Penctapan Standar Pela_y<:man Minimal; 

11. Pcralllnm Mcnteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2007 tentang Pcdoman Pen)rusunan Rencana 

Pcncapaicm Standar Pclayanan Minim<3 l; 

12. PC'raruran J,:epala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan 

Tata Cara Penanaman Modal· 

13. Pe1·aturan Kcpalu Badan 1-\oordimtsl Penanaman 

Modal Nnmor 1.3 Tahun 2009 tentang Pcdoman dan 

Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman 

Modal sebagaimana tclah diubah dengan Pcratumn 

Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 

Tahun 2010: 

14. Perat uran KepaJa Badan Koordinasi Pcnanaman 

Modal Nomor 14 Tahun 2009 lentang Sislem 

Pclayanan lnformasi dan Perizinan Investasi secara 

Elektronik; 

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor 6 To hun 20 I 1 tcntang Tata Cara 

Pelaks:1naan. Pcmbinaan dan Pelaporan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu di Bidang Pcnanaman Modat; 

Surat MenLeri Dalum Ncgcri Nomor 100/5164/S,J TanggHI 

28 Desember 201 1 perihal Pcnctapan Standar Pclayanan 

Min.imal {SPM) Bidang Penanaman ModaJ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 

MODAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MlNIMAL 

BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSl DAN 

KABUPATEN/KOTA. 

BAB 1 ... 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan ini yang dimaksud dengan : 

l . Standar Pdayamm Minimal, yang selanjutnya 

disingkal SPM, adalah ketentuan tentang jcnis dan 

mtllu pelayanan dasar yang rnerupakan ur-usan wajib 

dacrah :'- ang berhak diperolch setiap warga negara 

secora minimal. 

2. Pelayanan Dasar adalah jcnis pelayanan publik yang 

mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat daJam kehiclupan sosial, ckonomi dan 

pcmerinlahan. 

3 . lndikator SPM adafah tolok ukur kuantitatif dan 

kualitatif yang digunakan untuk m ~nggambarkan 

besaran sasaran yang hendak dipcnuhi daJam 

pencapaian suatu SPM tcrtentu, berupa masukan, 

proses, hasil, dcm/atau manfaat pelayanan. 

4. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur 

kiner,ia peJayanan bidang pcnanaman modal yang 

disclcnggarakan okh Perangkat Daerah Provim;i 

Bidang P~nanaman Modal dan Perangkat Daerah 

Kabupatcn / Kma Bidang Pcnanaman ModaL 

5. Pl"rizinan BdaJah scgala bcntuk persetujuan untuk 

melakukan Pemmarnan Modal yang dikeluarkan oleh 

Pcmerintah dan pt"merintah daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan kelenluan peraturan 

perunclang-undangan. 

6. Nonperizinan adalah scgala bentuk kt>mudahan 

pdayanan. fasilitn~ flskaJ, dan informasi mengenai 

penanaman morlaL sesua1 dengan kctentuan 

pernturan penmdang-undangan. 

7. Perangkat .. . 
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7. Perangkat Dacrah Provinsi b1dang Pcnanaman Modal, 

yang selanjutnya disingkat PDPPM , ada1ah unsur 

pembantu kepala daerah daJam nmgka 

pcnyelenggan.1an pcmcrintahan daerah provinsi, 

dengan bcntuk sesuai deng~n kebutuhan mc:~sing­

ma ing pemcrintah provmst , yang mclaksanakun 

fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal 

cJj pcmerintah provinsL 

8 . Perangkal Daerah K<lbupalen/Kota bidang Penanaman 

Modal, ynng selanjutnya disingkat PDKPM, adaiah 

unsur pembantu kcpala daerah dalam mngka 

pcnyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupatcn/kota, dengan benluk scsuai dengan 

kebuluhan masing-masing pemerintah 

kabupaten / kota, yang melaksanakan fungsi utama 

koord.inasi di bidang penanaman modal di pemerintah 

kabupaten j kow. 

0 . Pernedntah Pusat, yang selanjutnya disebut 

Pemerimah, Cldalah Presiden Republik Indonesia yang 

mcmeg<-:tng kekuasaan pemerintahan Negara Repubhk 

Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Und<:mg­

Undang Dast=tr Negura Republik 1ndonesia Tahun 

1945. 

10. Pcmerintah Dacrah adalah gubernur, bupati atau 

wa likota, dan pcrangkat daerdh sebagai unsur 

penyelt?nggara pcmcrintahan daerah. 

1 1. Sistcm Pelayanan lnformas1 dan Perizinan lnvestasi 

sccara Elektronik, ynng f;elanjutnya disingkat SPIPISE, 

adalab istern pelayanan Perizinan dan Nonpcrizinan 

yung lerintcgrasi antara BKPM dengan 

Kcmenterian/ Lembaga Pcmerintah Nonkemenlerian 

yang memiliki kewcnangan Perizjnan dan 

PDPPM, dan PDKPM, PPTSP Nonpcrizinan, 

kabupatcnjkot.a. BRdan Pengusahaan KPBPB dan 

Administrator KEK. 

12. Badan .. . 
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12. Badan Koordinasi Pcnanaman Modal, yang selanjutnya 

disrngkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan 

Nonk ·memcrian yang bertanggung jawab di bidang 

penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

Jangsung kepada Presiden. 

BAB 11 

STANDAR PELAYANAN MINfMAL 

BlDANG PENANAMAN MODAL 

PROVlNSJ DAN KABUPATEN/KOTA 

Pasal 2 

(l) Pcmerintah Dacrah Pmvinsi dan Pcmerinlah Dacrah 

Kabupatcn/Kota menyrlcnggarakan pelayanan bidang 

pcnanaman modal di daerah masing-masing sesua.i 

dengan SPM Bidang Penanaman Modal. 

(2) SPM Bidang Penanaman ModaJ meliput] Pelayanan 

Dasar besnta indikawr kinerja dan target pencapa.ian 

sampai dengan 2014) aug Lerdiri dari : 

<.1. Kcbijakan Pcnanaman Modal; 

b . KcrJasama Pcnanaman Modal; 

c. Promosi Penanaman Modal, 

d. Pclavamm Pcnanaman Modal; 

c. Penge-ndalinn Pelaksanaan Penanaman Modal; 

f. Pcngelolaan Data dan Sistem lnformasi 

Pcnanaman Modal; dan 

g. Penyebarluasan. Penrlidikan dan Pelatihan 

Penanaman Modal. 

(3) Pemcrimah Dncrah Provinsi dan Pcrncrintah Doerah 

Kabupaten/Kota rnenyelenggarakan Pelayanan Dasar 

Bidang Pemmaman Modal sesuai dengan SPM yang 

lerdtri dari jenis pelayamm, indikator kinerja dan 

targf't . 

(4} ,Jenis . . . 
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(4) ,Jcnis pelayanan, indikator kinerja dan target 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan 

scbagaimana tercantum dalam Lampiran Pcraturan 

ini. 

BAB Ill 

PENGORGANISASlAN 

PasaJ 3 

(lJ Gubcrnur, bupati j v.•alikota bcrlanggung jawab dalam 

pcnyeknggaraan pelAyanan di bidang penanaman 

modal sesuai clcngan SPM Bidang Penanaman ModaJ 

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan 

perangkcn daerah kabupatcn j kota 

(2) Pcnyclenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman 

Modal sesuai SPM Bidang Pcnanaman Modal 

scbagaimana dimaksud pada ayat { 1) secara 

opcrasionaJ dikoordinasikan okh PDPPM dan PDKPM. 

Pl Penyclenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal 

dilakukan olch aparalur satuan kcrja perangkat 

dacr:c1h sesuai dengan kualilikasi dan kornpctcnsi yang 

dibutuhkan. 

BABIV 

PELAKSANAAN 

PasaJ 4 

( 1) SPM Bidang Pcnam.unan Modal yang ditetapkan 

merupaketn acuan dalam pcrencanaan program 

pencapamn target masing-masing provinsi dan 

kabupatcn / kma. 

(2) SPM .. . 
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(2) SPM Bidang Prnanaman Modal dilaksanakan esuai 

dengan pedoman j :->tandar teknis dan tata cara yang 

di tetapkan. 

BJ\8 V 

PELAPORAN 

Pasal5 

( 1) Bupati/walikota me nyampaikan laporan tahunan 

kinerja pcnerapan dan pcncapaian SPM Bidang 

Penanaman Moda J kepada KepaJa BKPM rnelaJui 

gubcrnur selaku wakil Pemerintah. 

{2) Gubcrnur menyampaikan laporan tahunan kinclja 

penerapa n dan pencapaian SPM Bidang Pcnanaman 

Modal kepada Kcpala BKPM dengan tcmbusan kepada 

Menteri Dalam Neger i. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) scbagai bahan Kepala BKPM daJam 

melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM 

Bidang Penanaman Modal. 

BAB Vl 

MONITORlNG DAN EVALUASI 

Pasal 6 

Hasil laporan pencrapan dan pencapaian SPM Bidang 

Penanaman Modal sebagairnanH dimaksud dalam PasaJ 5 

dipcrgunakan sebagai bahnn pembinaan dan pengawasan 

dalam: 

a . penerapan SPM Bidang Pcnanaman Modal; 

b. pengembangan kapasitas Pem rintah Oaerah; dan 

c. pembcrian pcngharga<:~n bagi Pemerintah Daerah yang 

berprestasi sangut baik. 

Pasal . . . 
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Pasal 7 

Monitoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud daJam 

Pasal 6 diJaksanakan sesuw dengan peraturan 

perundang-undanga n . 

BAB Vll 

PENGEMBANGAN KAPASlTAS 

Pasal 8 

(I) Kepala BKPM memfasilitasi pengcmbangan kapasitas 

PDPPM dan PDKPM mdalui kegiatan peningkatan 

kcmampuan sistem. kelembagaan, dan sumber daya 

manusia (SDM). 

(2} Fasi1itasi pengembangan kapasitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1} dnpat bcrupa: 

A . sosialisasi kebijakan penanaman modal; 

b. bimbingan dan pclaUhan: 

c. pelunjuk teknis; dan 

d. bantuan lainnya sesuai dcngan peraturan 

pcrundang-undangan . 

BAB Vlll 

PENDANAAN 

Pasal 9 

(1) Biaya yang diperlukan BKPM dalam penyelcnggaraan 

monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman 

Modal. pembangunan SPIPISE scrla pengembangan 

kapasilas SDM lingkup nus.ionaJ dibebankan pada 

Anggarun Pendapatan dan Bclanja Negara (APBN). 

(2) Biaya ... 
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(2) Biuya yang dipcrJukon PDPPM dalarn pcnyelcnggHraan 

SPM Bidang Penanaman Modal, pencapaian 

kinctja / pe1aponm, monitoring dan eva.Juasi, pcrangkat 

keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta 

peng .mbangan kapasitas lingkup provins1 dibebankan 

pada Anggaran Pendapntan dan Belanja Daen:~h 

{APBD) Provinsi . 

f3) Biaya yang dlpcrlukan PDKPM dalam penyclenggaraan 

SPM Bidang Pcnanaman Modal , pencapaian 

kine1jajpelaporan. monitoring dan evaluasi, perangkat 

keras sistcm informasi, inter koneks] ke '· PJPISE serta 

pcngembangan kapasitas lingkup kabupat nfkota 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupatcn / Kola. 

BABIX 

PEMBINMN 

Pasal 10 

(1) Kepala BKPM mclakukan pembinaan teknis terhadap 

kinerja pencrapan dan pcncapaian SPM Bidang 

Penanaman Modal Provinsi. 

{2) Gubernur melakukun pembinaan lerhadap kinerja 

pcncrapan dan pcncapi-lian SPM Bidang Penanaman 

Modal Kabupatcnf Kota. 

BAB X . . . 
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BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan ini mulai bt~rlHku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan p nempatannya 

dab:nn Berita Negara RepubJik Indonesia. 

Ditctapkan di .Jakarta 

pada Wnggal 28 Dcscrnbcr 201 l 

KEPALA BADAN 1\00RDINASI PENANJ\MAN MODAL 

REPUBUK INDONESIA. 

ttd. 

GITA IRAWAN WIRJAWAN 

Diundangkan di ,Jaknrla 

pada tanggal 28 Desember 2011 

MENTERJ HUKUM DAN HAK ASASI MANUS\/\ 

REPUBLIK INDONESIA, 

tld . 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA T!\HUN 2011 NOMOR 931 

Salinan sesuai dcngun asliny<:1 
Sekretarim Utama BKPM 
Kcpala · tran Pcrundang-undangan, 

"- \j 
Hub · at, dan Tata Usaha Pimpinan 
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LAMPfRAN PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 14 TAHUN 2011 

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BtDANG PENANAMAN MODAL PROVINSl DAN KABUPATEN / KOTA 

!. TARGET STANDAR PELAYANAN M£NIMAL BfDANG PENANAMAN MODAL PROVtNS.t DAN KABUPATEN / KOTA 

~,......,....----------~~:~~= .. =.:.:..:...=_:__lt=at;;a~ta;;s;-~~rssa;ttLui8an:niK{(e;:· rJi€·at.;/T-·--·--~···---------, r l . . .- Standar Pelayanan Minimal .Waktu Lembaga I Keterangan 
1 Jenis Pelayanan I . . Penca. pw. ·an 1 Pe~.a. n. ggung 

No. Oasar Indikator Nilat (Iahul'lL_ i. Jawab 

l. I Kebijakan 
Perwnaman 
Modal 

2. Ketjasama 
Penanaman 

' Modal 

Tcrsedianya informasi 
pel ua n g u saha 
seklor/ bidang usaha 
unggulan 

Terselenggaranya fasilitasi 
peme.rintah daerah dalam 
rangka kerjasama 

I kcmitraan : . . 
, a. antara Usaha Mtkro, 

Kecil, Menengah dan 
Koperasi (UMKMK) 
tingkat provinsi dengan 

1 pengusaha 

1 (satll) 1 2014 Perangkat Daerah I Usaha scktor/bidang usaha 
sektor/ bidang Provinsi bidang unggulan adalah usaha yang 
usaha / Lahun Penanaman Modal I memiliki kcunggulan komparatif 

. 1 (satu) 
, kali / tahun 

(PDPPM) dan (comparatiue ad!Ja.ntage) eli 
l 1 Perangkat Daerah i daerahnya, 

1 1\abupalen/Kota 
bidang 
Penanuman Modal 

. (PDKPM) 
' 

2014 PO PPM 

1 1 I nasionalfasing 
b. antara Usaha Mikro. 1 (satu) L20 l4 

Kecil, Mcnengah dan kali / tahun 
I Ko erasi UMKMK 
~ ----

PDKPM 

~-L __ . ____ ----..~ 
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I 
No. 

J enis Pelayanan 
Dasar 

I 
I 

I 
I 

3. Prornosi I 

I 
Pr>n !:l n ~ m~ ,., 

Modal 

-
Standa r Pclayanan Minimal 

lndikalor 
-·-~--·-

tingkat kabupaten f kota 
dcngan pen gusaha 
tingkat 
provinsi / nasional 

j a. Terselenggarnnyo 
' nrnt"rl n~i nt<> h lAne 

I 
' b. 

penanaman mod 
provinsi 

Tersclcnggn rn n~·a 
promosi pelun.ng 
penanaman modal 
kabupaten/ kota 

I 
I 
l 

Nilai 

1 (satu) 
k :-!li !i :-l hun 

l (satu) 
kali/ Lahun 

. 2 . 

l Bata& Satuan Kerja I Waktu Lembaga Penanggung Pcncapaian 
jawab (Tahunl 

i 

2014 I PC 
I 

20 14 PDKPM 

·-] 

; Keterangan I 

I 

I I
. . . . l I \.egtaLan promost pe uang j 

penanaman modal provinsi 
dnpat dilahtkan sendiri atau 

1 
bersamn -suma clcngan 

/ provinsi la in 

Kcgiata n promosi 
penanaman 
kabupaten I kota 
d ilakukan sendiri 

pcluang I 
moda l 
dapat 1 

atau j 
dengan bersama -sa rna 

kabu pa ten / ko ta 
I provinsi 

lain au.1u I 
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I 

I 
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N ! Jenis Pelayanan I Slandar Pelayanan Minimal Batas 
Waktu 

I 
o. Dasar ; Tndikator 

I 
4. Pelayana11 Terselenggaranya 

Penanaman pelayanan perizinan dan 
1 Modal nonperizinan bidang 
I penanaman modal melalui 

Pclayanan Terpadu S;:~tu 
Pinru (PTSP) di bidang j 

I 
Penanaman Modal : 
a . Pendaftaran Pcnanaman I 

M1Jdal Dalam Negeri, Izin 
Prinsip Penanaman 
Modal Datam Negeri, fzin 
Usaha Penanaman 
Modal De1lam Negeri, 
Perpanj:;;l.ngan Rcncana 
Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing (I~PTKA), 

Perpanjangan lzin 
Mempekerjakan Tenagu 
Kcrja Asing {IMTA) ~'ang 
bckcrja di lebih dari l 

1

. 

(salu) kabupaten / kola, 
sC'suai kewenangan . 
pemerintah provinsi 

Pencapaian Nilai 
_ _(Tahun} 

' I 

I 

] 001ro 20 14 

----·---

Satuan Kerja I 
Lembaga Penanggung 

jawab 

I 
' 

I 
' 

PDPPM 

K eterangan 

, . ..,.... ... .._._.._. ___ 
I 
I 
I 

I 

lumlalljenis. p:1~i.zi~1an l 
dan l1011pt>rt:zmau 

1 
rang dapat dilaya ni j 

I --~· PTSP ~DPPI\'I # 101)% 
I ,:> 

Angka 5 (lima) pada · 
.

1 

pembilung adalah jumtah I 
perizinan dan nonperizinan 

1 
yang \\'aj ib dilayan1 oleh PTSP 1 

PDPPM yaitu Pendaftaran ' 

I 
Penanaman Modal Dalam I 
Negcri. Izin Prinsip 
Penana man Mod ... 'l.l Dalam 

I Ncge-ri, lzin Usaha 
I Penanaman Modi'll Dalam 

Negeri. Perpanjangan RPTKA. j 
clan Perpanjangan JMTA yang 
bekcrja di lebih dari l {salu) 
kabupaten / kota. sesuai j 

' kewcnangan pemcrinLah · 
j provinsi_' j 
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I 

N · Jenis Pelaya.nan . 
o. Dasar 

I 

I 

Standar Pelayanan Minimal 
..-... ............ ~-

lndikator 

Modal Dalam Negeri, Izin I 
Prinsip Penanaman 
Modal D8lam Negeri. Jzin I 
Usahn Penanaman 
Modal Dalam Negeri. 
Tancla Daftar 
Perusahaan (TDP). 
S1..1rat fzin Usaha 
Perdagangnn (SIUP), 
Perpanjangan lzin j 
Mempekt'rjakan Tenaga . 
Kcrja Asing (IMTA) yang 
bekerja eli 1 (HaLU) j 
kabupatcn / kota . scsuai 
ke'vvenangan pcmerintah 
kn bu paten I kola 

NUai 

. 4 . 

Batas 
Waktu 

Pencapaian 
(Tahun) I 

I ' 

Satua11 Ket:ia I 
Lembaga. Penanggung 

jawab 

·-··~ 

Keterangan 

-f 

. [lumlah ienis perizinau l l I dan nonperizinan ' 
vang dapat dilavani · 

PTSP PDKPM • l 00 %

1 pad a 
pembilang adalah jumlah 1 

perizinan dan nonperizinan I 
1 

) ang \\'aj1b dilayani o!ch PTSP . 
i PDKPM yait u Pendaftaran I 

Penanaman Moda l Dalam 
Ncgcri, Tzin Prinsip I 
Pcnanaman Modal Dalam 
Negeri, lzin UsahH 
Pcnanama n . Modal Dalam 

1 Negeri. TOP. SIUP dan 
Perpanj angan I MTA yang I 
bckerja di l (salu) 

[ kabupaten/ kota, sesuai 1 

ke~wvenangan pemcrinla h · 
kabupaten / kota. I 

I 
- ----·----
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• No. 1 Jenis Pelayanan 1- Standar Pelayanan Minimal~ Batas 
Dasar I I Waktu 

£ndikator · NUai Pencapaian 
Cl'<:thun) 

5. l Pengendalian 
1 Pelaksanaan 
Penanaman 
Modal 

6. Pengelolnan 
Data dan 

' Sistem 
I r . fn10rn18SI 
i Penanaman 
: Modal 

Terselenggaranya 
bimbingan pelaksanaan 
Kegiatan Penanaman Modal 
kcpada rnasyarakat dunia 
usaha l 

(satu) I 2014 
kali f tahun 

Terimplementasikan nyu l OO(Yo 2014 
Sistem Pelayanan lnformasi 

I dan Perizinan TnvestAsi 
1 Secara Elektronik (SPJP1S8) 
f • 

I 
l 

___ .....,._- ~----- ----~ -L-

SaLuan Kerja. / 
Lembaga Penanggung 

jawab 

PDPPM dan 
PDKPM 

PDKPM dan 
PO PPM 

Keteranga.n 

r
urn.lah ienis p elayanan j 

yang dilavani 
I menggunak.a;l S_PIPISE ,. 

100
J 

· 4 I 
Angka 4 (empat) pada ' 
pcrnbilang adalab . jurnlab 

1

. 

jenis pclayanan SP[P!SE yang 
tt>lah dilmngun dan siap I 
diimplementasikan okh 

I 

PDPPM dan PDKPM, yailu : I . ' 

1 Pendaftaran Penanaman 
Modal Dnlam Ncgeri . 1 

' 2.Izin Prinsip Penanaman I 
! Modal Dalam Ncgcri. 

, 3.fzin Usnh~ Pcnanfl.man 
Modal Dalam Negeri . 
4.Laporan Kegialan I Penanaman Modai(LKPMI 

I -----. -- -·---

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



I 

i 

N I Jcnis Pelavanan 
Standar Pe1ayanan Minima] 

0 • 
· Dasar 

7. 

lndikator 

Penvebarluasan I Terselenetaaranva • , , ob . 

Pendidikan clan sosialisasi kcbijakan 

Pclatihan pet1Hnaman modal kepada 

.

1 

Pcnanaman 
Modal 

• I 

·-- -· .... - - -- ---- ----

---·-~ 
I 

Nilai 
. ~...........------~ 

1 (satu) kali 
/ tahun 

. 6 

Batas 
Satuan Kerja I I Waktu 

Lembaga Penanw.mg I Keterangan Pencapaian 
jat".rab .I (Tahunl 

2014 I PDPPM dan ! l I PDKPM 

I 
I 

- - -------
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11. PANDUAN OPERASIONAL STANDM< PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
PENANAMAN MODAL OJ PROVINSJ DAN KABUPATEN/KOTA 

1. KebiJakan Penanaman Modal 

11. Pcngenian 
1) Keb1jakan Pcnanaman Modetl adalah scrangkaian peraturan 

perundang-undclllgun untuk menc1ptakan iklim usaha y<:mg 
kondusif bagi penanam modal, memp ·rkuat dnya saing 
perekonomian dan m mpcrccpat p ningk~llan pemmaman 
modal di sektor/hidang usaha unggulan di dacmh. 

2) Scktor/bidHng usaha unggulan ada1ah sektor/bidang usaha 
vang memiliki kcunggulan komparatif (comparativP 
aduamage) di dncmhnya. 

b. lndikator 
Ters·dianya informa~i pcluang us<'lhn scklor/bldang usaha 
ung_gulan sampai dcngan 2014 S('kurang-kunmgnya 1 (satu) 
s ktor/ bidang usaha per tahun . 
lnformasi pduang usaha (:mtara lain mcncakup: lokast, 
ketersediaan lahan, kesc~uaian dengan I.«Ho ruang d<'lt:rt:ih , 
bemuk dukungan pcmcrintah dacrah. polensi pasar dan 
pc-rkira;m invc•stasi . 

c Sumb ·r Data 
!:>umber data yang mcnjadi <Jcuan antara tain : 
1) Laporanfhasil survci pC'merintah dacmh; 
2) Laporan/ha il survei kementcrian teknis terkuit; 
3) Data slati . tik dan informasi dari Badan Pusar ,'tnlistik {BPS); 
4) Pete.~ dasar dan pcta tcmatik dari kcmcntcrian/lembQga 

tcknis tcrkait: 
S) Situs lnformasi Potensi Dacrah br-rbagai 

kcmcnlerian/lembagu. 

d. Rujukan 
Rujukan peraturan perundang-undangan yang mt:njadi acunn 
antara lam: 
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tl'ntang 

Pem rintahan Oacrah s ·bagaimana telah diubah bcbcrapa 
kaH tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200R; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pcnanc~m· n 
ModBI; 

3) Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 Lcntang 
Pcmbagian Urusan Pemerintuhan Ant.ora Pcmcrintah. 
Pem rinlahan Daemh Provinsi dan Pem •rintahan Daerah 
KabupatenjKota: 

4) Peraturan Pre ·id n Nc,mor 28 Tahun 2008 tentang Kebijokan 
lndustri Nasional; 

5) Peraturan Presidcn Nomor 76 Tnhun 2007 tentang Kriteria 
dan Persyaratan Penyusunan Uidang Usaha yang T rtutup 
dan Bidang U!'\aha y:mg Tcrbuka dcngan P ·rsyaratan di 
Bidang Penanaman Modal; 

6) Pcraturan Prcsidcn Nomor 36 Tahun 2010 ten lang Daftar 
Bidang Usoha yang Tcnutup dan Daftar Bidang Usaha yang 
Tcrbuka dcngan Pcrsyaratan di Bidang Pcnanaman Modal: 
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7) Peraturan perundang undangan lcrkait dcngnn tala ruang; 
8) Pcraturan r rundan~- undangau dH ·rah dan S\~kwral tcrkait. 

e . Target 
Target tatmn 2014, PDPPM d<m PDKPM mcnycdiakan informa. i 
peluang usaha sektorjbidang usaha unggulan sekw-ang­
kurangnyn 1 fsal u) seklor/bidang usaha per tahun. 

r. Langkah Kegiatan 
1) Mcrumuskan proposal kcgiatan penvusunan mfonnasi 

pc1uang usaha scktorfbidang_ u~aha unggulan. 
2) Melakukan survci tcntang informasi peluang usaha srktor 

ungguJan provin~i dan kabupatcn/kota; 
3) Kompilasi dan pcnclapan informasi peluan~ usaha sektor 

ung_~:;Ulan provinsi dan kabuputcn/kota; 
4J Dokumcntasi putens1 dan informasi peluang Llsah<:J 

, ektor/bidang usaha unggulan dacrah melalui media ccwk 
dan elektnmik~ 

5) Pcmutakhmm secara bcrkala dokumcntnsi informClsi pcluang 
usaha scktor unggulan provinsi dan kabupatcnfkolu; 

b) D1seminasi informasi pcluang usaha scktor /bidang usaha 
un~ulan dalam bcntuk media cct<Jk anlara lain buku dan 
brosur. dan/ntau media clektronik ~mtara lain CD atau 
website. 

g. Sumbcr Daya Manusia 
Pejabatfstaf yang mcmbidangi percnnmaun pemmamnn modal 
di PDPPM dan PDKPM 

h. Pcnangg1..mg .Jawab 1\egiatan 
Pcrangkat Dacmh Provinsi bidang Pcnanaman Modal {PDPPM) 
dan Perangkat Daemh h:abupatcn/Kota bidang Penanaman 
Modal {PDKPM). 

2.A. Kcrja:sama Pcnanaman Modal olch PDPPM 

a. Pengenian 
Kerjasama Pcn:ll1i:Jn1nn Modal oieh PDPPM ndalnh fasililasi 
pcmcrintah dacrah Provmsi daJam rangka kerjasama kcmitm:1n 
antara Usaha Mikro. Kecil, Mencngah dan Kopcrasi (UMKMJ\) 
tingk<:~t provin ·i dengan pengu ·aha nasionul/ asing. 

b. lndikator 
Tcrst:lcnggaranya fasilita~i pcmcrintah dacrah dalam rangka 
kerjasamu kem1trmm anlara UMKMK &)ngkat provinsi dcngan 
pcngusaha nasional/<l<>ing. 

c . Sumocr datB 
Sumbcr data yang mcnjadi acuan antara lain : 
l} Laporan kcgiatan fasilita ·i PDPPM; 
2) Laporan kcgialan KADIN / KADl DA: 
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3) Ojrckwri Usaha Mikro, Kecil, M --nengah dan Kopcrasi 
(UMKMI·q lingkat provinsi; 

4) Daftar anggota asosiasi pf'rusahaan nas1onaljasing. 

d. Rujukan 
Rujukan pcraturan perundang-undangan yang menjadi acw:m 
antara lain: 
1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang Koperasi; 

2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang 
Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah diubah bebcrapa 
kali , temkhir dcngan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

3) Undang- Undang Nomor 2!'> Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal; 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Us..."lha 
Mikro, Kecil, dan Mcnengah; 

5) Pcraturan Pcmcriniah Nomor 65 Tahun 2005 lt'ntang 
Peclomon Penyusunan dan Pcncrapan Standar PeJayanan 
Minimal; 

6} Peraturan Pcmecintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pcmerintah, 
Pcmcrintah Oacrah Provinsi dan Pcmerintah Dacrnh 
Kabupatcn/KoH\; 

7) Pemturan Prcsidcn Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Pcnanaman Modal; 

8) Peraturan Pre iden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria 
dan Persyaratan Pcnyusunon Bidang Usaha yang Tenutup 
dan Bidang Usa_ha yang Tcrbuka dengan Persyaratnn di 
Bidang Pcnanaman Moda.J; 

9) Peratunm Prcsidcn Nornor 36 Tahun 2010 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Te-rtutup dan Daflar Bidang Usaha 
yang Terbuka deng~n Pcrsy.uatan di Bidang Penanaman 
Modal; 

1 0) Pcraturan pcnmdang-undangan daerah dan sektoral 
lcrkait. 

d. Target 
Target tc.~hun 2014, PO PPM mclakstmakan fasilitasi kcrjasama 
kcmilraan antl'lra UMKMK tingkat Provinsi dengan Pcngusaha 
nasional/asing sekurang-kurangnya I (satu) kali per tahun. 

c. Langkah Kegialan 
I) Pendataan jurnlah UMKMK potcnsial yang akan dimitrakan; 
2} Mencari pengusaha tingkat provins1/nasional yang bcrminat 

melakukan kcrnilraun~ 
3) Mengad01kan kcgiatnn fasilitasi kctjasama kcmitraan dalam 

bentuk tcmu usaha . 

f. Sumber Dava Manusia 
Pcjabat / st~f yang membidangi kcrjasa.ma penanamun modal di 
PDPPM. 
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g. Penanggung ja"\\'ab kcgiatan 
PDPPM. 

2.8. Kcrjasama Pcnanaman Modal oleh PDKPM 

a . P ngcnian 
KerjasHma Pcnanaman Modal olch PDI-\PM adalah fHsilita~i 
pemerjntah dnerah kabupalen/kDta da lam rangka kt•rjusama 
kemilraan antara UMKMK tingkat kabupatcn/kota df'ng:m 
pcngusahn lingkal provin~i/nasional. 

b. lndikawr 
Ters lcnggaranya fasilitas1 pcmerintah d;wrah dalam ranuka 
kcrjasama kemitraan an tara VMKMK tingk<lt h:abupaten/ 1\:ota 
dPngan pcnousahn tingkal provinsijnasional. 

c. Sumber dutu 
Sumber data yang menjadi acuan anlara lain: 
1) Laporan kcgiatan fusilitasi PDKPM; 
2) Laporan kcgiatan KADIN/ KADINDA: 
3) Dircktori U ·aha Mikro, Kecil , Menengah dan Kopcrasi 

(UMKMK) tingkat Kabupat<'n/Kotn: 
4) Daftar anggota asosias1 pen..t ahaan nasionaL 

d . Rujukan 
l~ujukan p raturan pcrundang-undangan yang mt·njadi ::wuan 
nntara lain: 
1) Undang-Und;-mg Nomor 25 Tahun 1992 tcmang Koperasi; 
2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Dacrah ~ebagaimana telah drubah bclxrapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 
2008; 

3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 teniang 
Pcnanaman Moclal; 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200~ tentang Us<aha 
Mikro, Kccil, dnn Mcncngah; 

5) Peraturan Pcmcrintah Nomor 65 Tahun 2005 t. ·ntano 
Pedoman Pe;:n~ usunan dan Penerapan Stnnd<:lr Pclayanan 
Minimr1l; 

6) Pennuran Pemerintah Nornor 3R Tahun 2007 tcntang 
Pcmbagian Urusan Pcmcrintahan Amara P(·mcrinlah, 
Pemerintah DaerJh Provinsi dan Pcmerintah Dncrah 
Kabupatcnj Kota: 

7) Pc>raturan Prcsidcn Nomor 90 Tahun 2007 tcntang Bndan 
Koordinasi Penanurnan Modal; 

8) Peraluran Presidcn Nomor 76 TahUJ1 2007 tcntang Kriteria 
dan Persyaratan Pen~ usunnn Bidang Usaha yang Tertutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Pcrsyarat n di 
Bidang Penannman Modal: 

9} Pcraturan Presid<.~n Nomor 16 Tahun 2010 tf'nlflng Uaftar 
Bidang Usah<l yang Ternnup dan Daflar Bidang Usaha 
yang Tubuka dengan Persyaratan di l3idang Pcnanaman 
Modal; 

1 0) Pcraturan pcrundang- undangan d;-wrah dan scktoral 
lcrkait. 
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e . Target 
Target t<:lhun 2014, PDKPM rnclaks<:~nakan fasilitasi kerjasamA 
kcmitraan ;mtam UMKMK tingk:-~t kabupatenfkota df'ngan 
pL'ngusaha tingkat prnvin:-~i j nasionaJ sckurang-kumngnya I 
(satu) kali per t.ahun. 

f. Langkah Kegiatan 
J) Pendataan jumlah UMKMK polcn · ial yang akan di mitrakan. 
2) Mencari pengusaha tingkat Provinsi/nasional yang bcnnin.11 

mdakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat 
h':abupalt'tl/ Kota 

3) Mengadakan kcgialan rasilit<lSi kerjasama k mitman dalam 
bcntuk tcrnu usaha. 

g. Sumb ··r Daya Manusil:l 
Pt>jahaljstafvnng mcmbjdangi kcrjasama pcnanaman modal d1 
PDKPM. 

h. Pcnanggungjmvab kegi<Jltln 
POKPM. 

3.A. Prornosi Pcnanaman Modal olch PDPPM 

a. Pengcrtian 
Promosi Penonaman Modal olch PDPPM adal<:~h kcgiatan yang 
d1tujukan untuk mcningkatkan citra provinsi sebagai da ·rah 
tujuan penunaman modul yang kondusif dan mcndorong minat 
calon investor untuk berinvestast di provmsi. 

b. Jndikator 
Tcrsclenggaranya promosi peluang penunuman modal provmsi. 

Kcgiat.an promosi penanaman modal mc~ncakup unte1n1 lain 
p nyclcnggar<:~an pamcran, markel smmding. investment fomm. 
scmmar invcstasi dan pcnycharluasan brosur pcnanam::~n 
modaL 

<.:. Sumber data 
Sumbcr data yang menjadi acuan antara lain: 
1) Laporan kecriatan promosi penanamun modal oleh PDPPM ; 
2) Dala Bad<tn Pusal Statistik; 
3) D<lla Polensj Prnanaman Modal dari SKPD teknis; 
4) Laporan kcgiatan KADIN/KADINDA: 
5) Dtn.:ktori Usahn Mikro, Kccil, Menengah dan Koperasi 

(UMKMK) t.ingkat provinsi; 
o) Daftar anggota asosiasi perusahmm n<-Jsion<:~l/asing . 

d. Rujukan 
Rujukan pl"mluran perum.long-undangan _vang menjadi u uan 
<~ntara lain: 
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J} Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tf'ntang 
Pemcrintahan Dacrah -cbagaimana tclah diubah beberapa 
kah, l rakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang PC'nanarmm 
ModC!l; 

3) Pcraturan Pcmerintah Nomor f>5 Tahun 200::> lC'nLang 
Pcdoman Pcnvusunan dctn Pencrapan Standur Pclavanan 
Minimal; 

4) Pennuran Pcmcrintah Nom()r 38 Tahun 2007 lentang 
Pemhugwn Urusan Pcmcrintahan Antara P(' mct·intah. 
Pcm ·rintah Daerah Provins1 dan Pcmerintah Daerah 
1\abupatenfhota; 

5) Pcraturan Prcstdcn Nomor (}0 Tahun 2007 lentang Badan 
Koordina ·i Pcnanaman Modal; 

6) Pcraturan pcrundang-undangnn dacrah dan ~<:ktoral lt·rkait. 

e . Target 
Targcl tahun 2014, PDPPM mclaksanakan salah satu kcg1atan 
promosi pcltwng penaname:m modal provinsi sd;urcm~­

kurangnva 1 (::.atu) kali per tahun . 

f. Langkah .1\cgicHan 
1) Mcngumpulkan data informa~i nwngcnai duya tunk sen a 
peluan~ invcstasi di wilayah provinsi. 

2) Ml'lakukan kcgmtan prnmos1 pcnanaman modal. 
3) Mcnindaklanjuti hasil kegmtan promosi penananwn modal. 

g. Sumber Daya Manustu 
PeJabat/ slaf \ang membidan~i promosi pcnanaman modal di 
POPPM. 

h. Pcnanggung _1awab kegiatan 
PDPPM. 

3.l:3. Promosi Pt·nanam:.:~n Modal oleh PDKPM 

a. Pengertian 
Promosi Pcnanaman Modal nkh PDKPM adalah kcgiatan vang 

dimjukan untuk meningkatkan cnra Indonesia dan citra 
kabupatcn/kCHa secara khusu , sebagai daerah tujuan 
pencmaman modal ~ang kondusif dan mcningkatny:.1 minat <lkan 
pduang pe11amumm moda l yang prospcktif di kabupalcn/kota 

tcrsrbul. 

b . lndikator 
Tcrsclcnggaranya 
kabupatcn/ kota 

promo~ I pcluang pf'nanaman rnodal 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



- 13 

l\egiatan promosi pcnanaman modal mcncakup antara lain 
pcnyelenggnraan pamcran, marker sounding, hweslment fonan. 
seminar invcstnsi dan pcnycbarluasan brosur invr~!'>tasi. 

c. Sumbcr data 
Sumber data yang mcnjadi acuan antan.1 lain: 
l) Laporan kcgiatan promosi penanaman modal oleh POKPM 
2) Data Badan Pu at ,,tati. tik; 
3) Data Potcnst P nanaman Modc.1l dan SKPD H·knis; 
4) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA; 
5) Dircklori Usaha Mikro, KecJJ, Menengah dan 1\opera:-,i 

{UMKMK) tingkal KHbupaten/Kota; 
6) Daftar anggota asosiasi pcrusahaan nasinnal. 

d. Rujukan 
Rujukan pnat uran perundc:mg-undangan _vang menjadi a uan 
antarCi lain: 
1) Undang-Undang Nnm<Jr 32 Tahun 2004 t ·ntang 

Pemclintah<'ln na~rah sc:'uagaimuna teiRh dmbah beb rapa 
kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang Penannrn<Jn 
Modal; 

3) Pcraturan Pemcrimah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang 
Pcdoman Pt-nvusunan dan Penerapan Standar Pclayanan 
Minimal ; 

4) Peraturan Pcmerinl<.~h Nomor 38 Tahun 2007 lenlang 
P ·mbagian Urusan P~merinlahan AnWra Pcmcrintah, 
P mcrintah Daerah Provinbi dun Pemerintah Dacrah 
Kabupaten/Kota; 

5) Pcrawran Pre ·iden Nomor 90 Tnhun 2007 tentnng Badan 
Koordinasi Pcnanaman Modal; 

6) Peraturan pcrundang-undangan de~crah dan s ktoral tcrkait. 

c . Target 
Target tBhun 2014. PDh:PM rnelaksanakan salah atu k g1atan 
promosi pduang pcmmaman modal kabupalcnfkola sc:'kurnng­
kun:mgnya 1 (, alu) kali per ta}·mn. 

f. Langkah K\.·giatan 
1) Mcngumpulkan dflta informasi mengcnai daya larik serta 

pcluang inveslasi di knbnpalen/ kola. 
2) M Jakukan kegiatan promosi penanaman mt){[<Jl. 

3) M nindaklanjuti hasil kegiatan promosi pcnanaman modaL 

g. Sumber DHya Manu ·ia 
Pejabal/';taf yang mcmbidung1 promos1 penanaman modal di 
POKPM. 

h . Penanggung jU\\ ab l~cgiulon 
PDKPM 
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4 .A . Pelayanan Pcnanaman Modal olch PDPPM 

a. Pcngerlian 
Pelayanan Pt•rmnaman Modal oleh PDPPM dalam bentuk 
pcrizinan dan nonp "rizinan penanaman modal. 

Pclayanan pcrizinan pcnanaman modal adalah pt·mberian scgala 
bcntuk persctujuan umuk mclakukan Penanaman ModHl yang 
ditcrbitkan oleh pemcrint.ah provinsi scsuai kcwcnangannya 
berda!-;arkan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pclayamm nonpcrizinan penanaman modal adalnh pemberian 
scgala bentuk kemudahan pelayanan, fasililas fiskal dan 
informasi pcnanaman modal scsuai kctcntuan peraturan 
pcrundangan . 

,Jenis pelayanan perizinan dan nonpenzman pcnanaman modal 
yang wajib diselenggarakan PDPPM mencakup: 
1) Pendaftaran Pt>ncmaman Modal Dala.m Negeri, yang 

selanjutnya disebut Pendaft.aran adalah bcntuk persctujuan 
awal Pernerintah scbagai dasar rncmulai rencana pcnanaman 
modal; 

2> lzin Ptinsip Penanaman Modal Dal<.~m Ncgeri, yang 
sclanjut.nya discbut .lzin Prinsip, adalah izin untuk mcmulai 
kq?;ialan pcnanaman modal di bidang usaha yang dapat 
memperoleh fasil.ilas fiskal dan dalam pclaksnnaan 
penanaman modalnya memerlukan fasilitas Iiska!; 

3) Jzin Usaha Pcnanaman Modal Dalam Negeri scsuni 
kc\.vcnangan pemerintah provinsi adalah izin yang wajib 
dimiliki pPrusahaan unluk m ~laksanakr-m kcgialan 
produksi / open.lsi komcrsial baik pruduksi barang maupun 
jasa sebagai pelaksanwm alas Pendaftaran/Izin 
PrinsipjPers<'lujuan penanaman modalnya, kccuali 
ditcntukan lain olch peruturan perundang-undangan scktoraJ: 

4} P rpanjangan Rcncam1 Pcnggunaan Tenaga K -rja A ·ing 
(RPTKA} adal h perpanjanoan pengcsahan rencana jumlah. 
Jabatan dan lama pcnggunaan tenaga k rja asing y~mg 

diperlukan sebagai dasar persctujuan pcmasukan tcnaga 
kerja asing dan penerbitan lzin Mcmpckerjakan Tenaga Kerja 
Asing (IMTA); 

5} Pcrpanjangan lzin Mt•mpckcrjakan Tenaga Kcrja Asing {lMTA) 
yang b l<crja di lebih dari l (satu) kabupalcn/ kota adalah 
pcrpanjangan izin bagi pcrusahaan yang n1empekt::Ijukan 
tenaga kctj asing dalam jumlah . jabawn dan periodc 
tcrll"'ntl..L 

b. Cara PcrhiLungan lndik<.Hm-

1) Rumus 
Pr >scntasc lcrselenggaranya pek1yanan 
nonpenzme:m bidang pcnanamon modal 
PDPPM dihitung dengan rumus: 

perizinan 
mclalui 

{
Jumlah je-nis perizinan dan nonp rizinan J 

yang dapat. dila~·ani PTSP PDPP'.\ ..., lOO% 
5 

dan 
PTSP 
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Ketcrangan: 
Angka 5 {lima) pada pembiJang adalah jumlah pt>rizinan dan 
nonperizinan yang wajib dilayani oJch PTSP PDPPM yailu 
Pendaftaran Penanaman Modul Dalam Negcri, lzjn Prinsip 
Penanaman Modal Dalam Negeri, lzin Usaha P·nanaman 
Modal Dalam Ncg<'ri, Perpanjangan RPTKA, dan 
Perpanjangan IMTA yang bckcrja di lebih dari l (satu) 
kabupatenj kota, scsuai kewenangan pemerin 1;-lh provinsi. 

2) Conloh Perhitungan 
Misalkan suatu PTSP PDPPM baru dapat mclayani 4 jenis 
perizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan 
nonperizinan Pcndaftaran Pcnanaman Modal Dalam Ncgcri, 
lzin Prinsip PcnanamaJ1 Modal Dalam Negeri, lzin Usaha 
Pt!nanaman Modal Dalam Ncgeri dan Pcrpanje;mgan RPTJ.\A . 

Maka perscntase jumlah pdayanan penzman dan 
nonperizinan pada tahun ber:jaJan ada1ah: 

{
4 jems penzinan dau nonperizin.=m J 

\'an g d~pat dilay nj PTSP PDPP i\1 O 
- - -- • 1 0% =80% 

.::> 

Artinya.: Telah 801~'o juml::1h perizinan dan nonpcrizinan yang 
dapat dilayani oleh PTSP PDPPM y~mg bersangkutan. 

c. Sumber Data 
l) Permohonan perizinan dan nonperizinan pemmaman modal; 
2) Lampiran kclcngkapnn permohonan pcrizinan dan 

nonperizinan penanaman modal: 
3} Perscrujuan Pcnanaman Modal Dalam Neg Ti/ Pendaflaran 

Pcnanaman Modal DalDm Ncgerif!zin Prins1p Pen~maman 
Modal Dalam Negeri dan lzin Usaha Pcnanaman Modal 
Dalam Negeri; 

4) Laporan Kegialan Penanamun Modal{LKPM); 
5) SPIPISK 

d. Rujukan 
Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan 
antara lain: 

l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lt>nwng 
Pcmerintahan Dacrah sebagaimana telah diubah bcherapa 
kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang 
Pcnanaman Modal; 

3) Peraturc:m Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tenlang 
Pcdoman Pcnyusunan dan Pen rapan Standar Pelayanan 
Minimal; 

4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tcntang Badan 
Koordinasj Pcnanaman ModaL 
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5) Pcraturan Prcsiden Nomor 76 Tahun 2007 tcntang l\ritcria 
dan Persyaratan Pcnyusunan Bidang Usaha yang Tcrtutup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dcngan Pcrsyaratan di 
Bidang Pf'nanaman Modal; 

6) Peraturan Presidcn Nomor 27 Tahun 2009 t('ntang 
Pdayanan Terpadu Satu Pinlu di Bidang Pcnanaman 
Modal; 

7) Pcraturan Presidcn Nomor 3b Tahun 2010 ten tang Daftar 
81dang Usaha yang Tertulup dan Daftar Bidang Usaha 
yang lerbuka dcngan PcrsyClralan di Bidang Penanaman 
Modal; 

8) Peraturan Mentcri Dalam Ncg . ri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penctapan 
Standar Pclayanan MinimaJ ; 

9) Pcraturan KepaJa Badan EoordinasJ Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 lentang Pedoman tlnn Tuta Cara 
Permohonan Pcmmaman Modal: 

I 0) Peratunm Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tcntang Sistem Pelayanan Jnformasi 
dan Pcrizinan dan nonperizinan lnvcstasi Secarc1 
Elektronik; 

11) Peraluran Kepala Badan Koon.linasi Pcnanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2011 tcnlang Tata 'am PclaksanaCln, 
Pcmbinaan dan PeJaporan Pclayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Pcnanaman Modal ; 

l 2) Peraturan pc-rundang-undangan daerah dan scktoral 
terkait. 

e . Target 
Target tahun 2014 , PTSP PDPPM telah mcnyclcnggarakan 100% 
perizinan dan nonpcni'-man pcnanamun modal vang waJib 
dist>cliakan . 

f. Langkah Kcgiatan 
1) lnventarisasi informasi tcntang proscdur dan tata cara 

pclayanan perizimm dan nonperizinan; 
2) ldentifikasi informasi tcntang prosedur dan lata ce1ra 

pclavanan pcd;tinan dan nonpcrizinan; 
:i) Pcnyiapan Sumbcr Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan 

dan nonperizinan sebagai Fronl Office, Back Office dan Help 
Desk. 

4) lmplcmentasi ~PIPISE; 
:=>) Pemutakhmm secara berkaJl:l informasi tcntang prosedur dan 

tata cara pC'layanan peri/;man dan nonperizinan dt dacrah; 
6) Langkah-Jangkah pclayanan pcrizinan dun nonperizinan: 

a. Pengccckan kdengkapan administrasJ pcrmohonan 
perizinan dan nonpcrizinan pcnanaman modal dalam 
ncgcn. 

b. Pengec · kan terbuka awu lertulupn:v<:.~ biclang usHha yang 
dimohon untuk pcnanaman modal dal<lm ncgeri. 

c. Pemrosesan penzinan dan nonpcrizinan pcnanaman 
modal dalam ncgeri. 

d Penerbitan dan pcnyampaian pcnzinan dan nonpenzman 
pcnani:Jman modal dalam ncgeri kepada pcmohon. 
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g . Sumbcr Daya Manusia 
Pejabat/staf yang mcmbidangi pclayanan pcr1zinan dan 
nonperizinan pcnanaman modal di PDPPM. 

h. Pcnanggungjawab kcgiatan 
PDPPM. 

4 .B. Pclayanan Pcnanaman Modal olch PDKPM 

a . Pcngerlian 

Pclayanan Pcnanaman Modal olch PDKPM dalmn bcntuk 
perizinan dan nonpcrizinan penonaman modal. 

Pclayanan pcrizinan pcnanaman modal adalah pemberian 
segala bcntuk pcrsetujuan untuk mdakuk;:.;m Pcnanaman Modal 
yang ditcrbitkan okh pemerintah kabupatenjkota scsuai 
kewenangnnnya berdas.arkan kctentuan peraturan pt>runrlang­
undangan . 

Pclayan<1n nonperi~inan penanaman moda l adalah pcmbcrian 
scgala bcntuk kemudahan pclayanan, fasilitas fiskal dan 
informasi pcnanaman modal scsuai kctC"ntuan pcraturan 
perunda ngan . 

Jenjs pcla_yanan perizinan clan nonpenzman penHnaman modal 
yang wajib disdcnggarakan PDKPM mencakup: 
l) Pcndaftaran Penanaman Modal Dalam Ncgeri, yang 

se1anjulnya discbul Pcndaftaran adaJah bcntuk pcrsctujuan 
awal Pemcrintah sebagai dasar memulai renr-ana penanaman 
modal; 

2) Izin Prinsjp Pcnanaman Modal Dalam Ncge1·i , yung 
sr-lanjutnya disebut Jzin Prinsip, adalah izin untuk memulai 
kcgiatan pcnanaman modal di b1dang usaha yang dapat 
mcmpemleh fasiliw.s Jiskal dan da lam pc-laksanaan 
p nanaman modalnya m<·merlukan fasilitas. liskaJ; 

}} Izin Usaha Pcnanrunan Modal Dalam Ncget·i adalah izin yang 
wajib dimiliki perusahaan untuk mclaksanakan kegjman 
produksi/opcrasi komcrsial baik produksi barang maupun 
jasa sebaga1 pclaksanaan atas Pendaftaranjlzin 
Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kccuali 
ditentukan IC:Jin oleh peraturan pcrundang-undangan sektoral; 

-H Tanc:la Daftar Perusahaan (TDP) adalah sural Landa 
pengcsahan yang diberikan ol·h Kantor Pcndaflaran 
Pcrusahaan kepada perusah<wn yang tclah melakukan 
pendaftaran perusahaan: 

5) Sural lzin Usaha Perdagangc:tn (S I UP} adalah sumt izin untuk 
dapat mclak$anakan kcgiatan usaha perdag<mgan; 

6l Pcrp<mjangan Jzin Mempekerjakan Tenaga Kerja As1ng (1MTA) 
yang bckcrja di 1 fsatu) Kabupaten/Kota adalah perpanjangan 
izin bagi pcrusahaan yang mcmpckcrjakan tenaga kc-rja asing 
dalarn jumlah, jabatan dan periode lertenlu . 
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b. Cara perhitungan indikator 

l) Rumus 
Prosentase tcrselenggaran_va pelayanan 
nonpenzman bidang penanaman modnl 
PDKPM dihitung dengan rumus: 

[
}uml a h jenis per·izinan dan nonperizinan j 

van<> dapet dilanwi PTSP PDKP~1 
· D · · •100% 

6 

Kctcrangan: 

perizinan 
melalui 

dan 
PTSP 

Angka 6 {cnam} pada pembilang adalah jum!al1 p -rtzman 
dan nonpcrizinan yang wajib dilayani oleh PTSP PDPPM 
yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Oatam Negeri, Izin 
Prinsip Penanaman Modal Dalam Negcri, lzin Usahi::l 
Pcnanaman Modal Dalam Negcri, TDP, SIUP dan 
Perpanjangan IMTA yang bckerja di l (satu) kabupatenfkota, 
s suai kewenangan pemcrintah kabupatenjkota. 

2) Contoh Pcrhhungan 
Misalkan suatu PTSP PDKPM baru dapat mclayani 3 jcnis 
pcrizinan dan nonperizinan yaitu Pelayanan Perizinan dan 
nonperizinan Pcndafl~u·an Pcnanaman Modal Dalam Negeri, 
lzm Prinsip Pcna11am:;:m ModaJ Dalam Negcri d:m l:r.in UsahH 
p,~nanaman Modal Dalam Ncgcri. 
Maka pcrsentase jumlah pclayanan p rizinan dan 
nonp~:·rizinan pada tahun be.1jalan adalah: 

[
3 j4?nis pelizinao dan oonperizinan J 
yang dapat dilayani PTSP PDKPM • IOO % = iO% .. 

Arlinya: Telah 50°/o jumlah perizinan dan nonpcrizinan yang 
dapal dilayani ( leh PTSP POKPM yang bersangku1an. 

c. Sumbcr Data 
1) Pcrmohonan p rizinan dan nonpcrizinan penanaman modal; 
2} LHmpiran kelengkapan pcrmohonan perizinan dan 

nonperizinan penanaman modal; 
3) Pcrsetuju<:m Pcnanaman Modal Dalam Negeri I Pcndaftaran 

Pencmaman Modal Dalam cgeri 1 !?.in Prinsip Penanaman 
Modal Dalam Ncgc1i dan lzin Usaha Penanaman Modal 
DaJam Ncgcri; 

4) Lnponm Kcgi<Jtan Pcnanaman Modal {LKPM); 

5) SPIPISE. 

d. Rujukan 
Rujukan pcmtumn perundang-undangan yang mcnjadi acuan 
antara lain: 
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l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daemh scbaguimana l lu h diubah b bl'rapa 
kali tcrakhir dengan Undung Undang Nomor J 2 Tahun 
2008; 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal; 

3) Pc-raturan Pemerin tah Nomor 65 Tahun 2005 tent~mg 
Pcdoman Pcnyusunan dan Pcncrapan Standar Pclayanan 
Minimal; 

4) Pcmlurnn Presidcn Nomor 90 Tahun 2 007 tentang Badan 
Koordinasi Pcnanaman Modal; 

5) Peraturan Prcsidcn Nomor 76 Tahun 2007 tcntang Knleria 
dan PC'rsyaratan Pcnyusunan Bidang Us<'lha yang TertUlup 
dan Bidang Usaha yang Terbuka dcngan Pcrsyaratan di 
Bidang Pcnanaman Modal; 

6) Pcraturan Prcsiden Nomor 27 Tahun 2009 tcntang 
Pclayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

7) Peraturan Prcsiden Nomor 36 Tahun 20 I 0 ten lung Dafwr 
Btdang Usaha yang Tcrtutup dan Daftar B1dang Usaha 
yang terbukc.t dengan Pcrsyarawn di 13idang Penanam<-m 
Modal 

8) Peraturan Mcnteri Dalam Nege ri Nomor 6 Tahun 2007 
lcntanr, Pelunjuk Teknis Penyusunnn dan Pcnetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

9) Peraturan Kcpa la BHdan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tenUmg P<·doman dun Tata Cam 
Pcrmohonan Penanaman Modal ~ 

1 0) Pcraturan r::epala Badan Koordinasi Penanarnan Modal 
Nornor 14 Tahun 2009 ten tang .. istf'm Pclayanan Jnfonnasi 
dan Pcri%inan d;;m nonperizinan lnvestasi Recan-1 
Ekktrnnik; 

J l) Pt•raluran Kcpala BaLiun Koordmasi Pcnanaman Modal 
Nomor > Tahun 20 I I len tang Tala Cara Pclaksana<1n . 
P ·mbinaan dan Pelaporan PcliJ}anan Terpadu Su tu Pintu di 
Bidang P nanaman Modal; 

12) Pcraturan pcrundang-undangan dacrah dan s{·kwml 
terkait 

c . Turget 
Targe1 tahun 2014. PTSP PDKPM tclah mcnyclenggarnkan 100'){, 
p •nzinan dan nonperizinan pcnanaman moria! yang wajib 
ciiscdiakan_ 

L Langkah Kcgiatan 
I) lnvcnlarisast informasi tentang prosedur dun taut 'ara 

pclayanan peri~:inan dan nnnperizinan; 
'2) ldentifikasi informas1 lenlang prosedur dan lHla cara 

pdayanan perizinan dan nonperizinnn; 
3) Penyiapan Sumbcr Daya Manusia (SDM) d i bidang pcrizinan 

dan nonperi~inan sebagw Front Office, Back Office dan Help 
Desk. 

4) lmpl mentasi SPIPISE: 
5) Discminasi d:=llam bentuk media cetak dan media clck tronik; 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



- 20-

6) Pemutakhiran sccar<l berkala informasi tcnwng proscdur 
dan Lata earn pdayanan perizinan dan nonpcrizinan eli 
dacrah; 

7) Langkah-.langkah pelayanan pcrizinan dan nonperizimm: 
a. Pengecekan kelengkapan administrasi pcrmohonan 

perizinan dan nonperizinan pcnanaman modal dalam 
ncgcri; 

b. Pengecckan terbuka atau tcrtut upnyu bidang usaha yang 
dimohon untuk Pcnanaman Modal DaJam Negeri; 

c . Pemrose an perizinan dan nonpcrizinan penanaman 
modal dalam ncgeri; 

d. Penerbitan dan penyampaian pcrizinan dan nonpedzinan 
penanaman modal dalam negeri kepada pcmohon. 

g. Sumber Daya Manusia 
Pejabat/ staf yang membidnngi peJayanan perizinan dan 
nonperizinan pcnanaman modal eli PDKPM. 

h. Pcnanggungjav.rab kegiatan 
PDKPM. 

5.A. PcngendaJian dan Pclaksam:wn Pcnanam;;m Modal oleh PDPPM 

a_ Pcngertian 
1) Pengcndalian dan Pclaksanaan Penanaman Modal oleh 

PDPPM adaJah melaksanakan pemantauan, pcmbinaan dan 
pcngawas::~n tcrhadap pclaksanaan pcm:muman modal 
s~suai hak, kcwajiban dan tanggung _1awab penanam modal. 

2) Bimbingan Pelaksanaan 1\.egiatan Penanaman Modal adalah 
fasilitasi yang dilakukan kepada penanam modal unluk 
mercahsasikan penanaman modalnya di wi1ayah provinsi, 
yang kcgiatannya mencakup bimbingan pengtsmn 
pcrmohonan dan kelcngkapan administrasi pcrizinan dan 
nonpcrizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan 
pcmcnuhan kcwajiban pcnanam modal, bimbingan 
pengisian Laporan Kegiatan Penananam Modal (LKPM). 

b_ Jndikator 
Tcrselcng__~aranya bimbingan pclaksamum kegiatan penam1mt:m 
modal kepada masyarakat dunia usaha l jscnu) kali dalam 

s<'tahun. 

c. Sumber data 
Sumber data yang mcnjadi acuan antara lain: 
1) Sural Persctujuan Pcnanarnan Modal/Pendaftaran 

Penanaman Modal/]zin PJ-insip Penanaman Modal dan lzin 
UsHha; 

2} Laporan J.;;egialan Penanaman Modal (LKPM); 
3) Laporan yang disampaikan olch penanam modal; 
4) Data dari SKPD terkait; 
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5) SPIPISE; 
6) Sumber data Jainnya seperti laporan masyarakat dan 

pcmberitaan media. 

d . Rujukan 
Rujukan peraluran perundang-undongan ye::mg mcnjadi a('uan 
antara lain: 
l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 

Pemcrintahan Daerah sebagaimana Lelah diubah bebcrapa 
kali, l.crakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatum 
2008; 

2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tcntang Penanaman 
Modal; 

3) Undang- Undang Nomor 1 l Tahun 2008 tenLang lnformasi 
dan Transaksi Elektronik; 

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcnlang 
Kctcrbukaan lnformasi Publik; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenlang 
P doman Penyusunan dan Pencrapan Standar Pelayanan 
Minimal; 

6} Peraturan Pcmcrintah Nomor :38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemcrintah, 
Pemerintah Dacra h Provinsi dan Pem('rinlah Daerah 
Kabupatcn/Kota; 

7) Pcraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 lentang Badan 
Koordinasi Penanaman Modnl; 

8) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 lcnlang 
Pelayanan Terpadu Salu Pintu di Bidang P nanaman Modal; 

9) Peraturan Kepala Bi:ldan 1\o()rdinasi Pcnanaman Modal 
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara PcngendaJian 
Pclaksanaan P nanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kcpala Badan Ko01·dinasi Pcnanaman 
Modal Nomor 7 Tahun 2010; 

1 0) Pemturan K pala Badan Koordina!ii Pcnrmaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tcntang Sistcm Pclav<Jnan lnformusi 
dan Pcri%inan dan nonpcrizinan lnvestasi ~ecara Elektronik; 

11) Peraturan perundnng-undangan dacrah dan ·ektornl terkait 

c. Target 
Target tahun 2014, PDPPM mcJaksanakan bimbingan 
pelaksanaan kcgiatan pcnanaman mod~l sekurang-kunmgnya 
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

f. Langkah Kcgiaum 
1) Mcnyiapkan SDM dalam pengcndalian pclaksanaan kegiatan 

penanaman modal , 

2) Kompilasi d~ta 

Modal/ Pendartaran 

Surat Persctujuan Penanaman 
Penanaman Modal/lzin Prinsip 

Penanaman Modal dan Jzin Usaha perusahaan penanaman 
modal ynng berlokasi dj wilayoh provinsi yang bersangkutan. 

3) Mdakukan pemantauan pcrkcmbangan realisasi pcrusah::l<.Hl 

pcnanaman modal di wilayah provinsi yang bersangkutan 
dilihat dari : 
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a) Reallsast .Jdmmistrasi pel.., ksanaan pcnonaman modal, 
mcliputi 

- Aktc pcndinan dan pcrubHhan anggaran dasar 
pcrusahaan; 

- Nomor Pokok WaJib Pajak (NPWP); 
- Tanda DaftHr Perusahaan; 

Penzinan dan nonperizinan dan nonpenzman d<ln 
nonpcri?inan scsuai kebUiuh:m bidang u,·aha; 
ILin Lokas1 bagi pcrusah<lan vang rnf'nwr·lukan lahan 
hagi ke-g~atan mvcstasinya; 
lzin M~::ndirik<'ln Bangunan bagi pcru~1haan yang 
mcndinkan bangunan bagi kegialan invcslnsinya; 
lzin Undan~· undan~ Gangguan. 

b) Rcalisasi fisik dalmn bcntuk : 
- Luas lahan yang tdah din:ahsa ·ikan pt•ru ·ahaan; 

- Pembangunan pabrikjgedung/ perknntoran: 
- Pemasangan mc:sin -mcsin/ pcralalan produksi; 

4) Mclakukan koordinasi fasilitasi pcnyelesdian h<tmbalan 
pclak anaan pcnanaman modal di wilayah provm::;i . 

5) Melakuk. n bimbingan kepad<l peru ahaun agar mcmenuhi 
kclentuan pt' raturan pcrundang-undangan dan sduruh 
pcrsyaratan perizinan dan nonperizinan. 

6} Melakukan bimbingan kcpada peru<:;ahaan dnlam pengismn 

Laporan Kcgialan Penanamc:m Modal (U\PM). 

g. Sumber Daya M;musia 

Pejab<H/staf vang membidangi pengPndnlinn pf'laksanaan 
penanaman modal di PDPPM. 

h. Penanggung J<nvah kt-•gialan 

PDP PM 

5.B Peng ·ndalian dan Pdaksanaan Pcnanaman Modal oleh PDKPM 

a. Pcngcrtian 
I) Pengendalian dun Pclaksanaan Penani:lman Modal olt-h 

PDhPM Hdalah melaksanHkan pemantauan, pemhinaan dan 
pcngawasan lt>rhmlap pelaksanuan penaname~n modal scsuaj 

hak, kt.:\\'l:ljib:-m dan !Unggung j<nvBb pcnanam modal. 
2) Bimbingan Pclaksn.naan Kcgintan Penanarnan Modal adalah 

fasilitasi yang dilakukan kcpadr~ penanam modal untuk 
mcrcaliS«Isik•m pcncH1aman modalnva d1 \o~:ilm ah 
Kubupatcn/ Kota, yang kcgiatann~a men akup bimbingan 
pcngisian pennohonan dc:m kclcngkapan administ rnsi 
perizinan dan non pL'rizinan pf'laksanU<JII [X't1tlllaman modal, 

16/41846.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



bimbingan pcm ~nuhan kewajiban penanam modal, bimbingan 
pengisian Laporan Kegiatan Penanana.m Modal}. 

b. lndikator 
Tcrscicnggarakannya b1mbingan pelaksanaan 
pcnanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 
dalam sctahun. 

c . Sumber Data 

kegiatan 
(sotu) kali 

1) Suntt Persctujuan Penanaman ModaljPendaftaran 
Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman Modal dan lzin 
Usaha; 

2) Laporan Keoiatan Pene~naman Modal (LKPM); 
3) Laporun yang disampaikan oleh pcnunum modal; 
4) Data dari SKPD terkait; 
5) SPIPlSE: 
6) Sumbcr data lainnya sepf'rli laporan masyarakat dan 

pcrnberitaan media. 

d. Rujukan 

Rujukan peraluran perundang-undangan yang menjadi aeuan 
antara lain: 
ll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 leDiang 

Pemcrimahan Dacrah sebagaimana tclah diubah beb"'rapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2) Undang- Undang Nomor 25 Tuhun 2007 lcntang 
Pcnanaman Modal; 

3) Undaug- Undang Nomor 1 I Tahun 2008 lcntang lnforma!5i 
dan Transaksi Elektronik; 

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 lcntang 
Keterbukaan lnformHsi Publik; 

5) Penuuran Pemcrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
P doman P<"nyusunan dan Pencrapan Slandar Pelayanan 
Minimal: 

6) Peraturan Pemerimah Nomor 38 Tahun 2007 tcntang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerimah, 
Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerinlah Daerah 
Kabupaten/ Kola; 

7) Pcraturan Prcsidcn Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 

8) 
Koordinasi Penanaman ModaJ; 
Pcraturan Prcsiden Nomor 27 
Pclayanan Tcrpndu Satu Pintu 
Modal; 

Tahun 2009 tentang 
di Bidang Pcn<maman 

9) Peraluran h:cpa!a Badan l<oordmasi Pcnanaman Modal 
Nomor 13 Tahun 2009 tcntang Tala Cura Pengcndalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal sebagajmuna telah diubah 
dcngan Pe-ratur:.m Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 7 Tahun 20 l 0; 
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10) Pcraturan Kepala Badan Koordinasi P-nanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tenlang Si ' tem Pelayanan lnformasi 
dan Peri:zinan dan nonperi;~;inan I nvestasi secara 
Elcktmnik; 

11) Peraturan pcrundang-undangan daemh dan sektoral 
1erkait 

e. Target 
Target tahun 2014, PD!\PM melaksanakan bimbingan 
pelak~anaan kc>giatan pcnanaman modAl sekurang-kurnngnya 
(satu) kali dalam 1 (satu) lahun . 

L Langkah Kcgiatan 
1) Mcnyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan 

pcnanam~m modaL 
2) Kompilasi data Persctujuan Pcnanaman Modal(PendaflaTan 

PenanamHn Modaljlzin Prinsip Penanaman Modal dan h:m 
Usaha perusahaan pcnannman modal yang b r)okasi di 
kabupatcn/kota yang bers~mgkutan. 

3) Mdakukan pcmanu:ruan perkembangan realisasi peru::;ahaan 
penanaman modal di kabupaten/kota yang bersangkutan 
diJjhat dari : 

a) Rea.Jisasi administrasi pelaksanaan pcnanaman modal, 
meliputi: 
- Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar 

perusahaan; 
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
- Tanda D::~fte~r Pcrusahaan; 
- Perizinan clan nonpenzinan dan nonpcnzman dan 

nonpcrizinan scsuai kebutuhan hidang usaha; 
- lzin Lokasj bagi pcmsahaan yang memcriukan lahan 

bagi kegiatan invcstasinya; 
- lzin Mcndirikan Bangunan bagi perusahaan yang 

mcndirikan bangunan bagi kegiatan invcstasinyH; 
- Izin Undang-undang. Gangguun. 

b) Rcalisasi lisik dalam bentuk : 
Luas lahan yang telah dircalisasikan pcrusahaan; 

- Pembangunan pabrik(gcdung/ perkanloran; 
- Pcmasang::m mcsin-mesin/pcralau:m produksi; 

4) Mclakukan koordinasi fasilitasi pcnyelesaicHl hombaLan 
pelaksanaan pcnanaman modal di K<1bupatcnjKot.a. 

5) Melakukan bimbingan kcpada pcrusahaan agar memenuhi 
ketcntuan peraturan perundang-undangan dan scluruh 
pt'rsyaraLan pcrizinan dan nonperi:t-inan. 

6) Melakukan bimbingan kepada perusaha<1n dalam pengisian 
Lapo1·an Kcgiutan Penanaman Modal (LKPM). 
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g. Sumber Day<J Manusia 
Pcjabat/sWf yang membidang1 pcngendalinn p~laksanaan di 
bidang penanaman modal di PDKPM. 

h. Penanggung jnwab kegiatan 
PDKPM 

6. Pengelotaan DaH1 dan Sistem Jnfonnasi Penanaman Modal oleh 
PDPPM dan PDKPM 

a. Pcngerlian 
Pengelolaan Data dan Sistcm Informasi Pcnanaman Modal 
adalah pencrapan Sistem Pclayanan lnformasi dan Perizinan 
Investasi Sccara Elcktronik (SPIPISE) dalam mcnyelenggarakan 
pelayanan P rizinan dan Nonperizinan. ,Jumlah dan jenis 
pclayanan SPIPISE yang tclah dib<mgun dan smp 
diimplementasikan mcncakup: 
1) Pendaftaran Pcnanaman Modal Dalam Negcri; 
2) lzin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negcri: 
3) lzin Usaha Penanaman Modal Dalam Negcri; 
4} Laporan 1\egiatan Pcnanaman Modal (LKPM) . 

b. Cara Perhirungan lndikator 
l} Rumus 

T rimpkmentasinya SPfPl.'E: 

I Jumlah jeuis pelay.1nan ] 
yang dilayani menggunakan SPIPISE 
~~~--~------~--·- •100~ 

4 

Keterangan: 
Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis 
pclayanan SPlPlSE yang tclah dibangun dan siap 
ctiimpl •mentasikan olch PDPPM dan PDKPM. 

2) Con toh Per hi lungan 
Misalkan suat u PDPPM a tau PDKPM mengimpkmentasikan 
SPIPISE untuk pclayanan: 
l) Pendaftaran Penanaman Modal Dalc:tm Negeri; 
2) lzin Prins1p Penanarnan Modal Da lam Ncge.ri; 
3) lzin Usaha Penanaman Modal Dalam Ncger-i, 
maka presentase terimplementasinya SPJPISE adalah: 

l 3 jenis pelayanan l 
yang dilayani menggunakan SPTPJSE • 

1 
DO I!b ::::: 75 % 

J 
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Arlinya: PDPPM atau PDh:PM tcrscbut t<.·lah T5"·" 
mengimplcmcmasik<-m SPIPISE. 

c. Sumbcr dala 
SPIPISE. 

d. Rujukan 
Rujukan pcraturan perundang-undangan yang mcnjadi acuan 
antara lain : 
1) Undan~-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang 

Pcmerintuhan Daerah s bagaimana Lelah dtubah beberapa 
kali, tewkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

2) Undang-Undung Nomor 2;) Tahun 2007 tcntang 
Penanaman Modal; 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200B tentnng Jnformasi 
dan Transak~i Elcklrnnik; 

4) Undang- Undang Nomor J 4 Tahun 2008 lem·mr; 
hd•'rbukaan lnformas1 Publik: 

5) Peraturan Pt·nwrinluh omor 65 Tahun 2005 tentang 
Pc-·doman Penyu-;unan dan Pencre~pan Standar Pclayan<Jn 
Mmtmal; 

6) Pcraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 lcntang 
Pcmbagian Urusan Pem rinlahan Antura PemPrintah, 
Pcmerintah Dacrah Provinsi dan Pcmt'nntnh Dncrah 
1-.a bupatcn/ Ko!l'l; 

7) Pcraturan Prcsidcn Nomor 90 Tnhun 2007 lt•ntang I3r~dan 
Kuorchnast Pcnanaman Modal; 
Pcralumn Prestdcn Nom< r 27 Tahun 2009 tentang 
PC'Iavanan Tcrpadu Satu Pintu eli Bidiin•:r Pemmam<ln 
Modal; 

Y) Pcraturan Kcpala Badan hnordinn:';t P nanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tcntang Sistf'rn PC'luyanan lnformasi 
dan Pcrizin<tn dan nonp rizinan ln\C'iW:-;i sccara 
Elcktromk; 

1 0) Pcnnuran p ·rundang-undangan dacrah dan sckttmd 
tcrkail. 

e. Target 
Target lahun 20H. PDPPM dan POKPM Lelah 
mcngimplcmcntastk<-m SPIPISE I 00''/(, dalmn mcn\'denggnrHkan 
perizin<:ln dan nonpc:rizin<:~n pcnunaman modal yang mcnjadi 
kt wcnangannya. 

f. Lnngkah KegH:llan 
1) Menetapkan PDPPM a tau PDKPM scbagai lcrnbaga ) <mg 

mt'n~ cknggarakan PTSP bidung Pemmaman Modnl; 
2} Memlwnknn pl'limp<Jhan kewenangan perizinan dHn 

nonperizinan kepadn PDPPM at<JLI PDKPM: 
3) Mcnyi<=~pkun kantor, SDM, pcnmgkat kcras dan p rangkat 

lunak; 
4) Menyiapkan lnfrastruktur PDPPM r~tl'lu PDKPM : 
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5) Mengikuti pelatihan dasar PTSP dan SP!PISE; 
6) Mengajukan pcrmohonan hak akscs kepada BKPM: 
7) Oper;;~sionalisasi SPJPISE. 

g. Sumber Daya Manusia 
Pejabat/staf yang membidangi pelayanan penzman dan 
nonperizinan pPnanaman modal di PDPPM dan PDKPM. 

h . Pcnanggungjawab kegiatan 
PDPPM dan PDKPM . 

7. Penycbarluasan, Pcndiclikan dan Pclatihan (Diklat) Pemmaman 
Modal oleh PDPPM dan PDKPM 

a . Pengertian 
Pcnyebarluasan, Pcnd1dikan dan Pel~'tlihan P ·nanarnan Modal 
adalah mclaksanakan kegiatan bimbing<-m Leknis :-nau 
sosialisasi kebijakan penanaman modal kcpada musyarakal 
dunia usaha yang mencakup : 
1) Kebijakan penanaman modal 
2) Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam 

Negcri (Pendaflaran Pcnanaman Modal Dalam Neged, lzin 
Prinsip Pf'n:maman Modal Dalam Ncgcri, lzin Usaha 
Penanaman Modal Dnlum Negcri, dan Masterlist Barnng 
Modal dan Bahan Baku} lmik pengaJUan secara manual 
maupun online melalui SPJPISK 

b . lndikator 
Tcrsclenggaranya sosialisasi kebijakan pcnanaman modal 
kcpada mosyarakat dunia usaha. 

c. Sumher data 
Sumber dala yang mcnjadi acuan antara lain: 

J) Kcbijakan di bidang pcnanmnan modal; 
2) Manual/~nduan Tam cara pengajuan pcrmohonetn 

Penanaman Modul Dnlam Negcri (Pcndaftara.n Pcnanaman 
Modal Dalam Negeri. lzin Prinsip Penanaman Modal Dahlm 
Ncgcri, lzin Usaha Penanaman Modal Dalam Negcri. dan 
Mastcrlist Barang Modal dun Bahan Bnku) baik p<'ngajuan 
sc-cara manual maupun online mclalui SP1PlSE; 

~) Manual/ panduan reknis yang ditcrbitkan 
kementericm/lembaga dan dacrah. 

d. Rujukan 
Rujukan pcraturan perundang-undangan yang menjadi acuan 
antara lain: 

l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lcnlang 
Pcmerintahan Daerah scbagaimuna Ieiah diubah bebcrapa 
kah Lerakh1r dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 
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2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal ; 

3) Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenl(.mg 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan 
Minimal; · 

4) Peraturan Prcsiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan 
Koordinasi Pcnanaman Modal; 

5J Pcraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 lcntang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Pcnanaman 
Modal; 

6) Peraturan Menter] Dalam Negeri Nmnor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pcnetapan 
Standar P·layanan Minimal; 

7) Pcraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tcnlang Pcdoman dan Taw CAra 
Permohomm Penanaman Modal; 

8) Peraturan 1\.epala Badan Koonlinasj Penanaman Mod<Jl 
Nomor 13 Tahun 2009 tcntang Tala Cara Pcngcndalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal sebagH imana Lelah dillbah 
dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman 
Modal Nomor 7 Tahun 20 l 0; 

9) Pcnnuran Kepala Badan Koordinasi P nanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 ten tang Sistem P ·layanan lnfor-masi 
dan Perizinan dan nonperizinan lnvestasi s~c:am 

Elektronik; 
1 0) PeralUran Kepala Badan Koordinasi Pcnanaman Modal 

Nomor 6 Tahun 20ll tentang Tat.a Cara Pclaksanaan, 
Pcmbinaan dan Pc\aporan Pclayanan Tcrpadu Satu Pintu di 
Bidang Penannman Modal; 

11) Pcraturan pcrundang-undangan daerah dan scktora1 
tcrkaiL 

e. Tal-get 
Targt:l tahun 2014, PDPPM dan PDKPM mcmb rikan sosiahsasi 
kebijak:m penanaman modal sekurang-kurangnya l (satu) kali 
dalam satu lahun. 

f. Langkah Kegiatan 
1) Mengumpulkan manual sosialisasi/ pclatihan kcbijakan 

penanaman modal; 
2} Menyiapkan materi sosialisasi/ pclatihan kebijakan 

pcnanaman modaL 
3} Mcnetapkan jadwal sosiahsusi j pdatihan kcbijakan 

pcnanaman modal; 
4} Menyiapkan undangan; 
5) Menyclenggarakan sosialisasijpclatihan kehijakan 

penanaman modal: 
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g. Sumber Daya Manus[a 
J) Pejabat yang menguasai kcbUakan penanaman modal dari 

PDPPM atGtu PDKPM; 
2) Nara sumbcr dad instansi teknis terkait . 

h . Penanggungjawab kegiatan 
PDPPM dan PDKPM. 

KEPALA BADAN KOORDJNASJ PENANAMAN MODAL 

RIDPUBLlJ< INDONESJ.A, 

ltd. 

GITA IRAWAN WIRJ/\WAN 
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